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ABSTRAK

Nama : Josefing Agatha Syukur

Program Smdi  : Ihnu Hukum

Judul : Pengaruh Pengelolaan Piutang Dagang Dalam Perspektif
Hukom Terhadap Kredit Bermasalah Di PT United Tractors,
Tbk

Masalah pintang dagang sangat berpengaruh pada penampilan dan perkembangan
perusabaan tersebut. Oleh karena itu semua perusanaan yang mempunyai piutang
dagang akan menarvh perhatian yang serius dalam mengelola piutang dagangnya,
dan akan dilakukan secara cermat dan hati-hati (prudent). Sebab apabila
peningkatan vohune penjualan kredit tidak sebanding dengan volume piutang
dagang vang tertagih maka terjadilah piutang dapang bermasalah atau dalam
bahasa populernya adalah kredit macet. Penanganan kredit macet di PT United
Tractors dilakukan dengan strategi yang khas, tergantung penyebab terjadinya
kredit maget tersebut, dan tidak dapat disamaratakan. Penyebab terjadinya piutang
dagang bermasalah ind akan sangat berpengaruh dalam cara penanganannya dan
pada dasarmnya, PT United Tractors, Thk, akan lebih memilih penyelesaian di Luar
Pengadilan dan Pengadilan hanya merupakan jalan keluar terakhir jika tahapan
proses di tuar pengadilan tidak memberikan hasil. Analisis yang digunakan dalam
tesis ini adalah dengan mempelajari dokumen yang dipakai oleh perusahaan dalam
memberikan kredit seperti Surat Perjanjian dan invoice dan kemudian dikartkan
dengan aturan dan perlindungan hukum yaug akan diberikan berdasarkan langkah-
langkah vang telah ditetapkan perusahaan tersebut. '
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ABSTRACT

Name : Josefina Agatha Syukur

Study Program  ; Law _

Title - ¢ Effects of Management of Account Receivable in Legal
Berspective to Non-Performing Loan at PT United Tractors,
Tbk :

Account receivable significantly affects the performance and growth of a
company, Thercfore, a company which has accouut receivable will focus ifs
attention on the management of the account receivable and prudent
implementation of such management. If the volume of sales on credit significantly
exceeds the volume of the collected accourt receivable, it will lead to a problem,
popalarly known as non-pedorming loan. At PT United Tractors, the non-
performing loan is settled with a unique strategy, depending on the specific cause
of the non-performing loan, instead of a generalized settlement. The cavse of the
non-performing loan will affect the methad of kandling and PT United Tractors,
Tk, will basically prefer to an out-of-court setilemient. Cowrt settlement will be
taken as a last resort if the deliberation settlement reaches po mutual satisfactory
result. In this thesis, the analysis is done against the documents used by the
company in giving the sales on credit such as the agreement and invoice. Other
matters analyzed include the efforts taken in relation to the statutory requirements
and legal protection pursuant to the procedure specified by the company.

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH
ABSTRAK

DAFTAR ISI _

RABI  PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perurgusan Masalah

Kerangka Teori Dan Konsep

Metode Penelitian

m O 0w P

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

™

Sistematika Penulisan

BABT  PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG
A. Dasar Pertimbangan Pemberian Piutang Dagang
B. Cara Mengamankan Plutang Dagang
C. Pengelolaan Penagihan Piutang Dagang

BAR Il PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG DIEPT UNITED
TRACTORS, TBK

A, Prakiek Pengelolaan Piutang Dagang DI PT United
Tractors, Thk

B. Masalah-Masalah Dalem Pengelolaan Piutang Dagang D
PT United Tractors, ’I‘bk

(, Penyelesaian Kredit Macet PT United Tractors, Tbk

BABIV PENGARUH PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KREDIT
BERMASALAH DI PT UNITED TRACTORS,TBK

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008

i

iv

vi

10
11

i4
i4
i7
26

34

34

47

52

54

i



i

A. Pengelolaan Pintang Dagang PT United Tractors, Thk

Dalam  Perspektif Hukum 54
B. Pengaruh Pengelolaan Piutang Dagang Dalam Perspektif
Hukum Terbadap Kredit Bermasalah Di PT United 70
Tractors, Thik
C. Tahapan Penyelesaian Kredit Macet 79
BABY  PENUTUP 88
A, Kesimpulan 88
3. Saran-Saran 8¢
DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah piutang dagang {(account receivables) tidak saja terjadi pada
perusahaan kecil tetapi juga pada perusahaan besar termasuk peruszhaan
nultinasional. Masalah piutang dagang ini sangat berpengaruh pada penampilan
dan perkembangan perusahaan ferschut. Oleh karena itu semua perusahaan yang
mempunyai piutang dagang akan menaruh perhatian yang serius dalam mengelola
piutang dagangnya. Alasan mendagar lainnya adalah perrgma, karena semua
perusahaan menurut kodratnya selalu terlibat dalam penjualan barang maupun jasa
yang dalam melakukan penjualannya biasa dilakukan secara tunai dan atau dijual
secara kredit. Pada saat penjualan dilakukan secara kredit maka terciptalah piutang
dagang di pihak kreditur dan mengakibatkan adanya hutang dagang pada pihak
debitur. Fasilitas kredit akan memungkinkan bagi debitur untuk mempercleh
barang dan jasa terlebih dahulu dan pembayarannya baru dilakukan di kemudian
hari dan dapat dilakukan dengan cara mencieil, baik dengan bunga ataupun fanpa
bunga, dengan jaminan maupun tanpa jaminan, ' |

Kedua, pintang dageng merapakan bagian yang besar dan penting dalam
aktiva perusahaan, dimana rata-rata porsi piutang dagang pada berbagat
perusahaan mencapai 25,97%,” bahkan pada beberapa sektor industri tertentu
piutang dagang merupakan persentase terbesar dari aktiva perusashaan terutama
perusahaan yang bergerak dalam bidang industri roda motor hampir mencapai
porsi 50%. Memumut penelittan US Treaswey Deparfment yang pemah meneliti
piutang dagang pada sejumlah industri di Amerika Serikat, piutang dagang pada
industri manufakturing roda dan perlengkapan mobil mencapai 48,42%

' Margaret L. Barron, Fundamentals of Business Law {Sydney: McGraw-Hill Book

Company, 1992}, hal. 214,

® Iohn D. Martin eral,Dasor-Dasar Monajemen Kewsngon, T 2, ferj. Haris

Monandar  (Jakeria: PT Kaja Grafindo Persads, 1993, hel. 109,
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dibandingkan dengan tofal akfivanya. Dengan demikian bila kita membahas
manajemen piutang dagang berarti kita sedang membicarakan manajemen darni
seperempat atau bahkan sctengah dari aktiva perusahaan.’

Ketiga, keberadaan piutang daganp di suatu perusshaan, apalagi dengan
persentase yang besar, mempunyai pengaruh yang sangst signifikas terhadap
tingkat perolehan laba peruszhaan yang bersangkutan. Hal ini dapat dimengerti
sehiab walaupun penjualan barang secars kredit dapat meningkatkan volume
penjualan, namun keadaan itu memaksa perusahaan tersebut untuk menambah
modal guna mendukung pertambaban investasi pada piutang dagang tersebut. Di
samping ity, dalam raogka pemberian kredit itu perusahaan juga mau sk mau
harns mengeluarkan biaya uotuk penyelidikan kelayakan kredit dan biaya upaya
penagihan kredit, dan belum termasuk kemungkinan apabila piutang dagang
tersebot tidak tertagih sama sekali, Dengan demikisn faktor efisiensi penagihan
juga berpengaruh terhadap perolehan laba peruszhaan schab apabila upaya
penagihan dilakukan secara efisien maka hal itu eken meningketkan laba
perusahaan, demikian pula sebaliknya,

Balamn rangka mencapai tejuan utama perusahaan untuk memaksimalisasi
1&5&" maka perusahaan harus mengelola piutang dagangnya sccara cermat dan
hati-hati (prudent). hka suatu perusahaan melakukan penjualan dengan keedit
hanya kepada debitur yang kuat maka kerugian karena timbulnya piutang rago-
ragu biasanya kecil. Sebaliknya ada kemungkinan tingkat penjualan perusahasn
akan berkurang dan faba vang scharusnya diperoleh dari penjualan vang hilang
tersebut, dapat lebih besar daripada biaya yang dapat dihindarkannya.”

Oleh karena itu yang perlu jnga diupayskan dalam mengatur kredit adalah

bagaitnana meningkatkan volume pivlang dagang agar  sebanding dengan

* {hid., hal.116.
N John D.Martin, eral Jbid, jilid 1, hal3, Lihkat juga: Tiiptono Darmadji,
RESTRURTURISAS! Memuiipkan don mengokselsrasi Ekonomi Nosiona! (Jakaria: Oragindo,
2601), hat. 9.

1. Fred Weston, Thomas E. Copeland, Mangiemen Keuangan, texi. Ir. Kirbrandcke,
MM, Drs. A. Jaka Wasama, M., M8M, Ir. Drs. Suprancte Dipokusume, Ak. (Jakerta: Erlangga,
15843, Hilid 1, hal. 2935,
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peningkatan jumlah volume penagihan piutang dagang sehingga piutang
dagangnya dapat dikualifikasikan sebagai “piutang dagang sehat”. Sebaliknya
kalan peningkatan volume penjualan kredit justru tidak sebanding dengan
volume piutang dagang yang tertagih karena debitur alpa, lalai atau tidak
memenuhi atau tidak menepati kewajibannya seperti tercantum dalam perjanjian
maka terjadilah keadaan wanprestasi (non fulfilment)® sehingga piutang dagang
tersebut tergolong kredit bermasalah atau dalam bahasa populemnya adalah kredit
macet.

Istilah “kredit macet” yang digunakan dalam tesis ini semata-mata diambil
dari pengertian yang berlaku umum dalam perusahaan-perusahaan dan bukan
istilah dari dunia hukum dan praktek perbankan. Sebab ada perbedaan yang sangat
prinsipiil antara pengertian kredit macet dalam dunia perbankan dengan dunia
usaha, di mana menurut ketentuan hukum dan praktek perbankan, dari segi
kolektibilitasnya, kredit digolongkan atas kredit lancar, kredit kurang lancar,
kredit diragukan dan kredit macet. Dalam perbankan, suatu kredit tergolong kredit
macet apabila: (a) tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan,
atau (b) memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua nuluh
satu) bulan sejak digolongkan kredit diragukan, belum ada pelunasan atae belum
ada usaha penyelamatan kredit; atau (c¢) kredit tersebut penyelesaiannya telah
diserahkan kepada pengadilan negeri atan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
atau telah diajukan penggantian ganti kerugian kepada perusahaan asuransi
kredit.”

Secara hukum, seorang debitur dikatakan tersangkut piutang dagang
bermasaiah atau kredit macet dan karenanya dikategorikan ingkar janji atau
wanprestasi, apabila: (a) debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan
dilakukan oleh debitur; (b) debitur melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak

sebagaimana dijanjikan atau tidak sebagaimana mestinya; (¢) melakukan apa yang

§ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 897.
7 Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 1994), hal. 160.

UNIVERSITAS INDONESIA
Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



4

dijardikan debitur tetapi terlambat; dan (d) melakukan sesustu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan debitur.®

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka dapatlah
dikemukakan bahwa yang menjadi hal utama dalam pengkajian ini adalah faktor
pentingnya pengelelaan piutang dagang bagl suatu perusahaan, Dengan demikian
masalah nokok yang perlu dikaji dalam tesis ini, adalah:

i. RBagaimana prakiek pepgelolaan pigtang dagang 4i porisshaan yang juga
menerapkan penjualan produknya secara kredif kepada para debiturnya?

2. Permasalahan/kendala apa sajya yang muncul dalam pengelolaan piutang
dagang sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet?

3. Bagaimnana cara menyelesaikan piutang dagang sccars efektif dan efisien
schingga dapat menunjang  fercapainya  maksimaligasi laba  bagl

perusahaan?

C. KERANGKA TEOR) DAN KONSEP

Piutang dagang (uccount receivables) merupakan salah satu bentuk aktiva
lancar yang meliputi seluruh vang perusahaan dar penjusion-penjualan secars
kredit yang belum tertagih.®

Piutang dagang vang feriadi dalam perusahaan pada umumnya lahir karena
adanya suatu perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau
lebih, berdasarkan mana pihak vang sate berhak menuntut sesuaiy hal dari pihak
yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu'®
Dengan demikian, dalam svatu perikatan terdapat 2 {dual pihak, vaita (1) Pihak
yang berhak menuntut sesuatu yang disebut kreditur; dan (2} Pihek yang
berkewajiban untuk memenuhi funtutan fersebut yang disebut debing M

® R, Subekti, Hukum Perionfian (Jakarta: Intermase, 1987), hal4s,
* John D. Martin, et.al, Op.Cit., jilid I, hal 28

1% R. Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdoia, {Jakara: Intermass, 1987), cetakan XX1,
hal, $22,

B thid, hal.123.
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Salah satu sumber yang dapat menimbulkan adanya perikatan yaitu
perjanjian, dimanz perianjian ini Dbisa berbentuk kata-kata secara lisan ateu
berupa suatu surat (akta) yaitu akta dibawah tangan atau akia otentik.'* Perjanjian
adalzh suatu perbuvatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang fain atau lebih.”?

Dalam perjaniian ini, kedua belah pihak boleh melakukan sesuatu berupa
apa saja dan berisi apa saja, asal saja tidak bertentangen dengan ketertiban umum
dan kesusilaan.'? Itu sebabnya perjanjian sering pula disebut persetujuan,

Selain itu, kebebasan untuk membuat perjanjian (berupa apa saja dan berisi
apa saja) menunjukkan bahwa hukum perjanjian kita meoganut sistem terbuka.
Namun demikian, kebebasan itu ada batasnya yaitu dengan ditentukan pula syarat.
syarat sahnya suaty perjaniian vaitu:'® adanys kesepakatan mereks yang mengikat
dirinya, kecekapan unfuk membuat suate perianjisn, suatu hal fertentu {(artinya:
hak-hek dan kewajiban-kewaiiban serta barang yang dimsksudkan dalam
perjaniian juga harus dapat ditentukasn jenisaya), suatu sebab vang halal (artinya:
isi perjanitan itu tidak dilarang atsu tdak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaar atau ketertiban uwmum).

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian terscbut maka
perjanjian itu menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang
membuatnya'® dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

tersebut. !’

¥ Donaid Harris and Dennis Tallon, 19£9:39, sebagaimana dikutip oleh Subamoke,
Hukuns Perionjion Feori dan Analiza Kayus, (Jaksria; 2007), ceskan ke 4, Bal 4.

¥ Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerliik Weboek], dfteriomahkan cleh R
Subsekti dan R.Tiitrosudibio, cet.8. {Jakeria: Pradaye Paramitg, 1974}, Pasal 1313,

¥ ibid., Pazal 1337, Libat juga | Subekii, Pokok - Pokok FHulum Perdata, {Jakena
Intermasa, 1987), cetakan XXI hal 127, yang anfam [ain mengatakan hahwa "tideX saia orang
lefuasa untuk membual perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban urmum yang diatur
dalam bagian khusus Buku I, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyarapingkan peraruran-
peraturan yang termuat dalara Buko BT itu.

¥ Kitab Undangeundang Hukum Perdata, Op.Cit., Pasal 1320,

'8 Suharnoko , HUKUM PERJANJIAN Teori dan Analisa Kasus (Jakarta:2007), Cet. Ke
4, hal.}.

i7

Kuab Undang-undang Hukoe Perdats, Op Cir, Pasal 1338,
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Penyebab terjadinya piutang dagang bermasalah

Ketika penjualan dilakukan secara krgdit maka terciptalah piutang dagang
perusahaan, yang besar investasinya tergantung pada sejumlah faktor yaitu sifat
bisnisnya, tingkat penjualan, kebijakan kredit dan penagihannya (persyaratan
penjualan (terms of sale), kredibilitas debitur, dan tata cara penagiha.rl).ls

Dari beberapa kasus di mana kami turut terlibat melakukan penagihan
piutang dagang bermasalah pada beberapa perusahaan, dan berdasarkan hasil
wawancara kami dengan Manager Departement Head Credit dan Collection PT
United Tractors, Tbk diketahui bahwa piutang dagang ini menjadi bermasalah (bad
debt) sebenarnya tidak hanya karena faktor eksternal dari debifur tetapi juga faktor
internal dari kreditur'? yang juga sangat dominan khususnya berkaitan dengan
aspek hukum yang sering diabaikan, seperti sering melakukan penagihan dengan
melampirkan asli kwitansi.

Dalam praktek bisnis memang sering ierjadi bahwa seorang debitur baru
akan membayar apabila asli kwitansi diberikan kepadanya. Jika debitur ini
beritikad baik maka praktek seperti im tidak akan merugikan perusahaan.
Sebaliknya apabila debitur itu beritikad buruk maka dia akan “mengklaim”
piutang telah dibayar lunas dengan menunjukkan kwitansi tersebut.

Secara yuridis memang kwitansi merupakan tanda terima pembayaran,
walaupun dalam perdebatan secara hukum di Pengadilan, tidak selalu debitur
itulah yang akan dimenangkan karena debitur tersebut juga masih harus
membuktikan bahwa benar ia telah melakukan pembayaran dan tidak cukup
dibuktikan dengan diterimanya kuitansi tetapi masih harus dilengkapi dengan
bukti pengeluaran cek/rekening giro dan yang terpenting semuanya betul telah

'*  John D.Martin, et.al., Op.Cit, jilid 1, hal.110-111.

% Suharnoko,0p.Cit., hal. 74.
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diterima oleh penagih.?® Namun hal ini tidak mudah dalam pelaksanaannya dan

tentu yang paling baik adalah mencegah timbulnya masalah tersebut.

Penentuan piutang dagang bermasalah

Untuk menentukan sebuah piutang dagang sebagai piutang bermasalah,
haruslah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya dengan membukti-kan bahwa
debitur telah melakukan wanprestasi serta walaupun telah diberi
peringatan/teguran secara tertulis, tetap tidak melaksanakan kewajibannya,*’
sehingga dapat diberlakukan sanksi-sanksi.”?

Dalam  menghadapi dan  menyelesaikan  masalah  piutang
dagang bermasalah ini, secara hukum dapat ditempuh dengan cara menuntut
pembayaran melalui jalur non hukum di luar Pengadilan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) atau melalui Pengadilan secara hukum perdata, yaitu dengan
dasar adanya perbuatan wanprestasi (lalai) dari debitur® dan juga dapat diajukan
tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu apabila perbuatan

debitur tersebut menimbulkan kerugian.*

Penyelesaian Sengketa dan Pencegahan

2 Erman Rajagukguk Hukum dalam Pembangunan  (Kumpulan  Karangan),
Jakarta:1982), cetakan keempat, hal. 5-6.

! Sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata di mana si berutang adalah lalai,
apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akia sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianpgap lalai
dengan lewatnya wakiu yang ditentukan.

22 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit., Pasal 1267 bahwa pihak terhadap
siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilith apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan
akan memaksa pihak yang lain untuk merenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut
pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Yang dimaksud
dengan : Biaya (kosten) yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah
dikelvarkan oleh satu pihak dan Rugi (schaden) yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang
kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur,

#  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cir., Ketentuan Pasal 1238.
¥ Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang Karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
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Penagihan piutang dagang di perusahaan manapun merupakan suatu
masalah tersendiri yang harus ditangeni secara serius. Hal ini dapat dimengertt
schab piutang degang merupakan salah satu unsur aktiva lancar vyang
berpengarub terbadap likuiditas perusahaan. Oleh karena ifu, semua piutang
dagang harus diusahakan untuk dapat ditagih.

Untuk menyelesaikan suaty piutang dagang vang bermasalah, biasanya
sebelum dilakukan melaiui Pengadilan, terlebih dahulu ditempuh upaya hukum
lainnva seperti mengundang debitur, menegur {Somasi} secara tertulis,® dan
melakukan perundingarn/perdamaian, dimana cara ini merupakan cara yang
terbaik dalam menvelesaikan suatu masalah, karena lebih cepat, sederhana dan
menghemat biaya dibandingkan dengan penyelesaian perkara di Pengadilan.

Piutang dagang bermasalah sebenarnva dapat dicegah melalui upaya-upaya
pencegahan antara lain adanya pemahaman bukum perjanjian terutama berkaitan
dengan ksbebasan berkontrak artinva kreditur jangan ragu uniuk membuat suatu
perjanjian dengan bermacam-masam syarat yang mengunfungkanmya sebab
undang-undang  menjamin  hal  ini,”® menghindari  kekhilafan  dalam
membuat/menandatangani suatu perjanjian, mencantumkan klausula pembatalan
yvang dibuat sedemikian rupa untek melindungi kepentingan kreditur, dan
terpenting adalah bahwa pembatalan tidak harus ke Pengadilan® dan adanya ganti
kerugian™ sebagal sanksi yang akan dijatuhkan kepada debitur dalam hal dia lalai-

atau  wanprestasi. Kreditor perln memahami kapan  terjadinya  perjanjian,

“ R, Subskti, Pokok Fokok Hukum Perdaia, {fakarta: Intermasa 1987), cetakan X X1,
hal, 147.

% Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit., Pasal 1338 KUHPerdata.

#  {rengan mengabaikan Pasal 1266 KUHPsrdata.
*  Menurut ketentuan Pasal 1267 Kiteb Undang-undang Hukum Ferdata, penggantion
kervgian ada 3 macatn yaitn
) Biaya fhosfen vaire sepala pengeluaran atau perongkosen yang syata-nyats sudsh
dikebuarkun gleh salah saty pihak,
. Rugi {schaden) yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang keponyaan kreditur atau
nilainya berkurang sebagai akibat kelajaian debitur.
) Bunga {interestenj vaity kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah
gibgyangkan atau dhinme oleh kreditar,
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beralihnya kepemilikan dan jaminan pembayaran dari debitur, dan kelengkapan

dokumen calon debitur sebelum membuat perjanjian,

Pengertian istilan
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda mengenal istilah-istilah vang

dipergunakan dalam penclisan tesis ini, maka berikut ini diuraikan definisi

operasional dari istilab-istilah dimaksud. Dalam penulisan tesis ini beberapa

istilah yang digunakan sebagai pengertian operasional adalah:

1. Pengelolaan adalah proses yg memberikan pengawasan pada semua hal
yang tertibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.”

2. Piutang adalab klabm atau tagihan perusahaan kepsds pihak ketign yang
timbul karena adanya sutau transaksi.”®

3 Piutang Dagang {account receivables) yaite piutang yang timbul dan
penjualan  kredit barang atsu jasa yang merupakan wusaha pokok
perusahaan.®! Piutang Dagang (eccount receivables) merupakan salah satu
bemtuk aktiva lancar yang meliputi seluruh wvang perusahaan dari
penjualan-penjualan secara kredit yang belum tertagih.”*

4, Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.”

®  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar
Bahase  Indonesia, Diskses  woggel 24 Apnd 2008,  dari depdiknes,
Bup/fpusatbohoesa diknas o idfkbbi

* Dian Anita Nuswaniars, Suvone, Mengeloiah Korin Pintang, ed. Suwarno, Hadi
Purnomo, Bagisza Provek Fengembangan Kurikulom Direldorat pendidikan Menengah kejurvan
Dhreltorat jenderal peadidikan dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta:
2043}

" Achun, Piutang, 18 Desember 2007, diakses tanggal 19 April 2008 dori Wordpress.
htw/fzalidamel. wordpress com/2007/12/1 $/pivtang/, Lihat juga: Jenis-Tenis Piutang: piutang
dagang (wocount recelvables) yaitu pivtang yang Limbul dari penjuatan kredit barang ateu Jaga yang
merupekan ussha pokok perusahean. Bila piutang timbul dari penjualan asset perusahaan,
pemberian pinjaman kepada pihiak tertentu maka phitsng torsebut tidek termasuk golongan pistang
dagang, Wesel Tagih vaitu Plulang vang secara formil didukung oleh penjaniian untuk membayar
secwa teriulis {nofes paysble), Phutang non dagang yeitu plutang yaog timbul akibat penjualen
gssel. pemberian pinjaman Kepada pihak tertenty, misalnya pinjaman karvawas,

2 fohn D. Mantin, e.of, Op.Cit., Jid 2, hal 28,

¥ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Op.Ci.
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3. Hukum adalah norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan
hukum nasional®* dan merapakan suatu tata yang bersifat memaksa.*?

6. Kredit adalah dalam cara menjual barang dengan pembayaran secara
tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur),”®

7. Kredit Bermasalah/Plutang Dagang Bermasalah adalah suatu keadaan
wanprestasi (mon fulfilment) atau tidek menepati kewajibannya seperti
tercartum dalam perjanjian kredit vang timbul sebagal akibat {(a)debitur
tidak melakukan spa yang telah disanggupi akan dilakukan oleh debitur;
{b) debitur melaksanakan apa vang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana
dijaniikan atau tidak sebagaimana mestinya; {&) melakokan aps vang
dijaniikan debitur tetapl terlambat; dan (d} melakukan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan debitur.”’

D. METODE PENELITIAN
Meatode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hulcom
" dalam perspektif normatif diantaranya KUHPerdata dan asas-asas hukum

perjaniian dan  asas-asas hukum jaminan®®

dengan didasarkan pada data
kualitatif. 3 Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakuken studi
kepustakaan dan wawancara’® melalui pertemuan langsung dengan’ Manager

Department Head and Collection PT United Tractors,Thk sebagal informan.

¥ Soctandye Wignjosoebroto, Konsep Hukum, Tipe Kuojian dan Metode Penelitionnya.
dikimmputkan oleh Valerine 1 1K, Metode Penelitian Hukum (1akarta: 2003}, hal. 167,

3 Hans Kelsen, Teorl Hokum Mursi Daser Dasar Hme Hukom Normatif Sebagai Hom
Hukum Empiris Daghriptif, alih bahasa Somardi, (Jakarta: Rimdi Press, 1995}, cet |, hal 3.

¥ pyusar Bahasa Departemen Pendidibcan Nasional Repyhiik Indonssia, (. Lihad
jugs: R, Subelti, Hubum Perforgion {(Iakerin: Intermasa, 1987), kald5, df mana dalam arti lum
kredit sebiagat keporoayaan,

TR Subekd, Hokom parjanjian, Op. Cit., hal. 45
B A bamid 8. Attamimi, Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum, dikumpuikan
oleh Valerine LK, Merode Penelician Hukum (Fakasta:2003), hal. 356.

' Rianto Adi, Metodolagi Penelitian Sosial dan Hukum, (Takarta: Granit,2005), edisi
kedua, hal 56, .

“ Jufrina Rizal, Metode Penelitian Hukum, dikumpulkan oleh Valerine J.L.K, Meftode
Pengliticn Hukum {Jakarta:2003) hal, 191,
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Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sehubungan dengan materi
yang akan dibshas yang dalam hal im adalah mengenai pengelolaan piutang
dagang yang bermasalah dari aspek-aspek yuridisnya.

Data kepustakaan yang diperoleh digolongkan dalam 2 (dua) bahan
hukum, vaitu bahan-bahan hukum primer (primary sowrces) diantaranya Kitab
Undang-ondang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang relevan dan bahan-bahan hukum sekunder (secondary
sources) vang meliputi buku-buky, jurnal, tulisan-tulisan, dan makalah. Selain iy,
data sekunder yany digunakan terdiri dari dua macam,”’ yait: yang bersifat pribadi
dan bersifat wmum. Data sckunder yang bersifat pribadi diperoleh dari bahan
pustaka seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, kliping majalab, dan kliping
surat kabar. Sedangkan data sekunder yang bersifat urnum adalah X UHPerdsta

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan,

- E, TUFUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini
adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok sebagaimana
dirumuskan di atas yaitu :

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetzhui praktek pengelolaan piutang dagang di
perusahaan yang juga menerapkan penjualan produknya secara
kredit kepada para debiturnya

b. Untuk mengetahui permasalahan atan kendala yang muncul dalam

pengelolaan piutang dagang sehingpa tidak terjadi kredit macet dan
memahami  hal-hal yang hamis dilakukan sebagai tindakan
pendahuluan cleh Perusahean untuk mengamankan piotang
dagangnya sehingga semua piutang dagang tersebut nantinya dapat
tertagih.

& Sosriono Soskenio, Kedudwkon dan Perancn Hukum Adat & Indonasio (Jakanta:
Kurnia Esa, 1982}, hal. 134-135.
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g, Untuk mengetahui cara menyelesaikan piutang dagang secara
efektif dan efisien sehingga dapat menunjang tercapainya
maksimalisasi laba bagi perusahaan

2. Manfaat Penelitian

Secara garis hesar manfaat dari hasil penelitian dalam penulisan tesis ini

terdin atas:

& Manfaat secarz fecritis vaitn untuk memberikan masukan berupa
konsep, metade dan teori yang dibangun berdasarkan fakta dalam
upaya memahami dan menganalisa pengelolnan dan penyelesaian
piutang dagang dalam perusahaan

b, Manfaat secara praktis, vaitn diharapkan dapat member masukan
bagi perusahman dalam mengelola dan menyelesatkan masalah
piutang dagangnyva sesusl dengan aturan hukum vang berisku &

Indonesia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Tesis ini terdirl dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BABI  PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang, perumusan masalah, kerangka teori
dan Konsep, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Peoulisan dan
Sistemnatika Penulisan itu sendidd. Uraian dalam Bab [ merupakan dasar
bagi pembahasan pada bab selanjutnya dan dimulai dengan menjelaskan
arti dan kedudukan piutang dagang dalam perusabasn. [{al ini penting
mengingat dengan mengetahut arti dan kedudukan piutang dagang
dalam perusahaan maka akan diketahui bahwa piviang dagang sangat
berartt dalam menentukan penampilan dan kelangsungan perusabesn ifu
sendiri, sehingga dibarapkan dapat dipahami mengapa g}&ngeioiaén
pintang dagang iu dapat menentukan bermasalal atau tidaknya suatu
kredit.

, Josefina Agatha Syukur, FH UI’?&!?&RSHAS INDONESIA
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BAB II PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG
Dalam Bab ini akan divzaikan mengenal pengelolaan plutang dagang
it sendiri. Di sini akan dijelasken mengenai dasar pertimbangan
pemberian piutang dagang dan cara mengamankan piutang dagang. i
sini akan terlihat faktor-fakior apa saja yang haros diperhatikan dalam
pengelolaan plutang dagang agar fidak texjadi keedit macet dan
bagaimana cara atau upaya ushik mencegah atau setidak-tidaknya untuk
meminimalisasi tegadinya kredit macet di perusabaan,

BAB I PRAKTEK PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG
DI PT UNITED TRACTORS, TBK
Dalam Bab ini akan dibahas bagaimana praktek pengelolaan piutang
dagang di PT UNITED TRACTORS TBK sebuzh perusahaan yang juga
menerapkan penjualan produknya secara kredit kepada para debiturnya
dan bagaimana pengaruh pesgelolaan piutang dagangnya ferhadap
risiko dalam perusahaan,

BAB IV PENGARUH PERNGELOLAAN PIUTANG DAGANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KREDIT BERMASALAH
DIPT UNITED TRACTORS, TBK
Dalam Bab ini akan dibahas dan dianslisa kesesuaian aatara prakick
pengelolaan Piutang Dagang di PT UNITED TRACTORS,TBK dan
perlindungan vang diberikap oleh hukum dalam kaitanrya dengan
Kredit Bermasalah vang terjadi di Perusahaan tersebut.

BABY PENUTUP
Dalam Bab terakhir ini, peoulis akan membuat kesimpulan dari
pembahasan yang telah diuraiken dalam bab-bab sebelumnya untuk
menjawab semua permasslahan pokok dalam Bab I, serta saran-saran

penulis yang berkaitan dengan materi dalam tesis ini.
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BABII
PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG

A. DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN PIUTANG
DAGANG

Perusahpan umuranya mempunyai pivtang dagang karena melakukan
penjualan secara kredit, di mana semakin besar proporsi dan jumnlah penjualan
kreditnya, maka akan semakin besar pula piutang dagangnya **

Dalam persaingan yang seraakin tinggi, perusahaan melakukan penjualan
secara kredit dalam rangka mempertabankan konsumen dan uniuk menarik
konsumen barn, di mana piwtang dagang merupakan tempat unfuk menampung
hasil penjuaisn secara kredit tersebul, Oleh karena Hu, manajemen pintang dagang
ini sangat memeriukan perhatian manajer

Ada beberapa manfaat yang diperoleh denpan adanya penjualan sccam
keodit antara lain adalsh sebagai upays uniuk meningkatkan omzet penjualen
sebab dengan demikian maka pembeli yang tidak memiliki Hkuiditas tinggl untuk
membeli, mungkin sekali akan terdorong pofuk melakukan pembelian. Dengan
demikian kebifaksanaan kredit ini akan meninpkatkan daya saing perusahaan.
Manfaat lain adalab bahwa dengan meningkataya volume penjuslan maka
keuntungan vang diharapkan akan meningkat. Dengan demilkdan, kredit
mempunyai akibat positif dari segi penilaian investasi secara keseluruhan,**

Di samping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi antara
a5

lain:™ untuk meningkatkan daya guna barang, sebab debitur dapat mengolah
2 Erliva, Mangjemen Modal Kerja, 2002, Universitas Sumatera Utara (USU), diakses
tangeal 20 Mei 2008 dark USULLttp:Aibrary.usu ac id/modules. 2002,
B bid.
44

Pryab K, szganggarm, Fw&h&sha diakses tanggal 20 Mei 2008 dari Frechostia,

*#  Muais Rambe, Fitri Rehmadana, dan Hafizh Lumbanraia, Asailsis Kehutuhan Pasar
Pun Prediksi Penjucion, Jumal limish “Mansjemen & Bisals™, Universitas Muhemmadiveh
Sumaters Utsrs, Vol 02 No. 01 Aprll 2082, dizkses tanpeal 20 Mei 2008 dari Manbisnis.
Bessiwww manblesis trinad com.
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barang menjadi berguna atau bermanfaat, dan meningkatkan peredaran barang
s¢bab akan menambsah jumliah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan dapat
membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke tuar negeri sehingga
meningkatkan devisa negara, dan untuk meningkatkan kegairahan ber-usaha.

Piutang dagang sebagai salah satu bentuk investasi akan menyerap modal
yang tersedia. Oleh karena iy, untuk membahas pengelolaan piutang dagang di
suatu perusahaan maka pertama-tama perlu diketahwi posisi piutang dagang dalam
kescluruhan investasi pada perusahaan yang bersangkutan.

Secara tradisional, modal keria {(worfing capital} didefinisikan sebagail
investasi perusabaan dalam aktiva lancar (currert assets). Aktiva lancar it sendiri
terdiri dari semua aktiva atau asset yang dapat dicairkan atau diuangkan dalam
jangka waktu paling lama satu tahun. Aktiva yang dapat digolongkan scbagai
aktiva lancar adalah vang tunal atau kas {cash), sekuritas yang mudak diperjual-
belikan (marieiable securities), simpanan barang daganpan (inventory) dan
pintang dagang (aecount receivables)."®

Dengan demikian plutang dagang merupakan salah satu bentuk aktiva
lancar yang meliputi seluruh uang perusahaan dari penjualan-penjualan secara
kredit yang belum tertagih.*” Jika dipahami bahwa keberadaan piuiang dagang
merupakan bagian dari strategi investasi snatu perusahaan, maka ssorang manajer
kredit harus memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan piutang
dagang terssbut agar tujuan perusahaan dapat terwujud.

Tujuan utama pengelolaan piutang dagang adalah mepambah nilai pada
perusahaan dengan cara memberikan kontribusi optimal terhadap penjualan yang
menguntungkan. Tugas tersebut terutarma adalah fungsi evaluasi kredit dan fungsi
penagihan, sehingga manajer kredil di perusahaan sebenarnya tidak hanya sekedar
berperan sebagai tukang gertak terhadap debitur yang hutangnya belum tertagih,

akan tetapi harus bisa juga melakukan peran yang berailai bagi perusahaan.

*  John DD. Martinet.al., Op.Cit., jilid 1, hal. 3.

T Ibid, hal, 28,
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Dengan demikian ketika seorang manajer kredit & perusahaan berusaha
menyeleksi atau memilah-milah debitur yang layak dan tidak layak untuk
memperoleh kredit maka dasar pertimbangannya adslah apakah debitur itu
mampu memberikan magjin keuntungan yang lebih besar atau tidak bagi
perusahasn. Hal ini dapat dimengerti sebab tujuan utama pervsahaan bukanlah
memperkecil kerugian akan tetapi memperbesar keuntungan atau maksimalisasi
Jaba.

Dalam mempestimbangkan seberapa besar investasi yang ditanamkan
perusahaan pada piutang dagang maka seorang manajer kredit perlu
mempertimbangkan pula beberapa ’faktor, yaitu: (a) sifat dari bisnis perusahaan itu
sendiri veng akan menentukan komposisl antara penjualan kredit dan penjualan
tunai dan bukan ditentukan oleh manajer keedit, seperti untuk toko grosir besar,
maka pergualan akan cenderung dilakukan secara tunai, sedangkan perusahaan
pemasok konstruksi kavu lebih banvak menjual Barangaya secare kredity, (b)
tingkat penjuatan, di mana semakin besar penjualan tentu akan semakin besar pula
piutang dagangnya; (¢} persyaatan kredit (ferms of sale); (d) kredibilitas debitur,
dan (¢) tata cara penagihannya,*

Oleh karena itu dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya seorang
debitur untuk memperoleh kredit maka vkurannya adalah sojauh mana kredit itu
mampu memberikan keunfungan yeng maksimal bagi perusshaan. Ini berarti
perusahsan dengan marjin keuntungan tinggi dapar lebikh bertoleranst pada
kebijakan kredit yang liberal daripads perusshaan vang mariin keunfungannya
rendab,

Besarnya piutang dagang ditentukan oleh volume penjualan kredit dan
periode rata-rata antara penjvalan dan penagihan (coflection). Periode penagihan
rata-rata {average collection period) scbagian lergantung darl kondisi ekonomi
{dalam masa resesi atau pada periodes vang ketat, misalnya para debitur terpaksa
menunda pembayaran} dan sebagian tergantung dard faktor-faktor vang terkendali,
vaitu variabel kebijakan kredit.”®

©  John D. Martinet.al, Op.Cit, Jilid 1, hal. 5.
¥ John D. Martin eral,Op.Cit, jilid 2, hal. 111.
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B. CARA MENGAMANKAN PIUTANG DAGANG

Dalam memberikan kredit kepada debitur, Perusshaan harus menyusun
prosedur untuk menganalisis kredit yaitu dengary mengadakan evaluasi terhadap
konsumen dan menentukan lise of credit yaitu jumlab maksimum psmberian
kredit kepada debitur pada sate waktu®

Ada 3 (tiga} variabel kebijakan kredit yang perlu dipahami dan dijadikan
landasan kebijakan pemberian kredit kepada debitur oleh seorang manajer kredit
agar piutang dagangnya aman yainn 2

Pertama, variabel syarat penjualan (ferms of sale) atau credit terms. Yang
dimaksudkan dengan syarat penjualan adalah kemungkinan pemberian potongan
harga untuk pembayaran febih
awal, periode diskonto, dan periode total kredit. Syarat fiu wminnya dinyatakan
dalam beatuk a5 wef ¢ yang menuniukkan bahwa debitur dapat memperoleh
diskonto {potongan harga} sebesar g persen jika ia membayar dalam 3 han; dan
rekening harus lunas dalam ¢ hari. Sebagal contoh, kredit perdagangan bersyarat
2710, net 30, berarti bahwa debitur akan memperoleh diskonto 2% apabila
melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi dan membayar penuh
setelah pertode kredit dalam wakia 30 hari, Jadi, credir terms mencakugp the cash
discount (2%), cash discount period (10 hari) daa credit perivd (30 hati).

Jika debitur memutuskan tidak memanfaatkan tawaran diskonto dan tidak
membayar sampai akhir masa kredit, maka itu berarti debitur felgh memakai uang
itu untuk periode waktu antara fanggal diskonte dan tanggal akhir pembayaran.
Bagaimanapun, pengabaian diskonto merupakan biaya bagi debitur. Kalau syarat
kredit 2710, net 30, maka opportunity cost tahunan atag hilangnya diskonto
sebesar 2% dengan tujuan meunazhan pembayaran untuk 20 hari tambahan itu
adslah sebesar 36,73% {perseniase opportunity cost tahunan darl pengabaian
diskon= a/1-a X 360/c-b = {,02/1-0,02 X 360/30-10 = 36,37%).

® J. Fred Weston dan Thomas B. Copeland, 0p.Cir., hal. 395,
# Erling, Op.Cit.

* John D. Mastin, er.al, Op.Cir., jilid 2, hal. 111-116.
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Dalam prakteknya diskonto biasanya berkisar antara 1,5% sampai dengan
10%, sedangkan periode diskonto umumnya 10 hari dan periode total kredit
bervariasi antara 30 hari sampai dengan 90 hari. Meskipun syarat kredit sangat
bervariasi dari satu industri ke industri lainnya, ada kecenderungan yang relatif
seragam pada satu jenis industri tertentu. [tu sebabnya pula syarat kredit jarang
dipakai sebagai suatu variabel keputusan tersendiri sebab syarat kredit relatif tetap
setiap waktu.

Kedua, variabel tipe debitur. Variabel ini mengingatkan para manajer
kredit untuk tidak memberikan kredit kepada debitur buruk. Sebab kalau kredit
diberikan kepada debitur yang buruk, maka ada beberapa kemungkinan negatif
yang akan terjadi, yaitu: (a) kredit itu kemungkinan akan macet; (b) risiko
kebangkrutan perusahaan sebab pembayaran kembali tidak dilakukan sama sekali
dan rekening terpaksa dihapus; dan (c) biaya penagihan meningkat karena ada
waktu dan biaya yang terbuang untuk menagih pintang tersebut.

Oieh karena itu yang perlu diperhatikan pula dalam variabel ini adalah
biaya-biaya yang berkaitan dengan kualitas para debitur, atau biaya kualitas kredit.
Termasuk dalam biaya ini adalah: (1} kerugian karena piutang ragu-ragu; (2) biaya
pemeriksaan dan penagthan yang lebih tinggi; dan (3) dana yang lebth besar yang
terikat dan tertanam dalam piutang dagang, yang mengakibatkan biaya modal yang
lebih tinggi, karena debitur yang kurang layak menerima kredit, menunda
pembayau’annya.53

Ketiga, variabel upaya penagihan. Alasan pokck perlunya kontrol terhadap
penagihan piutang adalah adanya kemungkinan penunggakan yang semakin besar
seiring dengan bertambahnya usia piutang. Di sini perhatian harus dipusatkan pada
kontrol dan pembatasan rekening yang menunggak. Cara yang umum dipakai
untuk mengevaluasi kondisi kredit yang ada adalah melalui analisis ratio (ratio
analysis) dan daftar periode piutang.

Yang dimaksudkan dengan analisis ratio (ratio analysis) vaitu mengkaji
periode penagihan rata-rata, ratio piutang terhadap aktiva, ratio kredit penjualan

terhadap total piutang atau sering disebut ratio perputaran piutang dagang (the

3 J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, Op.Cit., hal. 395-396.
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aceotn receivables turnover rarie) dan perbandingan jumlah plutang tak terfagih
terhadap penjualan selama waktoe tersebut. Dengan amalisis ratlo, seorang
manajer keuvangan dapat menentukan apakah piutang sedang tertumpuk di lear
kontrol atau tidak. Sedangkan dengan pembuatan daftar periode piutang, dapat
memberikan petunjuk kepada kreditur mengenai ukuran pintang tersebut dalam
dollar maupun persentasenya sesual dengan syarat kreditnya. Dengan
membandingkan daftar piuwtang ita dengan data sebelumnya maka akan diperoleh
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sejanh mana kontrol harus
dilalukan. D1 samping itu, daftar tersebut juga dapat dipergunakan oleh kreditur
sebagai -alat utama untuk mengamati kebizsaan debitur dalam melakukan
pembayaran,

Jika terfadi perubshan batk pada ratio maupun periode rate-rala piutang
maka manajer kredit harus membuat langkah penyesuaian kebijakan kredit atau |
penyesuaian prosedur penagiban yang mungkin merupakan penyebab situasi
tersebut. Dengan demikian, sckali penunggak rekening diketshui maka upaye
penagiban segera dilakukan, batk melalui telepon, suratl, debr collector ataupun
melelul pengacara,

i similah kita dapat melikat adanya korelasi antara biaya kredit dengan
kualitus peneriina kredit sehingga mau tak mau perusahaan barus mampu menilai
calon debitumya, dan cara yang terbaik adalah menentukan probabilitas
kegagalannya. Memperkirakan probabilitas memang bersifat subjektif, akan tetapi
penilaian kredit merupakan kegiatan yang sangat umum dilakukan datam praktek
dunia usaba, Seorang manajer kredit yang baik harus dapat memperkivakan
probabilitas kegagalan dari berbagai kelas debitur dengan tepat.*

ntuk dapat memperkirakan probabilitas kegagalan dari keputusan
pemberian kredit kepada scorang debitur dengan tepat maka seorang manajer
kredit biasanya mempertimbangkan kelayakan debitur dengan melakukan analisis
secara kritis terhadap penilaian 5 C (the five C's of credit analysis) dari
debitumya, yaitw character (kepribadian), capacity (kemampuen), capiiad

¥, Fred Weston dan Thomas B, Copeland, Op.Cir,, hal, 196,
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(modal}, collateral fjaminan} dan condition (kondisi),”® dan di Indonesia para
penguszha memandang perlu untuk menambah 2 C lagl yaitu comnection
{koneksi) dan comission (komisi).”® Beberapa kriteria fersebut akan diuraikan
satu per satu di bawah int:

a} Character (kepribadian)

Dengan melakukan penilaian terhadap kepribadian (character) debitur
berarti kita mencoba untuk memperkirakan kemungkinan bahwa debitur mau
memenuhi kewajibannya. Faktor ini sangat penting oleh karena setiap transaksi
kredit merupakan suatu janji untuk membayar. Melalui analisis kepribadian calon
debinar, kita dapat mengetahui apakah pengambil kredit akan berusaha keras untuk
membayar hutangnys, ateukah justru potensial untuk  mesghindar dari
kewajibannya kelak,

Penilatan terhadap aspek kepribadian lebih dititikberatkan pada bonafiditas
debitur yang bersangkutan,”’ yang meliputi:

Pertama, aspek kejiwaan atap mental, artinya debitur e mempunyai sifat
dapat dipercaya, mental kejujuran yang disertai sifat keuletan, penuh dinamika
mencarl jalan ke arah kemajuan usaha, berkemampuan mengatasi kesulitan dan
mengatasi perscalan daiam bisnig, bermental kenja keras, membanting tulang dan
memeras keringat dalam merapercleh harla kekayaan, benar-benar berjiwa
wiraswasta {enferpreneur) bukan rest seeker, yang membuat Kita tidak ragu-ragu
untuk menialin hubungan bisnis dengannya. Masuk dalam penilaian kejiwaan dan
mental adalsh cara hidup, kesdaan keluarganys, dan status sosialnya dalam
masyarakat. Seorang hall atau kiai tentu merupakan “merek” fersendiri yang
menjamin tingkat kepastian pengembalian pinjaman lebih tinggi dan tepat pada

waktunya ketimbang pengusaha bukan dari latarbelakang sosial seperti itu.

¥ Retnowuian Sutantio, “Upaya Hukum Dalam Penagiban Keedit Macet dan Eksekusi

Jaminan”, Pustaks Peradilan, {Jakenta: Mabkamah Agung Republik Indonesia, 1997, Hlid 1, hal,
128,

% 3. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, Op.Cit,, hal. 395,

¥ R.Tyipioadinugroho, Perbankan Masaloh Perkreditor: Penghevaton, Andlisis dan

Penunten (akarta: Pradnya Paramits, 1950, hal. 53-57.
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Keduo, aspek masa lalu debitur. Artinya, bonafiditas debitur tidak cukup
hanya menilainya pada saat sekarang, tetapt perlu juga untuk meneliti masa
lalunya, apakah pernah teriibat kredit macet di bank atan perusahaan lain, apaksh
dia mempunyai reputasi atau nama baik di kalangan dunia bisnis. Untuk itu
seorang manajer kredit perlu mengembangkan sistem debitur record dan
ordernya dianalisis dari waktu ke waktu dan kalau ada debitur yang tiba-tiba
melonjak  permintaannys (pembeliannya) perlu  diteliti  sebabnya apakah
didasarkan kepada itikad yang baik atau itikad buruk.

Ketiga, aspek suku atau bangsa dari debior tersebut Penilaian bonafiditas
juga diarahkan pada asal suku bangsa di dunia atau asal dacrah darl debitur itu.
Dalam dunia bisuis, para kreditur sudeh mempunyai catatan bahwa wargs negara
Belanda menyukai ketertiban sedangkan bangsa Skot berfabiat hemat dan kikiy,
warga niegara Jerman lebih fepat sebagat partmer bisnis karena sifatnya yang suka
mernepati perjaniian, sehaliknya warga negara Spanyol sangat tidak disiplin dan
suka mengulur-ulur wakiu dalam perjanjian. Beberapa pengusazha di Indonesia
bahkan sudah mempunyai catatan mengenrai bonafiditas dari  beberapa suku
bangsa tertentu di Indonesia dalam berbisnis. Hal ini penting untuk mengetahui

bagaimana cara menghadapi kebiasaan atau tabiat dari debitur tersebut,

b) Capacity (kemampuoan)

Kemampuan {capacity) merupakan penilaian subjekiif tentang kemampuan
debitur untuk membayvar. Kemampuan int diukur dengan catatan proswasi bisnis
debitur di masa lampayv, yang didulcung dengan pengamatan di lapapgsn atas
pabrik atau toko dan metode kegiatan usahanya.™ Calon debitur akan dinilai
apakah debitur tersebut mempunyal kesedisan vntuk membayar apabila diberi
pinjaman (willingness to ability).

Kesedraan untuk membayar dimaksud dapat dilihat dari kemampuan calon
debitur dalam mengendalikan  dan  mengembangkan usahanya serta
kesanggupannya dalam menggunakan kredit yang bakal diterimanva. Hal ini

dikaitkan pula dengan latarbelakang pendidikannya, baik pendidikan wmuem

% 1. Feed Weston dan Thomas E. Copeland, Op.Ciz., hal 395,
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maupun pendidikan khusus atau pendidikan kejuruan, pengalaman dan keadaan
usahanya pada waktu permohonan kredit diajukan.”

Oleh karena ifu seorang mansjer kredit yang baik dan kreatif akan
mempelajan secara mendalam bidang usaha yang digeluti cleh perusshaan para
debiturnya, termasuk jugs para eksekutifaya. Manajer kredit harus fetap
mengikutl perkembangan para deblturnya dalam hal perkembangan penjualan,
prestusi para manajermya, likuiditas, leverage dan profitabilitasnya,

Beorang menajer kredit yang kyeatif juga harus mengikuti perkembangan
faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bidang usaha debiturnya dan
mengadakan komunikasi vang terus-meperus dengan mereka sorta memberikan
pelayanan dan nasebat dengan selalu mendisiusikan situast yang mempengarabi
industri dimana para debiturnya bergerak, termasuk nasehat tentang keputusan
kebijakan veng penting pada setiap pernsahaan debiturnya. Dengan demikian
seorang manajer harus merupakan sumber naschat terhadap kepulnsen dan
kehijakan penting yang mempengaruhi masa depan perusghaan debiturmyas.

Nasehat-nagehat maupun rekomendasi-rekomendasi yang disarankan oleh
seorang mangjer kredit terhadap debiturnya harus mencerminkan suatu yang ideal,
dan hams disesuaikan dengan pertimbangan praktis tentang waktiu dan biaya.
Akan tetapi terlepas dari semua potensi di atas yang dapat diwujudkan, seorang
manajer kredit dapat menynmbangkan sesuatu yang penting bagi perusahaanmya.
la dapat membantu meningkatkan volume penjualan perusahaannya sendinl, Jadi
dapat disimpulkan bahwa fuppsi pemberian kredit dan fongsi penagihen
merupakan bagian dari strategi kegiatan penjualan yang efektif ®

e} Capital (Modal)
Yang dimaksudken dengan copifal adalah modal vang dimiliki oleh
debitur pada waktu permohonan kredit digjukan. Modal divkur dengan posisi

keuangan perusahaan secara umum yang disimpulkan dari analisis ratio keuangan

M Remowulan Sutantio, Qp.ft, hal 120,
Y. Fred Weston dan Thomas £, Copeland,Op.Cit., hal 399,
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dengan penckanan khusus pada nilai modal (net worth) perusshaan yang
berwujud {tongible).

Untuk menilai seberapa layak debitur itu memperoleh pinjaman dari
aspek capitel {modal) maka seorang manajer kredit perlu: (3} membaca dan
membahas neraca dari beberapa tshun berturut-turut jika muongkin; (b}
membandingkan boek-wingt menuvrut daflar labs mugi beberapa tahun berturut-
trul;  {¢) membandingkan “omzet” beberapa tahun  berturutunst  dengen
memperhatikan kemungkinan adanya pasang-surit omzet itu menurut periode-
periode tertenny; {d) mengadakan perhimungan-perhitungan untung vang terealisasi
{gerealiseerde winsten); dan (¢) mengadakan perhitungan-perhitungan rentabilitas
perusahaan bila mungkin,®!

Wanun seorang manajer kredit vang prudent biasanya tidak begitu percaya
saja pada laporan keuangan seperti itu. Data tersebut perlu dilengkapl dengan
melakukan check on the spot (penelitian langsung ke lapangan) atau paling fidak
melakukan tanya-jawab dengan calon debitar mengenal omzet perusahaan per
hari, minggu, bulan, tingkat keuntungan atau perputaran modaluya sehinggza dapat
memberikan gambaran kemampuan calon debitur tersebut untuk
membayar kembali pinjamannya.

Memang sangat beralasan apabila para manajer kredit tidak begitu mudah
percaya pada angka-angka yang tertera pada laporan keuangan dari seorang calon
debitar, sebab sebagaimana diungkapkan oleh Zachary Zchiller bahwa angka tidak
mengungkapkan seloruhaya (romber don't fell the story) karena penyusunan
neraca atau laporan keuangan perusahaan reempunyai beberapa keterbatasan,
yait

Pertama, neraca tidak mencerminkan nilal yang tengah beriaku {corren
wilne karena para zkuntan menerapkan biaya-biava historis sebagai landasan
perhitungan dan pelaporan ailai-pilai aktiva dan passiva;

Kedua, pada tingkat tertenty, perhitungan dilakukan secara kira-kina (tidak
pastt). Contohnya adalah perhitungan nilai pintang dagang yang didasarkan pada

B R Tiistoadinugraho, Op C4., hal, 166.
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kemungkinan penagihannya (kolektibilitas), persediaan pada kemungkinannya
laku, dan aktiva tetap pads masa pakainya.

Ketiga, penyusutan atau depresiasi aktiva jangks panjang merupakan
prakick yang dianggap wajar, sedangkan kenaikan ataw apresiasi nilai akliva
(misalnya tanah, vang kian hari kian mahal diabaikan). Kelemahan ini sangat
mempengaruhi perusahaan yang sangat banyak menanamkan modalnya ke dalam
bentuk aktiva tertentu seperti tanah,

Keempat, banyak hal yang sebenarmya memiliki nilai finansial tidak
dimasukkan ke dalam neraca karena hal itu menyulitkan ovaluasi objektif. Hal
penting yang luput dari perhitungan neraca adalah sumber daya manusia yang
dimiliki oleh perusahaan %

4} Coilateral (aminan}

Ada dua unsur yang saling terkait yang mendasari hubungan antara kreditur
dan debitar yaitu unsuwr hukum dan nosur kepercayaan. Yang dominan sebenarnya
adalah uwpsur hwkum, pamun yang sering tampak ke fuar sehari-hari adalah
hubungan kepercayaan, hal ini tercermin dari arti kata kredit itu sendiri yang
berarti kepercayaan, It berarti manakala itikad baik terkikis habis yang melandasi
kepercayaan i maka runtuh pula bangunan kepercayaan yang berdirt di atasnya,
Pada saat itulah kreditur menggali fondasi hukom, file dicari di filing kabiner,
pengacara dan konsultan hukun dipanggil, ibaratnya kapak perang digali dan siap
berperang.® Jika sampai hal ity terjadi maka yang lebih dirugikan justru kreditur
sebab kreditur harus membayar mahal jasa profesional pengacara dan konsultan
hukum. Untuk menghindari kejadian seperti itu dan sekaligus watok melindungl
kepentingan kreditur manakala debitur lalai mengembalikan hutang atau pinjaman
kepada kreditur maka harus ada jaminan dari debitur. Jaminan itu dapat berupa

52 John [}, Martin, er al, Op.Cit, hal. 20-21.

& Setiawan, dneke Masaleh Hukum dan Hukwn Acore Perdats (Bandung: Alomni,
1992), kal. 225,
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harta benda milik debitur yang sewaktu-waktn dapat langsung dijual oleh
kredituor manakala debitur gagal mengembalikan pinjaman  tepat pada
waktunya.™.

Memang pada dasamya segala harta milik debitur menjadi tanggungan afas
segala hutangnya® namun apabila hal tersebut dilakukan secara konsekuen maka
akan menimbulkan ketidakpatutan maka undang-undang sendii kemudian

memberikan pengecualian, denpan adanya jaminan,

g} Condition of economic (Keadisi Ekonomi)

Analisis tethadap cosdition of ecomomic (kondisi ekonomi) diarahkan
untuk mengetahul sejauh mana dampak kecendenmgan perekonomian nasional
dan infermasional yang mungkin borpengaruh  secara  signifiken  ferbadap
kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Analisis kondisi ekonomi tidaklah berdiri sendiri sehingga kreditur periu
juga menganalisis kekuatan lingkungan ekstemal darl calon debitur yang dapat
mempengaruhi kemampuannyva mempercieh laba. Kekuatan lingkungan eksternal
yang dimaksud adalah meliputi kekuatan lingkungan makro (demografi, teknologi,
sosial, politik, budaya dap hukum) dan pelake lingkungan mikro yang wlama
{debitur, pesaing, saluran distribusi, pt~:sn:1as<s}k).56

Vlntuk debitur lama, hasil snalisis terbadap kriteria 3¢ tersebut di atas
dapat diperoleh dengan nmdah dari pengalaman kita menjalin hebungan dengan
debitur fersebut di masa lampau. Sedangkan untuk debitur baru, ada 2 {dus) -
sumber informasi eksternal yang tersedia yaitu: _

Pertama, dengan mengadakan pertemuvan kelompok lokal dan dengan
surat-menyural, pengalaman berhubungan dengan debitur dipertukarkan melalui
agosiasi para pemberi kredit. Di Amerika Serikat ada Credit Interchange, suana

“ Margaret L. Barron, Op.Cir., hal. 295.

#  Kitb Undang-undang Hukuin Perdata, Op.Cit., Pasal 1131
*  philip Kotler, Mungjemen Pemazaran: Analisis, Perencanaan, Brplementasi don

Pengendalian, ters. Anceila Anitawati Hermawan, SE, MBA, (Buky 1; Jekara: Salemba Empat,
1994}, hal, 93.
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sistern yang dik&mbangkaﬁ olsh Asosiast Mangjemen Kredit Nasionsl vang
menyelenggarakan, menyediakan dan  mendistribusikan  informasi  tentang
prestasi masa lalu dari para debitur. Laporan tersebut berisi tentang catatan
pembayaran vang dilakukan oleh debitur, industd dimana para debitor membeli
barang dan bidang perdaganpan dimana pembelian dilakukan,¥’

Kedua, Biro Pelaporan Kredit (di Indonesia belum ada). DM Amerika
Serikat, ada Dun & Bradstreet yung menyediakan keterangan mengenai status
keuangan, kegiatan-kegiatan dan riwayat pembayaran dari sebagian besar
perusahaan di Amerika Serikat. Di samping itu ada juga sumber keterangan lain
misalnya biro kredit, asosiasi perdagangan, kamar dagang, pesaing, referensi bank,

laporan keuangan publik. &

B. PENGELOLAAN PENAGIHAN PIUTANG

DAGANG

Dalam mengelola piutang dagang ada 2 (dua) hal yang harus dianalisis
yaitw kebijaksanaan kredit dan pengumpulan - piutang serta analisis untuk
debitur® Kedua hal tersebut saling berkaitan di mana kebijaksenaan kredit
menyangkut “frade off” antara laba yang dipercleh dengan penjualan yang
menimbulkan piutang di saty pihak, dan biaya yang '
ditanggung karena memiliki piotang tersebut ditamball lagi adanys kemungkinan
piutang itu tidak bisa dikumpulkan,

Analisa kredit terhadap para debitur menentukan tingkat risiko yang
bersedia ditanggung oleh perusahaan. Sebaliknya tingkat risiko itv menentukan
kevepatan piutang berputar, bessrnya investasi pada piutang dan jumlah pivtang
yang tidak tertagih. Dengan demikian analisa kredit terhadap para Jangganan ini
mempengaruhi pula kebijaksanaan kredit yang akan diambil oleh perosahaan.

Besar kecilnya kebijaksanaan kredit yang dimiliki perusahaan, disamping
dipengarubi oleh kondisi perekonomian pada umumnya, juga dipengarubi cleh

7 John 1. Martin, ef.af, Op Cit, jilid 2, hal. 113,

& Ihid
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kebijaksanaan kredit yang ditentukan olek perusahaan. Kebijaksanaan kredit
adalah suatu kebijaksanaan vang perlu dipedimbangkao dalam memberi kredit
kepada para debitur, di mana kebijaksanaan kredit yang bailk harus terlebih
dahulu membandingkan antara risiko dan profitabilitas sebab apabila perusahaan
menurunkan standar kreditnys, maka penjualan akan meningkat, yang berarti
terjadi peningkatan piutang, dan ind akan membaws keuntungan yang besar.
Namun demikian, dengan peningkatan piutang dagang ini berarti perusahaan harus
menanggung beban investasi pada piutang yang makin besar, ditambah
kemungkinan peningkstan pintang vang tidak bisa ditagih kembali.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kebijaksanaan kredit adalah™
{a} standar keedit, di mana penentuan standar kredit pads dasaraya merupakan
faktor vang akan menentukan antarz peningkatan penjuslan, dan peningkatan
ristko tidak terbavamnya piutang sebab apabila perusahaan menjalankan standar
kredit vang sangat longgar, artinya hampir setap pembeli diperkenankan membeli
dengan cara kredit, maka hisa diperkirakan bzhwza penjualan memang akan
meningkat, tetapi proporsi piutang dagang yang tidak terbayar raungkin akan
meningkat pula; (b) jangka waktu kredit, sebab dengan memperpanjang waktu
kredit maka diharapkan penjualan bisa meningkat, walaupun dalam penentuannya
harus tetap memperhitungkan pertumbahan keunrungan setelah ade kenatkan
penjualan, tingkat perputaran pintang setelah ada perababan, jumiah piutang yang
tertanam, tambaban piluiang, tambahan lovestast pada piutang, keustungan yang
disyaratkan;(c) pemberian potongan {discount;, di mena perusahaan bisa
memberikan tambaban powngan uvntuk merangsang para  pesnbell  untuk
meiakukan pembelian, dan membayar iebih cepat.

Setelah menentukan kebijaksanaan kredit yang akan meningkatkan faba,
maka langkah selanjuinya yang harus dilakukan dalam manajemen adalah
melakukan analisis terhadap calon debitur. Evaluasi terhadep debitur ini
merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi kemungkingn pintang vang
tidak dapat ditagih atau tmbulnya kredit bermasalah. Untuk ity perlu Jangkah

% Erlina,Op.01,
 15id,
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untuk mengumpulkan informasi lebih dahulu terhadap calon debitur dan
menganalisisnya.

Untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai para calon debitur,
perusahaan memerickan dana, babkan untuk beberapa piutang dagang vang
berjumiah kecil, biaya yang dikeluarkan kemungkinan lebih banyak jika
dibandingkan dengan keuntungan potensial dari pimtang dagang tersebat,

Apabila calon debitur adalsh perusahaan yang relatif besar, maka sumber
informasi utama dapat dilihat dari laporan keuangan pernsahaan tersebut. Tetapi
sehahagian perusahaan tidak mau memunjukkan laporan keuangan kepada calon
supplier mereka, dan jika hal itu terjadi, maka informasi mengenai calon pembeli
seperti ini dapat kita peroleh dari perusahaan-perusahaan lain yang pemah
berhubungan dengan mereka. Akibatmya kemungkinan akan terjadi kesulitan
dalam penagihan dan hal ini akan seringkali menjadi penyebab munculnya piutang
yang tidak tertagih/piutang dagang bermasalah.

Penagihan piutang dagang haruslah dilakukan melalui prosedur yang
ditetapkan oleh perusahaan, yang dapat berupa:’’

pertama, Sub Kompetensi Kriteria Unjuk Kera yaitu dengan cara (a)
membuat surat penagiban berdasarkan faktur penjualan dengan menggmlakaﬁ
peralatan yang diperlukan dalan pengelolaan pivtang tersedia, dokumen faktur
penjualan dan surat penagiban tersajikan; (b) mengirimkan surat penagthan yang
dilampin dengan faktur penjualan, di mana harus ada kesesuaian antara fakiur
penjualan dengan dokumen pendukung teridentifikasi, bukti tanda ierima fakiur
tersedia, surat penagihan yang telah dikirimkan dan surat teguran piutang yang
belum dibayar; (¢} menyediakan dan mendistribusikan kopi Bktur yang dapat
berupa copi  faktur penjualan  kepada pihak-pihak  vang  terkait  vang
terdistribusikan, jumlab penjualan kredit terverifikasi, jumlah penjualan kredit
teridentifikasi, dan jumlah piutang vang harus ditagih vang teridentifikasi.

 Standur Kompetensi Bidang Akuntonsi AK-DG-0054 Pengeloloan Penagihun Pivtang,
diukses fangg; 20 Mei 2008 dan: Depdiknas,
httpmedia diknes aosd/media/docoment/2073 Diknas 2003
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Kedua, Persyaratan/ Kondisi Unjuk Kerja, yang sangat diperlukan dalam
pengelolsan piutang pada perusahaan dagang, memiliki Standard Operating
Procedure (SOP) untuk pengelolaan penagihan piutang dan peralatan yang
digunakan ontuk kegiatan menulis, menghitung, mengarsipkan dan berbagai
kegiatan clericel lainnya.

Ketiga, Acuan Penilaian yang berupa (a) pedoman penilaian yang harus
dilaksanakan dalam kondisi kerja normal dan harus meliputi pengetahuan dan
keterampilan dasar pengelolaan penagihan piutang dalam pelaksanaan pekerjaan
sehari-hari dan penilaian keterampilan yang dilakukan melalui pengawasan
langsang atas pengelolaan gudang serta standar hasil pengelolaan pensgihan
plutang vang fclah dilakvkan yang harus dapat tercapai dengan baik tanpa
pengawasan langsong; (b persyaratan awal vaitu menguasai pengoperasian
peralatanr  manusl dap komputer, menguasai komunikasi dengan baik dan
menguasal dokoamen penagihan piutang berbahasa Inggris; (o) peagetahuan dan
keterampilan pendukung berupa surat penagihan yang berdasarkan faktor
penjualan tersedia, surat penagthan yang dilampiri faktur penjualan terkirim, dan
copi faktur terdistribusikan; (d) level kompetensi kunci yang akan mengumpulkan
informagi, mengkomunikasikan ide dan informasi, merencanakan dan mengatur
kegiatan bekerjagama dengan orang lain/kelompok lain, menggunakan ide dan
teknik memecahkan persoalan/ masalah.

Pengelolaan piuteng dagang yang efisien perlu menilai kebijaksanaan
kredit ini dengan membandingkan antara risike dan profitabilitas, vaitu harus
membandingkan antara besarnya tambahan risiko dengan besamya tambahan laba
jika kebijaksanaan kredit divbah menjadi lebih lunak / ringan.?

Pada dasarnya penagihan terhadap keedit yang bermasalah dapat dilakukan
melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan dan masing-masing pilihan ini

mempunya keuntuogan dan kelemahannya yaitu 7

7 Beling, On i

B Advienus Melisla, Pemvelesaion Sengheta, 2005, daikses ianggal 22 Mei 2008,
httpe /A wweadrisnusmeliala somdfilesikalishAoul ROR2006593359.ppt.
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Keuntungan jalur hukur: Putusan dikenal dan diakui oleh semua pihak, Putusan
otomatis terdaftar di Lembaran Nepara, putusan otomatis memiliki kemampuan

mengikat dan memaksa.

Kelemahan memilih jaluw hukum : proses beracara bersifat tetap, tidak
responsive, lamban, mahal, terialu formalistik dan teknis, dan jika sudah

terpengarith KKN, menjadi tidak pasti

Jalur penyelesaian non hukum : Mediasi, Konsultasi, Arbitrase, Negosiasi, Adat,
Diplomasi, Advokasi, Rekonsiliasi, Resolusi Konflik, Conmnunity Forum,

Keuntungan memilih jalur non hukum © Iebih cepat, Iebih murah dan pasti secara
wakty, lebih efisicn secara biaya, lebih memuaskan; heéfing, dan lebib bisa

divariasikan sesuai kesepakatan,

Kelemahan jalur non hulum : dapat menimbulkan situasi pemahaman yang tidak
merata, demikian puia ekspektast berbeda, antar para pihak, membutubkan upaya
bersama antar para pihak guna merealisir mekanisme yang disepakati, tidak sernua
arbitrase atan mediator asing diakui; tidak dikenal legal precedent; kavenanya sulit
fleksibel, tidak selalu bisa memberikan jawaban definitif terhadap semua jenis
sengketa hukum, Untuk. sebagian, keputusan masih harus didaftarkan di

pengadilan dan sulit mencard pihak ketiga yang dipercayal.

Penyelesaian sengketa di luer lembaga peradilan sering disebut juga
dengan Alternative Dispute Resolution [ADR} atay dalam jstileh Indonesia
diterjemahkan menijadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).”* Piliban di lvar
Pengadilan atau biasa disebut APS ini adalah seperangkat pengalaman dan teknik
hukum yang bertujuan untuk menyelesatkan sengketa hukom df luar pengadilan
untuk keuntungan pera pihak vang bersengketa, mengurangi biaya litigesi

¥ Wisipto Setiadi, Peoyelesaian Sengkela Melalui Alternative Dispute Resolution

(ADR), 16 Aprit 2007, diakses tanggal 20 Mei 2008 dari Legalitas

. lagalitag
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konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya
sengketa bukum vang biasanya diajukan ke pvengadiiaz‘;,f"'5
Alternatif penyelesaian sengketa ini dilandast prinsip “pemecahan

masalah dengan bekerjasama yang disertai dengan itikad batk kedua belah pihak”

dikarenakan dua alasan yaitu jenis perselisthan yang membutubkan carz

pendekatan vang berisivan dan para pihak vang bersengketa merancang
prosedur/tata cara khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah dan APS
melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dari kedua belah pihak

dalam usaha penyelesaian senghketa.

APS mempunyai beragam bentuk yaitu:’®

1. Negosiasi adalab suaty proses berkomunikasti satu sama lain yang
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai
vang kita inginkan

2. Mediasi adalab suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang
bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk
bertindak sebagai mediator (penengah) dengan menggunakan berbagai
prosedur, teknik, dan keterampilen untuk membantu para pihak dalam
menyelesaikan  sengketa mereka melalul perupdingan. Mediator fidak
mempanyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, tetapi para
pihaklah yang didorong untuk membuat keputusan. Oleh karena itu benfuk
penvelesaianmya adalah akta perdamatan antara para pihak yang berselhisth.

Ada beberapa pengertian mediasi yang dapat disebutkan disini, antara

lain - (1) “Mediasi” adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa)

™ Temtang Alternatif Penvelesatan Sengkeia (APS), diakses tanggul 20 Mei 2008 dari

LIS hitpeflibrary.usu.ac id/download/{h/bkmadm-kelelung. pdf 1 7092007,

* thid

7 Fetix Centoeng Sovbagjo, Penyelescian Sengheta di Bideng FPerbunkan, diakses

angpal 26 Mei 2008 dari UGM. bt /fwww hanmi orp/
pdfDiskusiTerbatasPelaksannanMediasi FelixSoshaniopd, 21 Maret 2007, vang diswmpaikan
sebagai Dahan Diskusi Terbatas “Pelakuanasn Mediasi Perbankan oleh Hank Indonesia Dan

Pembentukan Lembapga Indepanden Mediss Perbankan”. Kerjfasama Magister Hukues Bisnis Dan
Kenogaraan, Universitas Gadish Mada, Yogyakarta dan Bank Indonesia ~ Yogyakarm. Selain itu
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dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para

pihak vang besengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai

suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan’®, (2)*“Mediation is @

process in which two or more people involved in a dispute come logether, lo

iry to work out a solution 1o their problem with the help of a neutral third

person, called the “Medimor””® (3) “Mediasi” adalah prases penyelesaian
sengketa yang melibatkan mediator uniuk membaniu para pihek vang
bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela
terhadap sebagian atau sehurub permasalahan yang diseng-ketakan,*

3. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang
bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang inde-pendent untuk
bertindak sebagal konsilistor {penengah) dengan menggonakan herbagal pro-
sedur, teknik, dan keterampilan untuk mem-bantu para pihek dalam
menyelesatkan sengketa mereka melalut perundingan. Konsiliator mem-punyai
kewenangan untuk membuat keputusan yaog bersifal anjuran, Gleh karena itu

bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran

4, Inquiry (Angket) adalah Suatu proses penmyelesaian sengketa dengan
mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab sengkta, keadaan waktue
sengketa, dan jenis sengketa vang terjadi untuk mencapal versi tunggal atas
sengketa yang terjasdi. Angket ini di-lakukan oleh komisi angket yang
independent yang anggotanya diangkat oleh para pihak vang bersengketa
Keputusan bersifat rekomendasi vang tidak mengikat para pihek

dapat dikatekan bahwa Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara pernyelesaian
sengketa diluar jalur pengadilan (“Que-of court Settlement'™) dalam sengketa perdata vang timbul
diantzra para pihak, dan bukan perkara pidana. Namun demikian, dalaro prakiele seringkali para
pihak sepakal bahwa penyelesaian perdats yang disepakati dengan musyawarah rsfakat {melalui
medizsi), skap diuangkan dalam suaty peranjian perdamaian, dan dipahami juga balwa walazy
para pibak tidak dapat dibenwkan membust perianiian perdamaian bagd perkers pidana mereka
dapgat menpgunakan perianibw perdamaian afas songheta perdata mereks sebapal dasar pmtuk
dengen itikad baik sepakat tidak melanjutkan perkars pidana yang timbul disntara mereks danfatau
mencsbut leporan perkara pidans tertenty, sebagaimana dimungkinkan,

®  Goodpaster, 1999 : 241 dalam Felix Oentoens Socbagje, fhid.
*  Lovenheim, 1996 : 1.3 dalam Felix Oentoeng Soebagjc, Ibid.

¥ PBI No. 8/5/PBI/2006, angka 5 dalam Felix Oentoeng Soebagjo,ibid,
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5. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan
bentuk tindakan hukum yang diakui oleh UU dimana salah satu pihak atau
lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu
orang arbitrer atau lebih dalam bentuk majelis arbiter ahli yang professional
yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan
tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum
perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk

sampai pada putusan yang terakhir dan mengikat.

Secara keseluruhan, proses melalui jalur APS membawa keuntungan dan
bahkan itu sebabnya dalam praktik peradilan perdata dan arbitrase di Indonesia,
hakim dan arbiter selaln memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara musyawarah.®' Bahkan
diyakini bahwa penyelesaian sengketa mempunyai kaitan erat dengan iklim

ekonomi dan kenangan di tanah air.*

81" Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Felix Oentoeng Scebagjo,Op.Cit.

2 Huala Adolf, Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi dan Keuangan, diakses

tanggal 20 Mei 2008http://www.Ifip.org/english/pdffbaliseminar/Penyelesaian
seneketadibidangekonormidankeuangan-hualaadolf.pd..
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BAB 111
PENGELOLAAN PYUTANG DAGANG DI PT UNITED
TRACTORS, TBK

A. PRAKTEK PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG DI PT

UNITED TRACTORS, TBK
Untuk memahami prakick pengelolaan piutang dagang di PT United
Tractors,Tbk maka ferlebih dahuln perlu pemahaman yang mendalam mengenai
pendirian, permodalan dan kegiatan investast perusahaannya,
1. Sekilas Mengenai PT United Tractors, Tbk

a. Pendirizan perusahaan

PT. United Tractors, Thk didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972 di
Jakarta dengan nama resmi PT Astra Motor Works, i mana PT Asta
Internasional Tbk sebagai pemegang saham mayoritasnya. Pada tabun 1973,
namanya berganti menjadi PT, United Tractors dan pada tanggal 18 September
1989 menjadi PT United Tractors, Thk dengan pencatatan saham pertama kali di
Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.™

ir. Struktur permodaian

Sampai dengan 31 Desember 2007, jumlah ssham yang beredar adalah

2.851.609.100 saham yang dimiliki oleh 2.517 pemegang sabam vang terdini dari
8

¥ PT United Tractors, Profil Perusahoan United Tractors, Thk, diakses tanggal | April
2008 dari United Tractors, htpfwww unilediactors.conv,

¥ PT United Tractors,Laporan Keuangan “Delivering Positive Value”, 2087, hal. 9,

UNIVERSITAS INDONESIA

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



35

Institusi Jumiah Saham Peorsen-
tase(%)
Perusahaan dan insti-tusi | 1,872,460,944 635,66
Domestik
Warga Negara Indonesia 53,458,347 1,87
Perusahaan dan Insti-tusi Asing 923,958,922 32,40
Jumlah 1,730,887 0,07
Warga Negara Asing 2.851.605.100 160,00

£.  Kegiatan investasi

PT United Tractors, Thk bergerak dalam 3 (tiga) unit usaba yang masing-
masing dikenal dengan sebutan Mesin Konstruksi, Kontrakior Penarabangan

(mining contracting) dan Pertambangan (mining).”

Unit usaha mesin konstruksi menjalankan peran sebagai distribusi tunggal
alat berat Komatsu, 4i samping juga sebagai_ distributor alat berat Nissan Diesel,
Scania, Bomag, Vaolnet dan Tadano Dengan banyaknya alat berat yang
disiapkan maka diharapkan perseroan dapat memenuhi scluruh kebutuhan di
sektor-sektor utama di dalam negeri vakni pertambangan, perkebunan, konstruksi,
kehutanan, material handling dan fransportasi.

Selain melakukan kegiatan i bidang agen tunpgal penjualan beherapa
merek alat berat, unit useha ini juga melakukan pembuatan dan penjualan suku
cadang (spareparts) dan jasa layanan perbaikan {service), rekondisi aiat berat dan

penjualan tractor pertanian®’ dan untuk menunjang semua kegiatan tersebut maka

B ibid., hal,16.
% Ibid,, hal 34,

¥ Ibid, ball6,

UNIVERSITAS INDONESIA

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



36

perseroan yang berpusat di Jakarta ini telah memiliki 18 Kantor Cabang, 15
kantor sitc-suppoﬁ dan 12 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh
Indonesia.”® Perseroan juga mempunyai beberapa anak perusahaan yang
menyediakan produk dan jasa terkait yaitu PT United Tractors Pandu
Engineering (UTPE), PT Komatsu Remanufacturing Asia (KRA) dan PT Bina
Pertiwi (BP).%

Untuk lebih memperlancar kegiatan pemasaran produk alat beratnya,
dalam unit usaha ini dibagi 3 (tiga) bagian pemasaran menjadi divisi penjualan,
divisi suku cadang dan divisi service. Divisi penjualan bertujuan untuk menjual
produk - produk yang dihasilkan oleh perusahaan industri seperti PT United
Tractors Pandu Engineering, PT Pandu Dayatama Patria dan PT Komatsu
Indonesia. Sedangkan divisi suku cadang bertyjuan untuk menjual suku
cadang dari produk-produk yang diha-silkan oleh perusahaan tersebut di atas.
Adapun suku cadang yang disediakan oleh PT United Tractors, Tbk antara lain
berasal dari proeduk Komatsu, Patria, Hyster, Man, Haulpak, Bomag, Eago, Nigata,
Nissan Diesel, Prentice, Hydro-Ax, Blount, Tadano, TimberJack, Nordberg,
Mitsui Seikikogyo dan Austoff*®

Salah satu kunci kekuatan utama perseroan adalah layanan pumna jual, yang
ditujukan untuk melayani kebutuhan pelanggan setelah transaksi jual beli alat
berat. Jasa yang ditawarkan dalam layanan purna jual ini meliputi konsultasi pra
penjualan, layanan puma jual, pemeliharaan dan rekondisi alat berat, pembuatan
komponen, dan penjualan traktor pertanian. Kinerja layanan purna jual ini
meliputi penjualan suku cadang dan pemeliharaan alat.”*

Hal menarik yang bisa dikemukakan dari capaian kirerja pemasukan suku

cadang adalah penjualan komponen atant suku cadang generik non-komatsu yang

% Ibid., hal.36.
¥ op.Cit,
PT United Tractors, Profil Perusahaarn United Tractors, Tbk, Op.Cit.

® Op.Cit.hal. 36.
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dapat digunakan pada bampir seluruh produk alat berat sejenis. Produk sukm
cadang generik ini yang WMasa disebut paris commodity, mencakup filter, hose,
ground engaging fools/GET, battery, dan sebagainya.”?

Dalam bidang pertambangan, perseroan diwakili oleh PT. Pamuapersada
Nusantara (Pama), vang didirikan pada tahun 1989 dan 100% dimitiki oleh PT
United Tractors, Thk yang melaksanakan jasa penambangan yang mencakup
rancang tambang, eksplorasi, penambangan, pengangkutan, barging dan leading.
Pama adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang
mengeksplorasi 6 (enam) pertambangan batu bara dan 1 (satu) pertambangan
emas.”
unif usapha pertambangan mengacu pada kegiatan perseroan sebagal operator
tambang batubars melalui skuisisi PT Dasa Bka Jasatama, sngk perusahaan Pama

pada Apsil 2007

2. Strategi Dan Langkab Antigipasi Mengatasi Kredit Muacet

Ruang lingleup wakiu dalam penulisan tesis ini hanya dibatasi antara tahun
2003 sampai dengan tahun 2007 saja dengan asumsi bahwa keadaan pada lima
tahun terakhir tecsebut dapst merepresentasikan kondisi piutang dagang PT
United Tractors, Thk,

Berdasarkan hasil penelidan penulis,® tingkat penjualan barang dan jasa
berupa alat berat (heavy sguipmenty, suku cadang {spare parts), dan jasa
perbaikan {(workshop) sangat fuktuatf Misaloya pada tshun 2004 tngkat
penjualan alat berat Komatsu sain mencapai 1619 unit dan meningkat pada tahun
2005 sebanyak 2406 wnit dan baru tabon 2006 menurun menjadi 2250 unit 2fan

—

% Ibid., hak 37. Libat juga: PT. United Tractors Preparing The Upturn, Laporan
Tahunan, Op. Ci1,,2006,hual.36,

% 1hid., hal. 16,
* Ibid, hal 17,

® Data diolah dari Laporan keusngan PT Uniled Tractors tahun 2004,2055,2006 dan
iphun 20067,
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turun sekitar 11% dari tahun sebelumnya. Namun tingkat penjualan meningkat
lagi pada tahun 2007 yang mencapai 3450 unit.

Tingkat penjualan yang menurun dari tahun 2005 ke tahun 2006 dapat
dimengerti sebab pada tahun 2006 perekonomian Indonesia secara makro
terpuruk akibat krisis ekonomi terutama kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
yang dipicu dengan kebijakan Pemerintah yang mengurangi subsidi bahan bakar
minyak’® yang kemudian berdampak pada biaya operasi perseroan seperti biaya
bahan bakar, biaya perjalananan dinas dan biaya pengangkutan.’’ Tingginya harga
bahan bakar mendorong terjadinya tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi dan
daya beli pasar yang menurun dan salah satu sektor yang paling merasakan
dampaknya adalah sektor pertambangan yang adalah salah satu tulang punggung
usaha perseroan di bidang alat berat yang mengkibatkan sebagian pelanggan di
sektor pertambangan menunda pembelian dan lebih memfokuskan pada kegiatan
peningkatan efisiensi dan bahkan ada yang menghentikan kegiatannya.*®

Di tengah lesunya perekonomian, manajemen PT United Tractors, Tbhk
membidik peluang lain, artinya peningkatan volume penjualan tidak tergantung
pada penjualan equipment semata-mata, akan tetapi harus pula meningkatkan
penjualan suku cadang dan service sebagai jembatan untuk mengisi kesenjangan
yang diakibatkan oleh kelangkaan dana. Penjualan dan service ini sekaligus juga
merupakan usaha untuk menciptakan peningkatan permintaan terhadap suku
cadang, perbaikan dan perawatan. Strategi int temyata sanpgat berhasil terbukti

dengan meningkatnya penjuailan dari divisi pelayanan purna jual. Salah satu

% Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak Dalam Negeri, lertanggal 28 Februari 2005.

% PT United Tractors, Op.Cit., 2006, hal. 60.

*8 PT United Tractors,Op.Cit.. 2006, hal. 13.Lihat juga: Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat, Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2006, Bank Indonesia
memandang bahwa secara keseluruhan perekonomian 2006 diperkirakan tumbuh dalam kisaran
5,0%-5,7%, meskipun masih akan melambat pada triwulan II dan triwulan ITI-2006. Perlambatan
terjadi karena adanya penurunan kegiatan korisumsi dan investasi masyarakat sehubungan dengan
melemahnya daya beli akibat kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar, dan meningkatnya
suku bunga. Sementara itu, kinerja ekspor belum menunjukkan kemajuan yang berarti kuarena
terkendala oleh permasalahan daya saing dan menurunnya harga komoditas internasional, Jakarta,
15 Desember 2005, diakses tanggal 10 Juni 2008 dari UGM. http://www.mail-archive.com/mm-

ugmi@yahoogroups.com.
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contohnys, hasil penjualan suku cadang (spare parts) dan pemeliharaan pada
tahun 2006 yang mencapai Rp. 1,4 trilyun atau meningkat 19% dari tahun 2005
yang sebesar Rp. 1,1 trilyun, Di samping itu Perseroan juga melakukan
penjualan suku ncadang generik yang lazim disebut sebagai parts commodity
yang kemudian memberikan kontribusi sebesar 45% terhadap layanan purna jual
secara keseluruhan™ dan peningkatan ragam produknya dengen meluncurkan
praduk baru berupa komatsu yang diluncurkan unnuk melayani sektor perkebunan
dengan tingkat produktivitas yang lebih tnggi, konsumsi buhan bakar yang
rendah serta ramah lingkungan. Persercan juga melakukan lelang alat berat bekas
tahunannya vang pertama di mana pada saat itu berhasil dileiang 194 unit,'

Tabel 1: Tingkat fluktuasi total penjualan PT United Tractors, Thk Selama Tahun
2003 2007 dan kentribusi penjualan dari masing - masing divisi {cther
equipment & Attacrmment, spare parts & Service, dan Komatsu, Nissan,

Seania, Forkiiff) dalam mifiar rupiah.'®

Tahun Other Parts & Komatsu, Fotal
Eauipmert & Service Nissan, Sules

Aftachment Scanifa,

{produk Forkdift

pelengkap)

2003 435 798 1261 2524
2004 503 962 2531 3938
2008 614 1139 4980 6733
2006 611 1357 3957 5925
2007 774 3 1976 5948 8698

% PT Unised Tractors, Op.Cit., 2008, hal. 24
W reid,, hat, 23.

b P United Tractors,Op. Cit.,2007, hal, 34,
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Meningkainys volume penjuslan PT United Tractors, Tbk pada tahun-
tahun tersebut di atas tidek terlepas dari kebijakan persercan untuk tetap
melakukan penjualan barang secara kredit terutama yang berkaitan dengan
penjualan suku cadang dan service perawat-an/perbaikan terutamis bagi para
debitur setianya. Hal ini secara otomatis dapat meningkatkan volume piutang
dagang perseroan.

Dari Tabel 2 dapat dilibat balwa porsi piutang dagang persercan tiap-tiap
tahun rata-rata 33,4% dar keseluruhan aktiva lzncar, Meningkatnya piutang
dagang sebenarnya membebani neraca PT United Tractors, Thk sebab it berart
perseroan memberikan pendanasan (financing) secara langsung kepada debitur,
Dengan demikian lebih dari seperempat bagian aktiva lancar persercan tersedot
pada piutang dagang tersebut.

Ada beberapa alasan bagi PT United Tractors, Thik untuk lebih fleksibel
melakukan penjualan secara kredit kepada debiturnya, Pertoma, penjualan kredit
merupakan salah sati cara untuk memberikan kepuasan kepada para debitur dan
sekaligus bentuk kepedulian perscroan terhadap kebutuhan debitur sesuai dengan
visi perseroan:'® “Menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat
berat, pertambangan dan energi, untuk menciptakan manfaat bagi pemangkun
kepentingan” (Fo be the world-class solution driven conpany in heavy equipmen,
niining contracting and encrgy, for the benefit of stakeholders).

Kedua, PT United Tractors, Thk berusaha agar memberikan kesempatan
kepemilikan alat berat lebih luas kepada masyarakat, & mans unfuk menunjang
percepatan ketersediaan alat berat, Bank akan memberikan fasilitas kredit kepada
konsumen.

Ketiga, keberhasilen PT United Tractors, Ttk dalam pengelolaan
keuangarmya telah memungkinkan PT United Tractors, Thk tidak dalem posist
kesulitan keuangan, sehingga dimungkinkan untuk penjualan secara kredit
Beberapa  keberhasilan persercan yang patut dicatat adalah  %eberhasilan
merestrukturisasi hutangnya dari kewajiban jangka pendek menjadi kewajiban

jangka panjang, di mana prestasi ini mendatangkan kepercayaan sehingga pada

% 15id, hal, 14.
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bulan April 2007, perseroan herhasil mendapatkan pinjaman revelving (bergulin)
serdlai US$ 70 juta dan berhasil menurunkan saido pinjarnan dari posisi US$ 20
juta menjadi USS 9 juta pada akhir tahun 2007. Kemudian pada bulan September
2007 melalui PT Pama, perseroan juga mendapat pinjaman sindikasi USS 425
juta,"” di mana hasil pinjaman sindikasi ini dipergunakan untuk melunasi

putstanding pinjaman serta belanja modal, yakni peralatan berat.

Tabel 2: Pertumbuban piutang dagang PT Unifed Tractors, Thk Periode 2003
2007 dalam jutsan rupiah’**

Tahun Piutang Dagang | Total Aktiva % Piutang
Lancar Dagang
2063 1363034 3289721 41
2004 1424212 37665964 38
2005 2304332 5603942 42
2006 2046808 5402542 38
2007 3000397 7036656 43
Rata-Rata % Piutang Dagang Selama 5 Tabun 33.4

Dengan demikian kebijakan untuk memberikan piutang dagang kepada
debitw merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan volume penjualan, yang
tentu pada akhirnys akan meningkatkan laba perusahaan. Namun seringkali terjadi
bahwa kebijakan pemberian kredit atau plutang dagang tersebut dilakuken kurang
hati-hati (prudenty sehingpa sehagian besar pivtang dagang tersebut meniadi keedit
macet. Oleh karcna itu sanpatlah wajar kalau manajer kredit persercan

memberikan perbatian yang serius terhadap pengelolaan dan upaya penagiban

Y Ibid, hal. 76,

‘% Data diolah dari laporan kevangan PT United Tractors, Thk tahun 2004, 2005, 2006,
2007,
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piutang dagang tersebut, sebab lebih dari seperempat aktfiva lancar perseroan

tersedot pada piutang dagang.

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa

ternyata rata-rata piutang dagang yang merupakan piutang ragu-ragu mengalami

peningkatan. Ini merupakan salah satu gambaran awal keberadaan piutang

dagang macet yang disebabkan karena pengelolaan piutang dagang yang kurang
hati-hatt (prudent).

Tabel 3: Pertumbuhan Piutang Ragu-Ragu PT United Tractors, Tbk Periode 2003-
2007 dalam jutaan rupiah;'%

Tahun Piutang Dagang | Piutang Dagang | Penghapusan
Ragu-ragu Piutang

2003 1.363.054 24.168 36.059

2004 1.424.212 32.061 254

2005 2.364.332 222475 4.522

2006 2.046.808 500.670 843

2007 3.000.397 227.419 179.395

Berlaiar belakang pada adanya pertumbuhan piutang dagang, piutang

dagang ragu-ragu, dan penghapusan piutang yang juga akan berdampak pada

peningkatan piutang dagang bermasalah, maka Perseroan menetapkan strategi dan

langkah antisipasi dalam meminimalkan dampak risiko kredit macet terhadap

modal dan pendapatannya dengan menjalankan kegiatan:

a. Pengelolaan risiko melalui serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian kegiaian bisnis persercan yang berkaitan dengan

kerugian yang iidak terduga, risiko kevangan, strategis dan operasi untuk lebih

sistematis dan terorganisir. Hal ini dimulai dengan mengadakan proses analisis

dinamika risiko yang ada berdasarkan tingkat keseriusan risiko serta pola

pengendalian, 1%

1% PT United Tractors, Op.Cit., 2006, hal. 54-55.
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b. Seleksi kredit
Di samping itu melalui Departement Head Credit daon Collection Persercan
menetapkan strategl dan langkah antisipasi mengatasi kredit macet yang dimulat
dengan seleksi kredit sebab disadari baliwa penjualan secara kredit dimaksudkan
dalam rangka memperishankan konsumen dan menarik konsumen yang baru
sehingga piutang dagang merupakan rekening untuk menampung hasil penjualan
secara kredit,"’
¢. Manajemen piutang dagang ini memerlukan perhatian bukan saja oleh Manajer
Kredit tetapi jugs oleh Manajer Keuangan melalui keterlibatannya dalam
penyusunan dan pengelolaan:
DCredit policy, mencakup penentuan seleksi kradit, standar kredit, dan
syarat kredit. Seleksi kredit adalah keputusan apakah memberikan kredit kepada
konsumen dan berapa nilai kreditnya., Manajer kredit biasanya menggunakan 5C
untuk memusatkan analisisnya pada kondisi konsumen yaitu:'%®
8} Character of customers yaitu catatan dayi konsumen berkenaan
dengan kewsjiban-kewagiban pada masa lziu

b) Capacity of customers yaitn kemampuan konsumen dalam melunasi
hutangoya yang ditunjukken dengan rasio likuiditas

¢} Capital of customers yritu kemaropuan financial dari konsumen yang
dituniukkan dengan posisi kepemilikan (ratic debt o equity}

d) Collateral of customers yattu jumlah jaminan harta dari konsumen
terhadap hutang

e} Conditions yaita kondist perekonomian dan Bisnis secara umum vang

mempengarohi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit,

Namun demikian, ketentuan tersebut tidaklah mengikat karena sebenarnya
pada dasarnya PT United Tractors, Tbk memberikan kredit lebih karena
berdasarkan kepercayaan saja terutama pemberian kredit vang dilakukan setelah

T Diyah K, Flarang, diakses tanggal 20 Mei 2008 darl Freehostia,
hitpfdyahk freehostia comdpengansgaran,
1% rbid, '
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tehun 2003, Hal ini, menurut Department Head Credit & Collection, Bapak
Daniel Hendrawan, karena pemain atau debitur PT United Tractors, Tbk int tidak
terlalu banyak bahkan walaupun terdiri dari banyak perusahaan namun owner
dari perusahaan itu adalah orang vang itu-im juga. PT United Tractors,Thk
gendirt mempunyal pelanggan kurang ebih 750 perusahaan, namun kalau kita
mengklasi-fikasikannya lagi berdasarkan pemilik perusahean (owner) maka
jumlghnya wmenjadi tidak lebih dari 250 pelanggan, Dapat dikatakan bahwa
pertimbangan yang paling dominan dalam pem-berian kredit imi adalah faktor
kepercaysan dan benar-benar lebih kepada pertimbangan - bisnisnya. Untuk
penjualan alat beraf, yang menilai agpek debiturnya adalah pihak bank dan PT
United Tractors, Thk sebatas merberikan rekomendasi berdasarkan catatan vang
ada di PT United Tractors, Thk mengenai frack recerd dari calon debitur tersebut.

Bank tetap sebagai penentu, Jadi vang dilakukan adalah perjanjian Leasing 1"

P Munir Fuadi, Hukum Teatang Perbiayaan {Dalam Teori dan Prakiek), Bandung: Citys

Aditys Bakti, 2006) cetakan ke 1V, hal. 7. Likst jupa: Murshas Nasution, Abuntensi Guna Usaha
{Legsing} Menvrut Permpataan SAK NG, 39, dinkses dari
Http:library usu ae tdfdownload/fe/akentansimanahan pdf. tanpeal 11 Juni 2008, Leasing berasal
duri katz Lease vang berartt sews atau jebih umom diarfikan sews menyewa yaite pombiayaan
peralatan stau barang modal entisk digunakan peda proses produkst suaty perusahean baik secara
iangsung manpun tdak langsang,
Menurst Financial Acrowsting Slandar Bourd {FASB) 7 An agreement coowveying the right fo
use property, plamt or equipment fand andior depreciable assets) wsufaily for o riated period of
rma”. (Fingweial Accounting Standard Board, Statement of Finaneial Accounting Standard No. 13
Avcounting for Leases, November 1976, por 1), Definist tersebut menjeiaskan adanya kesepakatun
arfara dua pihak, lessor {pthak yang menvewakany dan lessee (penyewa). Likiat juga: menurut
Surat Keputusan Bersama Menteri Keoangan, Menferi Perindustrian dan Menteri Perdezangan
Republik Indonesia No. Kep«122/MKIVA2/1974; No, 32/0M/8K2/1974, tanggal 7 Febmari 1974,
Petizinan  Usaha |Leasing Pasal 1 humf g mendefinisikan leasing adalab sstizgp kegiatan
pemnbiayaan perusshaan dalam bestuk penyediaan bavang-barang modat untuk digunakas sua
pervsahaan uniuk jengka wakfu tsdeatu berdasarkan pembayaran-pembayeran secars berkala
disertal dengan hak pilik bagi purusahassn lersebyt untuk mermbeli barang » barasg modal yang
bersangkutan atan memperpanisng langka waktu leasing berdasarkan pilad sisa yang disspokati
bersama,

Sifat-sifat uiama dar finacioellease adalah schapai berikui © Bareng modal yang akan
dibeli, dipilil den ditentukan senditi oleh lessee yang barsanghutan, jadi bukan oleh lessor, Lessor
hanva menyediskan dananya saja, setelah dibell, hak kepemilikon ada ditangan fegsor dan dengan
mmmesuhi segala persyarsian yang disebuikan dalam perjanitanova, fessee berhak mengpunakan
harang modai selarpa sclurch periode Jease, serta selama periode fease, perfanjian tidak dapat
dibatalkan secara sepihak{non-cancelabls). Lihat juga: pengertian sewa gana ssaha sesuai dengan
keputusan Menteri Keuangan No. 1ISWKME G1/1991 adalah kegiatan pembiryaan dalam bentuk
penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hek opsi (franceleass) maupun
secara sewa gune usaha tanpa hak opst {operaring feuse) untuk dipunakan olel Jesser selama
jangka waktu tertente berdasarkan pembayaran secara berkale, Selanjutnya yang dimaksud dengan
Jinanceiease adalsh kegiatan sewa guna usaha di moena lesses pada akhir masa kontrak mempunyai
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Sebelumm tabun 2004, PT United Tractors, Thk memang masih
menerapkan standar dan syarat kredit bagi calon debiturnya karena memang pada
saat  dan sebeinmnya PT United Tractors, Thk masih memegang kendall atas
penentoan kre-ditnya. Namun syarat yang ditetapkan tidakiah terlalu berat, dan
hanya kadangkela ditetapkan standar kredit dan syarat kredit yang lebih,
tergantung dari hasil setelah dilakukannya Analisis Kredit atau evaluagi terhadap
pemohon kredit melatui credit scoring yait prosedur yang memberikan skor vang
mencerminkan kemampuan dari pemohon kredit secara keseluruhan yang
ditururkan dari rata-rata skor terfimbang yang diperoleh dari berbagai
karakteristik fi-nansial dan lainnya.'® Contohnya apabila de-bitur memiliki cradiz
score lebih dari score tertentu yang ditetapkan oleh departemen kre-dit, maka
keputusannya adalsh memperlunak per-syaratan kredit. Jadi hal utama yang harus
dipertimmbangkan dalam mengevaluasi dan mela-kukan perubahan terhadap credit
standord adalah permintsan pasar ataupun sales volume, investment in acceunt
receivables dun bad debis expenses atau biaya yang akan dikelvarkan untuk

menagih piutang bermasalah.

Selain melakukan perubahan atas standar kredit, perseroan juga dapat
melakukan peru-bahan atas syarat kredit seperti mengenai credil terms yaitu
petsyaratan pembayaran oleh konsumen kredit perusahaan. Credit fermg di-
nyatakan *1/10, n/30 yang berarti bahwa konsumen memperoleh diskon 1 persen
jika melu-nzsi dalam waktu 10 hari setelah transaksi dan membayar penuh setclah
periode kredit dalam waltu 30 hari. Jadi credit terms ini mencakup: The cash
discount {1 persen), Cash discount period {10 hari), dan credit peried (30 hari),

2iCollection policy {kebijakan pengum-pulany adalah prosedur untuk
pengumpulan atau penagihan piutang dagang perusahaan pada saat jatsh
tempo. Kebijakan pengumpulan ini dapat dilekukan melalui surat, {elepon,
kunjungan personal yang juga bisa dilakukan cleh orang-orang dalam departemen

coliection dan melalui tindakan hukum apabila debitur bermasalah tersebut tidak

hak opst unink membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakatl. Sebafiknya
operoting lease tidak raemiitki hak opsi untuk membeli objek sewa guna uysaha,

B i
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mau membayar. Jadi karena piu-tang dagang merupakan salah satn bentuk

invesi-tasi maka piutang tersebut telah menyerap se-jumlah dana modal kera

sehingga modal yang fersedia untuk investasi lain akan berkurang, sedangkan

kebutuhan modal kerja akan meningkat. Hal ini karena untuk melakukan

pengumpulan dan peragihan pietang dagang, diperlukat: biaya vang terdiri dard

biaya crganisasi (onit kerja) yang menangani/mengelola ptutang serta biaya pena-
gihan atas plutang vang mungkin tidak selu-ruhnya dapat ditagih, sehinggs timbul
phutang dagang bermasalah. Oleh karena ifu dibuat snatu kebijaksanaan yvang jelas
yang akan mengatur masalah plutang dagang fermasuk berbagal langkah yang
perlu dipersiapkan atau biasa dikenal sebagai Anggaran Piutang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan Anggaran piutang, antara
lain*** anggaran penjualan, khususnya rencana teptang jenis dan jumleh barang
vang akan dijual, keadaan persaingan di pasar di mana persaingan yvang lebih keras
akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transakst penjualan
secara kredit, sehinpga memperbesar piutang dagang, sedangkan jika posisi
perusahaar cukup kuat, maksa perusahaan dapat memaksakan penjualan secara
tunai, sehingga memperkecil penjualan kredit, dan syarat pembayaran yang
ditawarkan, di mana jika potongan penjualan vang ditawarkan cukup menarik,
maka akan mendorong pembeli untuk metakukan pembelian secara tunar serta
kebijakan perugahaan dalam penagihan piutang dagang yang lebih aktif yang akan
mempercepat pemasukan ptutang dagang.

Pada saat ini, pintang dagang yang paling banyak adalah hasil penjualan
suku cadang dan service, Hal ini karena penjualan dan service ersebut tidak bisa
dilakukan melalui bank.'"? Sedangkan untuk penjualan alat berat sudah ditangani

" i,

" Datam prakiek memang dikenal adanya lembaga fidusia scbapal satah satm instrumen
laminan kebendaan bergerak yang bersifat nun-possessory, Berbeda dengap jaminan kebendaan
bergerak vang bersifat possessory, seperti gadal, jaminan fdusia memungkinkan sang debitur
sebagal peraberi faminan uniuk telap mengeasal dan mengambil manfaat atos bendy bergerak yang
tefah dijaminkan tersebut. Mamon, dalam prakieknya, perseroan tidak man menerima suku cadung
sebagal jaminan karerna akan sangat susab pada saat eksekusinya dan kalsupun bisa maka tidsk
mumnbawa keuntungan spa-aps kerena suku cadang mengikuti benda ulamanya, Lihkat jugs
beberapa yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372 K/8ip/1970 atas perkars
BNT cabang Semarang vs. Lo Ding Siang, serta putusan No. 1380K/ Sip/1978 atas perkara BN
1946 melawan Fa Megaria vang mengekui fidusia sebapai sustu instrumen jaminan,
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oleh beberapa bank sehingga risiko yang dipikul oleh perseroan pun relatif
rendah. Namun demikian, perseroan tetap mengembangkan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit seperti dengan tetap dilakukan melalui perjanjian yang
dibuat secara tertulis. (Terlampir contoh perjanjian jual beli alat).

B. MASALAH - MASALAH DALAM PENGELOLAAN
PICTANG DAGANG DI PT UNITED TRACTORS, TBK

1. Upaya Mencegah Piutang Dagang Bermasalah

Begitu pentingnya piutang dagang bagi PT United Tractors, Tbk sehingga
selalu diusahakan agar piutang dagang tersebut tertagih seluruhnya. Oleh karena
itn dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya piutang dagang

bermasalah antara lain sebagai berikut:

a. Dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pada dasarnya PT United Tractors,Tbk telah menetapkan standar
perjanjian yang antara lain memuat klausula yang menerangkan kedudukan para
pihak secara jelas, objek perjanjian yang diurai secara spesifik, jangka waktu
pembayaran dan penyelesaian sengketa di mana juga dimuat secafa tegas klausula
yang menyatakan debitur akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian,
klausula pembatalan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kepen-
tingan kreditur, sebab jangan sampai klausula pembatalan dijadikan alasan bagi
debitur untuk melarikan diri dari kewajibannya.'" Selain itu selalu dicantumkan
bahwa perjanjian ini mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267
KUHPerdata."" Dengan demikian pembatalan per-janjian tidak harus melalui
Pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi tetapi cukup dibuktikan, bahwa
walaupun telah diberikan surat tegu-ran/somasi. debitur tetap lalai memenuhi ke-

wajibannya.

113 Contoh Perjanjian dalam lampiran 1.

" Ibid., Syarat-syarat perianjian point 22,
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Memang dalam prakieknya hal ini tidaklah mudsh terutama apabila
dsbitur tidak mau menjalankannya dengan sukarela sehingga pada akhimya akan
tetap ditempuh jalan melalur Pengadilan walaupun dalam petjaniian juga telsh
ditegaskan mengenai sanksi yang akan dijatubkan kepada debitor dalam hal dia
lalai/ wanprestasi yaitu penggantizn kerugian.

Dengan telah ditandatanganinys perjanjian maka bigsanya barang akan
segera dikirim ke tempat debitur dan bagi pembelian yang dilakukan secara kredit
maka dengan beralihnya penguasaan barang, tidak berarti beralihnya kepemilikan
sebab dalam perjanjian sendiri sudah dikatakan bahwa kepemilikan atas barang
baru berpindah secara hukum apabila harga telah dibayar funas.'™ Selain itu, hat
yang sangat penting adalah mengenai adanya jaminan pembayaran dari debitor.
Mengenai hal ini, Perseroan sengaia ménjalin kerjasama dengan Bank sshingga
pada dasamya yang skan menilai hal ini adalah Bank kecuali untuk debitur yang
unik,'’® Namun untuk penjualan suku cadang vang nilainya tidak terlaiu besar,
tidek memerlukan penilaian secara Khusus fetapi cukup apabila debibur tersebnt
adalah pelanggan setia per-seroan.

b.  Dibuat alur standar penjualan kredit,

Sebelum melakukan penjualan secara kredit ini, biaganya ada alur standar
yang akan ditetapkan oleh Persercan fergantung pembelian tersebut dilakukan
melalui cabang ateu tidek. Untuk pembelian yapg dilakukan melalui cabang
perserpan maka setelah calon debitur mengajukan permchonannya maka cabang
akan membentuk Tim Kredit yang terdiri dart seluruh kepala deparfernen yaitu
kepala cabang, kepala service & spare pari, kepala sales, dan kepala administrasi
yang akan menilai frack record calon debitur tersebut berdasarkon data-data yang
sudah ada pada wmasing-masing depariernen atau data-data yang berhasil
dikumpulkan darn pihak lain, Sectelah selesai dimilai maka Tim tersecbut akan

" fmid., poine 7.
¥ Mepurit Bapak Daniel Herwawan, dati Department Head Credit & Collection PT
Usited Tractors, Thk, debitur unik itu sdalah debitur sevia Persercan yang sudah sangat dipercaya

dan debitur yang karena alasan terteolu Gdak may memberi duta-dutanys kepada Bank ates pihak
lainnys, Dalam hal i, Perserosn akan membantu memberikan kredit Jangsung.
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menyampaikan hasilnya beserta rckomendasinya dan dibuatkan NAK (Nota
Aplikasi Kredity dan data customer dan jenis barang vang akan dibeli kepada
Head Gffice yang juga akan segera membentuk Tim yang terdird dari depar-temen
kredit, daparternen keuvangan dan depar-teraen sales yang berkaitan dengan sekior
seper-ti departemen sales mining untuk sektor per-tambangan, dan sehagainya.
Apabila disetajui maka Tim tersebut akan menginformasikannya kepada Cabang
yang juga aken mencruskannya kepada calon debitur dan calon debitur akan
menyampaikan konfirmasinya setuju atau tidak. Setelah itu akan ditandatangani
perjaniian yang disertal vang muka {down paymen!), pengiriman barang serta
dikeloarkarmya Surat Penpakuan Hutang, Surat pernyataan bersama penyelesalan
selisih kurs dan Surat Kuasa dengan jaminan cek atau bilvet giro.'’” Pada saat
tanggal jatuly tempo atas cek dan bilvet giro (BG), biasanya sebelum dilakukan
pencairannya, peyserpan akan menanyakan debitur apakah akan dibayar secara
tunai atan cel/BG tersebut dicairkan.

c. Tidak menyerahkan invoice ashi sebelum pembayaran,

Dalam melakoukan penagihan, banya copy fnvoice saja yang diserahkan,
sedangkan asli invoice baru diserahkan apabila pembayaran telah lunas dan
biasanya akan diakumulasi selama satu bulan. Kalaupun asii invoice diserahkan
pada wakiu penagihan, maka akan dibuat “tanda tepima”, Dalam invoice harus
dicantumkan denpgan jelas ketentugn: “Pembayaran sah kalau hilyet giro atau cek
sudah dapat dicairkan”,

d Mengembangkan sistem debitur record,

Debitur record ing akan dianalisa ordemnyz dari waktu ke waktu dan kalau
ada debitur yang tiba-tiba melonjak permintaannya {pembeliannva) maka akan
diteliti penyebabnya apekah didasarkan kepads itikad yang baik atau itikad buruk.

7 Cek adalah perintab tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dapanys sejumlah
terteniu atas namanya staw atas unjuk. Giro Bilyet (BG) adatah surat dengan bentuk tententu berisi
permintaan nasabah kepada bank untuk memindahbukukan dananys kepada pihak Jain, Kedudukan
BG dengan cek hampir sama, hanya bedanya cek adalah alat pembayaran tunai sedangkan BG
merupakan alat pembayaran yang bersifat giral, dengan cara memindah bukukan sejumlah dana
dari si penerbit. B tidak dapat dilakukan dengan vang tunai dan tidak dapat dipindab tangankan
melalui endosemen (8K Direksi Bank indonesia No.4/670, Sub 1). Jadi Cek dan bilyet giro hanya
sebagai alat transaksi pembayaran sehingga seharusnya tidak bisa dijadikan juminan.
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Sebab berdasarkan hasil penelitian kami, perilaku debitur tersebut sangat
potensial menimbulkan kredit bermasalah.
e. Meneliti dokumen pepunjuk kapasitas debitur,
Dalam hal debitur yang melakukan negosiasi pembelian spare parts dalam
jumlah yang sangat signifikan yang dilakukan oleh seorang kepala cabang
misalnya maka disyaratkan adanya copy akia penunjukan sebagai kepala cabang
dan persetujuan Direktur Utama untuk pembelian spare parts dimaksud,

i Menetapkan batas maksimum pemberian kredit.

Dalam hal ini perseroan skan memberikan batasan vang bervariasi bagi
setiap Gebitur tergantung kemampuan dan kebutuhan debitur dengan analisa yang
akurat yang akan dilakukan oleh beberapa departemen berdasarkan kinetja debitur
dan batas tersebut bisa berubah meningkat atau menurun, Caranya adalah untuk
debitur yang baru pertama kali berhubungan dengan persercan maka akan tidak
lebih dari 100 juta rupiah dan apabila pembayarannyaz baik maka untuk
selanjutnya bisa ditambabkan jumlahnya.

Jadi walaupun prinsip dalara pemberian kredit yang paling pokok dalam
upaya mengantisipasi terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh perseroan
adalah berdasackan peniiaian atas karakter calon debitur namun tetap szja dengan
memperhatikan mengenai kapan terjadioya jual beli dan kapan beralihnya
kepemilikan barang supaya fidak menimbulkan persepsi yang berbeda, serta
memperhattkan  dokwnen-dokumen debitur seperii copy Anggaran  Dasar
Perseroan, copy SIUP, dan copy Surat Keterangan Domisili Perusahasn,

2. Sebab-Sebab Terjudinyas Piutang Dagang Bermasalah Di PT United
Tractors, Thk

Memang trdak mudah menilal apakah keputusan seorang staf atau manajer
kredit PT United Tractors, Tbk yang berhubungan dengan pemberan kredit
mempunyat pengaruh positif atau negatif terhadap perusahaan. Hal itu justre baru
diketabui apabila keedit ifu di kemu-dian had temyata menjadi piutang dagang
bermasaiah atau kredit macet.
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Jika perusahaan melakokan penjuslan secara kredit hanya kepada dehitur
yang kuat secara finansial maka kerugian karena timbulnys piutang ragu-ragn
ataupun kredit macet biasanya kecil. Tetapi sebaliknya ada kemungkinan bahwa
karena terialu berhati-hati dalam keputusan menyebabkan memsrunnya volume
perjualan dan keuntungan yang scharusnya diperoleh dari penjualan tersebut.
Akibatnya bisa terjadi kemungkinan bahwa keuntungan yang hilang akibat tidak
berani memben kredit justru lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari
keputusan yang serba hati-heti dan kake. Oleh karena itu, dalam
perkembangannya penerapan syaral penjualan diperdunak seperti pembuatan
perjanjian yang tidak mencantumkan semua kiausul standar dalam  suatu
perianiian atau dalam hal pembayaran vang muka atau dalam pesanganan piuteng
bermasaiah.

Penyebab piutang bermasalsh atau kredit macet perseroan lebili banyak
tecjad] karena faktor-fakfor vang masih berada di baweh kendali perusahean
pemberi kredit sebubungan dengan kebijakan pengelolaan plotang dagang yang
belum profesional dan kurang memper-hitungkan aspek hukurn. Bi samping ito,
ada pula faktor-faktor dominan yang berada di luar kendali kreditur yaitu perilaku
debitur, kon-disi perekonomian nasional dan kebijakan Peme-rintah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya piutang
bermasalah di PT United Tractors, Thk adalah:

a. Kesalaban PT United Tractors, Thk sendin.

Hal vang mungkin feriadi akibat kesalahan PT United Tractors, Thk
sendiri seperti dokumentast pivtang dagang yaug kurang rapi, mekanisme
penagihan yang kurang hati-hati, klausula invoiceftanda terima vang kurang jelas,
penagihan lisan, penagihan vang tidak diserlat bukti-bukti pivtang, orientasi sales
department yang keliry, dan mengabaikan aspek hukum.

b. Kesalahan debitur,

Piutang dagang bermasalah yang paling banyak disebabkan oleh pihak
Debitur sendini yang terjadi antara lain karena debibur memperlambat pembayaran,
menggantungkan pembayaran pada pikak ke-3, aturan intemal perusahaan/kantor
debitur, bayar cicil, dan adanya alasan pailit atau diutupnya perusahaan tersebut.
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¢. Kondisi perekonomian nasional

Kondisi pasar yang kurang menguntungkan juga merupakan resiko yang
tidak dapat dikontrol, dan mengakibatkan tingginya angka kredit macet yang
terutama banyak teriadi pada tahun 1998 sampai akhir tahun 2003,
d. Kebijgkan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kegistan usaha persercan
adalab terutama yang berkaitan dengan kebijzkan dalam bidang kenaikan harga
bahan bakar,dalam bidang pertambangan, perkebunan, kehntanan dan pertanian.
Hal ini mengingat apabila kebijakan Pemerintah membuat meningkatnya gairah
usaha dalam bidang — bidang tersebut maka akan berdampak pada penjualan alat-

alat berat dan kegiatan perseroan dalam bidang pertambangan.

. PENYELESAIAN KREDIT MACET PT UNITED
TRACTORS, TBK

1. Kriteria Kredit Macet

Suatu kredit dikategorikan sebagal kredit bermasalah apabila debitur tidak
melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, debitur melaksanakan apa
yang dijanjikan tetapi tidak scbagaimana dijanjikanftidak sebagaimana mestinya,
dan debitur melakukan apa yang dijanjikan debitur fetapi terlambat. Penyebab

tersebut akan sangat berpengarufi dalam cara penangenannya.

2. Penyelesaian Kredit Macet

Pada dasarmya, kredit macet biasanya diselesaikan antara PT United
Tractors, Thk dan debitur saja kecuali bagi debitur yang sama sekali tidak mau
membayar walaupun sudah dilakukan berbagai upaya. Hai-hal yang biasa
dilakukan di Luer Pengadilan adalah dengan wmelakukan musyawarah
{rescheduling, reconditioning, restruciuring), penagihan oleh tim penagihan,
panggilan via koran atan menyita barang debitur. PT United Tractors, Thk selalun
veruseha unfuk menyelesaikan kuedit maceinya tidak melalui Pengadilan sebab
seperti diketahui bahwa orientasi PT United Tractors, Tbk adalah bisnis dan
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targetnya adalah pengembalian piutang. Sedangkan apabila melalui Pengadilan,
maka wakm pengembaliannya bisa sangat lama, biaya tinggi dan tidak ads
kepastian, Im sebabnya setelah tahun 2004 sampai tahun 2007, tidak banyak
kasus yang dibawa sampai ke Pengadilan.

Variasi ain dalam proses penyelesalan di luar pengadilan bisa dilakukan
melalui negosiasi langsung antara pihak perseroan dan debitur atau melalui Bagian
Kenangsn dengan mengeluarkan Surat Konfirmasi  Huteng/Tagihan, Tim
Penagiban atau melalul undangan. Apabila hal tersebut tidak mendapatkan hasil
rmaka dilakokan perlemuan antara Manager siau direksi atau fop management
tergantung dari debitur yang dihadapi. Selain itu bisa dilakukan melalui mediasi

atav dengan perantaraan lawyer.
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BABIV
PENGARUH PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KREDIT BERMASALAH
DI PT UNITED TRACTORS,TBK

A. PENGELOIL.AAN PIUTANG DAGANG PT UNITED
TRACTORS, TBK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

1. Penyebab Piutang Dagang Bermasalah

Berdasarkan apa yang telah diuvratkan di depan maka dapat disimpuikan
hahwa pade dasarnya penyebab terjadinya plutang dagang bermasalah atau kredit
macet di PT United Tractors, Tbk dapat diihat dari dua aspek, yaitu aspek internal
{kreditur) dan aspek cksternal {debitur). Yang diteliti pada aspek internal adalah
apakah kreditur dalam hal ini Manaier Kredit telah mengelola phutang dagang
perseroan secara hati-hati {(prudear) dan telah melakukan upuya penagihan piutang
dagang secara efektif dan efisien. Sedangkan yang diteliti pada aspek eksternal
adalah perilaku debitur yang berupaya menghindar dari kewsjibanoys untuk
membayar hutang dagangnya tepat pada waktunya, Dengan demikian penysbab
kredit pada aspek internal schenarnya dapat dikendalikan (conrrolobie) sedangkan
aspek ekternal pada dasarnya sulit dikendalikan {uncontrolable) oleh krediturn,

a. Faktor internal
Yang termasuk faktor internal vang menyebabkan terjadinya piutang dagang

bermaszalah atau kredit macet adalah:

1) Dokumentasi piutang dagang yang kurang rapi

Seringkali terjadi bahwa bukt adanya piutang dagang tidak tersedia atau
bahkan hilang, terutama untuk penjualan kredit yang tidak menggunakan
perjaniian kredit, seperti penjualan komponen alat berat di mana penjualan
kreditnye kadang banya menggunakan imveice atau faktur barang saja. Dard segi

bukum, fnvoive ity sendind memang sebenarnya merupakan “perjanjian jual beli

UNIVERSITAS INDONESIA

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



dalam bentuk sederhana” sebab di dalam invoice itu sendiri mengandung empat
unsur termasuk adanya kesepakatan para pihek atas barang dan harganya. Hal
tersebut dapat disimpulkan dari pengertian invoice sebagal "o wrilten siatement
or itemized statement of merchandise shipped or sent (o a purchaser, consignee,
Jactor, ete. with the guantity, value or prices and charges annexed, and may be
as appropricte to a consignment or a memorandum shipment as i isto a sale” '
Dengan kata lain bahwa sebuah invoice dikategorikan sebagai dokumen perjanjian
jual beli karena didalamnya terdapat pernyataan tertulis dari penjual kepada
pembeli mengenal objek perjanjian termasuk di dalamnya kelerangan tentang
harganys, sebagal tanda bukti dan pegangan bagi pembeli untuk memeriksa
kembali barang yang diterimanya.'"® Hal ini juga sesuai dengan ketentnan undang-
undang vang menyatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua
belah pibak seketika setelah meveka mencapai sepakal mengenal barang dan
harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar.'”
Jadi, inti perjanjian jusl bell schonarnya hanya dua saja yaitu barang dan harga
sehingga kalau kedua belah pihak sudab sepakat mengenal keduanya maka sudah
terjadi jual beli.'*'

Dalam praktek, karepa inmwoice itu bemtuknya kecll dan sederhana,
seringkall inveice yang asli diserahban kepada debitur pada saat penagihan. Dalam
situasi demiklan maka kreditur fidak depat lagi melakukan ponagiban lanjoten
karena invoice sebagai bukti tidak tersedia lagi. Sedangkan di pihak lain, bagi
debitur yang roemegang invoice ash sudah dapat menjadikannya scbagai alat bukti
telah lunasnya pembayaran sejumlah nang yang terdapat dalam invoice tersebut.

Data yang ada pada kreditur mungkin hanya berupa “statement of account” yang

% Henry Campbell Black, Blaek’s Law Dictionary (St Pavi, MN: West Publishing Co,
1990), hal. 827,

W OAF, Elly Erawaty dan I §. Badody, Kamus Hukem Ekonomi (Jakarta: Elips, 1996},
hal. 69,

'™ Kitab Undang-undang Hukurn Perdata, Op.Cit,, Pagal 145§.

R, Subekti, dneka Perjanjion (Bandung: Citra Adityr Balti, 1995), hal. 2.
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merupakan pemyataan sepihak'* dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai
bukti adanya piutang dagang.

Penagihan dengan menggunakan asli invoice sama pula artinya dengan
melakukan penagihan dengan menyerahkan asli kwitansi. Seharusnya hanya copy
atau tembusan kwitansi saja yang boleh diserabkan dengan sedikit catatan bahwa
copy atau fembusan kwitansi tersebut berlaku hanya untuk penagihan seja sebab
kalau debitur menerima dan menyimpan asi kwitansi maka itu pertanda piutang
dagang telah lunas,

Masalahnya akan menjadi semakin rumit manakala klaunsula-klausula
dalam invoice yang kurang jelas atau\tanda terima (receips) yang isinya kurang
jelas dan kurang tegas, bahkan dalam form-form inveice vang ada seringkali tidak
dicantumkan syarat pombayaranuya, Kapan harus dibayar dan  bagaimana
akibainya apabila tidak dibayar fepat pada waktunya'® Kekwrangan ini
merppzkan  alasan bagl debitur untuk menpgabaikan afzu  paling tidak
memperlambat pembayaran tanpa dibeband bunga sebab kreditur tidak maempunyat
dasar hukum untuk melakukan penagihan pada suatu waktn tertentu dan sekaligus
tidak dapat menagih bunga dan ganti kerugian dalam hal debitur terlambat
membayar hutanpnya.

L.ain halnya apabila suatu transaksi jual beli dibuatkan secara formal dalam
guaty perjanitan jual beli maka pars pihak dapat memasukkan klausola-klausula
yang lengkap didalamnya. Itu sebabnya konsultan hukum selaly menvarankan
kepada para kreditor maupun debitur agar semua transaksi jual beli harus
dibuatkan perjanjian juzl beli untek menghindari atau setidak-tidaknva untuk

mengurangi potensi kondlik di kemudian hari.

2 pengertion slatement of acconnt sehagai pernyetasn sepihak berard pernyatasn itu
dapal dibatalkan secara supihak pula, dan sams sekall tidak mempanyai sifat scbagai suatw
perisnjian yang tidak dapat dibstaikan secara sepihiek dan karenanya barus mendapat persetujusn
pihiak Jainnya jika salah saty pibak ingin membataiken perjaniian tersebut.
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2} Orientasi penjualan yang mengabaikan kualitas debitur

Seringkali terjadi bahwa orfentast seorang safesman semata-mata urtuk
mengejar tingkat penjualan yang tinggi tanpa memperhitungkan persyaratan
kredit (terms of sale) dan kredibilitas serta kualitas debitur, Walaupun seorang
debitur nyata-nyata belum membayar piutang dagang terdahulu tetapi salesman
seringkali tetap men-supply spare parts atau suku cadang bagi alat berat {(heavy
equipment) yang sedaog beroperasi di jobsife perusahaan debitur. Jadi, walaupun
secara internal sudeh ada kebijakan (irternal policy) bahwa batas kredit untuk
seorang kreditur hanya maksimal USS 100,000 misalnya, namun dalam prakiek
seringkali dilanggar oleh salesman, Alasannya bisa karena ada prospek bisnis vang
febth besar dan menguntungkan pada debifur tersebuf, afsu mungkin juga ads
kekhawatiran bahwa debilur tersebut ckan lad dan mencard supplier lain pada
wakfu-waktu mendatang, Babkan dalam hal tertenmtu, salesman seringkali
memberikan komitmen lisan yang mungkin dimaksudkan sebagal kebijakan
insidental kepada dehitur akan tetapi justru bal it dipandang oleh debitur sebagai
hak bam yang bahkan mungkin bertentangan dengan isi perjanjian yang telah
ditandatangani para pihak sekalipun. Misalnya, demi menjaga hubnngan yang baik
dengan debitur, salesman dapat dengan mudah memberikan komitmen berupa
groce perfod untuk pembayaran cieilan tabap awal, tanpa memperhitungkan
ketentuan dalam perjanjian yang sudah ditandatangani. Komitmen itu justru
menjadi masalah ketika debitur menerima komitmen itu sebagai “hukum” vang

mengikat kreditur dan debitur,

3} Perjanjian kredit yang dibuat seringkali mengabaikan aspek hukum

Perjanjian  kredif sangal pending artinya, bahkan dikatakan babwa
perjanjian kredit merupakan syarat mutlak dalam pemberian kredit sehingge
termasuk dalam salah satu larangan dalam pemberian kredit yang pertama yaitu
apabila memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertelis. Artinya, setiap

pemberian kredit dalarm bentuk apapun senantiasa harus disertai dengan surat

B Lampiran Contoh Invoice yang dikeluarkan oleh PT United Tractors, Tbk
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perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap.'?® Selain itu diketakan bahwa hal
penting lainnya adalah memberikan kredit kepada usaha yang memang sejak
semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian,

Untuk itu sehubungan dengan perjanjian kredit yang akan ditandatangani,
kreditur seyogyanya melakukan legal audit terhadap beberapa hal atan bagian
penting dari perjanjian tersebut vaitu:

Pertama, legalitas para pihak yang menandatengani perianjian kredit.
Kreditur harus dapat memastikan bahwa pihak yang menandaetangani perjaniian
kredit dari pihak debitur itu benar-benar sah mewalkiH perseroan. Kreditur tidak
boleh hanva percaya pada karte nama yvang mencantumkan jabatennyva sebagsl
divektur. Oleh karena itu perle minta dan melakukan pengecekan sendirt pada
angyaran dasar maupun perubahan terakhiraya berupa akts rapal wmum pemegang
sabam terakhir, Surat [jin Usaha Perdagangan {SIUP) maupun Surat Keterangan
Domisili Perusabaan. Kalaupun secrang wakil debitur tersebut iabaiannya sebagal
direktur, perlu diteliti lagi apakah juga mensyaratkan adanya persetujuan
komisaris dalam rangka pembelian batang modal atan harta tetap perseroan.

Ketelitian tersebui terkait erat dengan konsekuensi asas kemandirian
perseroan selaku debitur sebagai sebuah badan hukum vang berdiri sendiri
{(separate legal entity) \erlepas dari pemilik atau pemegang saham maupun direksi
perseroan tersebut'” Jiks seorang direksi menandatangani perianjian kredit

{misalnya dalam rangka pembelian barang modal} tanpa persewjuan Romisaris

# widianarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan 41 Indonesia (Jakarta: Pusiaka Utams
Grafit, 1994, bal 160 Dukeinkan jugs babwa dalam perbaskan ditambah dengan beberaps
larangan yaits menurol Pasal B UU 8 fahun 1992, dalam pembernian kredit, bank umen waiib
mempunyal keyakinan atas kemampuan dan kesangpupan debitor untuk melunasi hulangnys sousi
dengan vang dipedanjiicas. Untuk memperoleh keyskinan tersehut sehelum mombeeikan keodit,
bank harus memberikan penilalan yang seksama terhadap walak, kemaypuan, modal, agunan dan
prospek usaba debitor (ihat 53C) Meagingat bahwa spunan adaizh salsh satu unsur jaminen dalam
pamberian kredit, maks apabile bordasarkan sasur-unsur [ain telah dapat diperoleh kevakinan atns
kemampuan debitor meagembelikan hutangnys, agupan dapat hanya berups barsng, proyek, atau
hak tagin yang dibisysl dengnn kredit yang bersanghutan. Bank tidak wajib meminla sguaan
berupa barang yang tidek berkaitan lanpsung dengan obick yang dibiayal, vang buzim dikenal
dengan “agunan tambahan”. Pasal 4% ayar 2 UU 8 tahun 1592 larangan bagi kreditur atavpue
pegawainy? ubivk meminta atat menerima, mengijinkan atay menyetujui untuk menerima suato
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, watek keuotungan
pribadinya atau keluarganya dalam rangka kredit tersebut,

¥ James D. Cox,Thomas Lee Hazen,F. Hodge O'Neal, Corporarions (New York: Aspen
Law & Business, 1897, hal. 107.
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sedangkan anggaran persercan debitur tersebut mensyaratkannya, maka debitur

dapat menolak bertanggung jawab atas hutang yang timbul dan  direksi vang

menandatangani perjanjian kredit tersebut dianggap bertanggung jawab secara

pribadi atas perikatan tersebut. Di sini akan timbul kesulitan bagi kreditur untuk

menggugat dan meminta tanggung jawab secara pribadi dari seorang divektur

tersebut. Sebab secara internal perusahaan debitur masih tetap menjadi bahan
perdebatan, dimana di satu pihak perseroan menganggap transaksi dimaksud
merupakan tangpung jawab pribadi direksi sedangkan di pthak lain direksi yang
bersangkutan mengklaim bahwa tindakan hukum dimaksud dilakukan untuk dan
atas nama perseroan,

Posisi kreditur akan menjadi lebih lemab Iagi manakala dari pihek debibur
yang menandatangani perjaniian itu hanya diwakili oleh seorang general manager,
manajer atau kepala cabang tanps surat kuasa yang sah dari direksi persercan,
Mungkin secara mansjemen internal persercan  debitur  fersehut, yang
bersangkutan telah dibert wewenang vang luas {powerful} uniuk melakukan hal
tersebut namun secara hukum dampaknya sangat lemah bagi kepentingan kreditur.

Kedua, harga dan cara pembayaran. Dalam inveice-invoice seringkali
kurang jelas penga-turannya bagsimana akibat perubaban kurs terhadap
pelaksanaan perjaniian tersebut se-hingga kalau terjadi perbedaan atau kenaikan
kurs biasanya hal itu dijadikan sebagai alasan bagi para debitur untuk mengadakan
negosiasi ulang guna menyepakati kembali kurs tetap dari harga barasg dalam
valuta asing tersebut. Alasan klagik yang sering dikemukakan oleh debitur adalah
bahwa perubshan kurs tormasuk force magfewre vang berada di luar kendali
kreditur maupun debitar,

Ketigo, penyerahan barang. Ada asumsi umum bahwa kepemiiikan barang
oleh debitur baru terjadi apabila harga pembelian barang sudah lunas. Dengan
demikian kalan sampai terjadi bahwa debitur tidak dapat melunasi harpa
pembelian barang terscbut maka barang dapat ditarik kembali (kecuali apabila
mengenai hal itu dicantumkan secara fegas dalam perjanjian dimaksud). Asumsi

ini jelas salah sebah sesuai ketentuan undang-undang, hak milik atas barang vang
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dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum
dilakukan.'*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan telah
diserabkannya suatu barang yang diperjuaibelikan tersebut kepada pembeli maka
secara ofomatis kepemilikan barang itu beralih kepade pembeli, walaupun
menurut kenyataannya harga barang terscbut belum dilunasi oleh pembeli
Kekurangan harga pembelian barang tersebut secara hukum diangpap sebagai
hutang. Denpan demikian kalsu ternyata debitur tidak menverabkan kembali
barang tersebut secara sukarels kepada kreditur maka kreditur tidak holeh
mengambil barang tersebut sevara paksa dari debitur kargna perbuatan tersebut
dapat dianggap scbagai perbuatan melawan hukum.'™. Apabila terjadi hal
demikian maka langkah yang harus dilakukan kreditur adalah dengan menempuh
jalur huokum melzlul melalul gogaten ke pengadilan alas dassr perbuatan
wanprestasi atau ingkar janji.m

Keempat, pembatalan perjanjian. Mengenai pembatalan perjanjian dapat
dilakukan melatui dua abiernatif cara atau prosedur, apakah dengan mengajukan
gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan ataukah diselesaikan di luar
pengadian saja cleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal kedua belah pihak
tidak memilih secara tegas salah satu dari kedua alternatif tersebut maka secara
otomatis pihak yang menghendaki pembatalan perjaniian diwgnbkan untuk

2% termasuk menuntut ganti

mengainkan pembatalan perjanjian ke pengadilan
kerugian.*® Sebaliknya kalau para pihak tidak ingin menyelcsaikan pembatalan
perjanjian melalul pengadilan dan ganti kerngian maka keduy belah pihak harus
sepakat dan mencantumkannya dalam perjanjian untuk mengabaikan kedua hal

fersebut,

1% Kitsb Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cir,, Pasal 1459,
¥ Ibid, Pasal 13635,
B thid,, Pasal 1233,
¥ 1bid., Pasal 1266.

39 1bid., Pasal 1267.
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Secara hukum, ada 3 {tiga) jenis ganti kerugian yang dapat dituntut
kepada seorang debitur yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji
terhadap kredifur yaitur a) bisva (kosteny yaitu segals pengeluaran atau
perongkosan yang nyata-nyata sudsh dikeluarkan oleh salsh satu pihak; (b)
kerugian {schaden} yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan
kreditur atay nilainya berfurang sebagai akibat kelalaian debitur; dan () bunga
{interesten} vaite kerugian vang berupa kehilangan keuntungan yang sudsh
dibayangkan atau dhitung oleh kreditur.

Kelima, domisili hukum. Para pihak dalam perjanjian haros sepakat pula
mengenai domisili huloum yang dipilih oleh kedua belah pihak. Bisa terjadi bahwa
penjual dan pembeli mengadakan fransaksi jual beli di Jakarta tefapi ternyata
domisili hukum dari pembeli menurut angparan dasarnya adalah di Palu dan
ketika diaz digugat di salah satu pengadilan negeri di Jakarta, pembeli {debitur)
tersebut mengajukan eksepsi (keberatan) dengan dalil ketidakwenangan penga-
dilan negeri di Jakarta untuk mengadilinya {(walaupun masih mungkin juga bapi
kreditur uotuk berargumentasi berdasarkan asas “Jocus contracius”™). Eksepsi
seperti imi sering di-kabulkan hzkim. Itu sebabnya penjual harus menyelidiki
anpgaran dasar maupun surat kete-rangan domisili si pembeli, dimana domisili
hukumnya yang sebenarnya.

Keenam, setiap perjanjian kredit hatuslah mencantomkan dua orang saksi.
Sebab, keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya, tidaklah dianggap
sebagai pembuktian vang cukup.'”' Dalam hukum acara perdata, asas ini dikenal
dengan: “unus lestis, nullus testis” (satu saksi, bukanlah saksi). Namun sekali
lagi, ini bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian akan tetapi syarat sahnya
suaty alat bukti spabila di kemudian hari perjanjian itn dipergunakan sebagai alat
bukti di pengadilan.

Keiujuh, penguatan (gffirmation). Seringkali terjadi bahwa pada saat suatu
perjanjian dibuat, tidak pampak kekurangannya. seolah-olah sudah sempuna.
Namun kelemahan atau keku-rangannya justru baru ditemukan pada saat per-

janjian itu dilaksanakan. Jika kelemahan atan kekurangsempurmaan isi perjanjian

¥ Ketentuan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg atau Pasai 1905 KUHPerdata.
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itn berakibat buruk bagl kreditur maka harus segera dibuatkan penguatannya
(affirmationy pada saat itn juga. Pengoatan suatu perjanjian dapat dilakukan
seoara tegas, misalaya dengan mencantumkan suatu addendum atau tambahan
ketentuan dalam perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa kedua belah pihak
akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Tetapi scbaliknya, penguatan (affirmation) dapat pula diiakukan secara
diam-diam, dimana debitur felah melaksanakan sebagian dari kefentuan dalam

perjanjian tersebut, b2

Misalnya walaupun tidak mencantumkan secara tegas
dalam perjanjian tersebut bahwa debitur akan dikenakan denda sebesar 1% (satn
persen) untuk setisp hari keterlambatan pembayaran, namun debitar dianggap
telah mengakui dan menerima hal itu apabila dia pemah membayar cicilan dan
denda dimaksud sampai beberapa kall berturotfurut,

Demikian pula dalam ha! sebuah perjanjian atau sebuah inveice yang lupa
ditempelkan meterai tidak demgan sendirinya perjanjian atau inveice dianggap
tidak sah, Sebab materai bukan merupakan sysrat sshove sebuah imveice atau

133 akan terapi merupakan syarat sahnva suatu alat bulti jika di

suatu perianiian
kemudian har kelak /nvoice itu skan dijadikan sebagai alat bukd dalam suatu
perkara di pengadilan, Hal ini sesuai dengan ketentoan undang-undang mengenat
bea meterai yang menyatakan bahwa surat perjaniian atay surat-surat lainnyd yang
dibuat depgan twjuan untuk digunaken sebagai alat bukti mengenai perbuatan,
kenyataan atay keadaan yang bersifat hukum perdata, wajib diberi materai.!
Namun kalan di kemudian hari ternyata perjaniian atau imvoice itn
digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara di pengadilan maka agar
perianjian atau favoice tu dianggap ssh sebagai alat bukii maka harusiah dibububi
meteral dongan proses pemsteraian kembali yang disebut nazegeling dengan cara

meminta untuk diberi cap oleh kantor pos setempat, sebab Mabkamah Agung RI

132 Kitab Undang-undang Hulcum Perdata, Op.Cit., Pasal 1327.

" Kitab Undang-undang Hukum Perdats, Op.Cir, Passl 1320 tentang syarat sahnya
perjanjian.

P4 Vide ketentwan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.13 Tahun 1989 tentang Bea Meterai.
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berpendapat bahwa surat bukdl yang tidak diberi meteral tidak merpakan alat
bukti yang sali."® Jadi, meterai bukan syarat sahnya suatu perjanjian atau invoice
tetap] syarat sahnya suatu alat bukti di pengadilan manakala perjanjian atsu
invoice i diper-gunakan sebagai alat bukti di pengadilan di kemudian hari.

k. Fakior Eksternal

Yang termasuk faktor-faktor ekstermal yang menyebabkan terjadinya

pintang dagang bermasalah adalah faktor yang bisa terjadi karena :
1) Dari- pihak debitur, yang secara namum dapat dikelompokkan sebagat akibat 2
hal vaitw
a) Adanya unsur fidak sengaja, karena debitur mau membayar akan tetapi tidak
nampi.

Faktor yang meripakan unsur tidak sengaja vang dilakukan oleh debitur,
dalam praktek biasanya tidak terlale menjadi masalah bagi perusahaan pemberi
kredit termaguk bagi PI United Tractors, Tbk bahkan biasanya pihak PT United
Tractors, Tbk akan lebih bersikap lunak dan juga membantu melakukan
penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang
dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau
angsuran terutama bagi kredit.

b) Adanya unsur kesengajaan, yaitu antaca lain:

{1} debitur memperlambat pembayaran.

Dalam hal ini misalaya membayar dengan bilyet gire mundur, dan dalam
kasus-kasus tertentu bilyet giro tersebut bahkan tidak ada dananya atau bilyet giro
kosong. Secara hukum, perbuatan seseorang usiuk membuka bilvet gire kosong
belum dapat dianggap sebagai tindak pidana melainkan kasus perdata murni yaitu
perbuatan ingkar janjy atau wanprestasi semata-mata. Hal terscbut dapat dilihat
pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara-perkara vang
menyangkut bilyet giro kosong dimana Mahkamah Agung RI selalu berpendirian:
“Palam hal tergogat membayar harga barang yang dibelinya dengan bilyet giro

 vide Patusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 589 K/Sip/1970 tanggal 13
Marer 1971 schagnimana dikutip oleh Profl Dr. Sudikne Mertokusumo, SH dalam bukonya yang
berjudulr “Hukum Acars Perdaig Indonesis {Yogvakaria: Liberty, 1993}, hal. 123,
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yang temnyata tidak ada dananya atau koseng, dapat diartikan bahwa tergugat
telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atan pinjaman kepada
penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli
ferlambat membayar maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugl atas dasar bunga
yang tidak diperjanjikan yaitu sebesar 6% per tahun™, %

Lain halnya dengan cek dimang apabila seorang debitur membayar dengan
cek dan ternyata tidak ada dananya {cek kosong), Mahkamah Agung berpendirian:
“Seorang yang menarik cek, vang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek it
tidak ada dananya di bank maka perbuatan it merupakan kejahatan penipuan ex
Pasal 378 KUHPidana”.'3? Hal ini dapat dimengerti sebab cek berisi perintah tidak
bersyarat kepada bank umink membayarkan suatu jumilah vang tertentu kepada
orang ferfentn atsu  yamg difunjuk  olehnya atae kepada pembawanya
(hewtingsopdracht)™® sedangkan bilyet girc merupakan surat perinteh dari
nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumleh vang dadd rekeningnya
kepada penerimaz yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.
Pengan kata lain, penerbitan bilyet giro merupakan pernyataan kesanggupan

2 gehingga pembayaran dana bilyet tidak dapat

membayar (betalingsbelofte)
dipindahtangankan melahii endosemen,

‘Walaupun demikian sampal saat ini para pengusaha masih menerima cek
atau bilyel giro sebagai surat berharga yang meripakan bukti pengekuan hutang
atau sekuritas kredit sebab peraturan perundang-undangan di negara kita telah
memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang menerbitkan cek atau
bilyet giro kosong. Apabila ada pengusaha atau nasabah bank yang menerbitkan

cek atau bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu enam

P8 Vide Putusan Mabkamah Agung Republik Indonesia No.83 K/Pdi/1987 tanggai 15
Oktober 1988 sebagaimana dimuat dalam bukm “Yerisprudensi Mehkamah Agung Republik
Indonesia™ terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 1991, bal. 39,

Y7 vide Putusan Mabkamah Agung RI No. 133 K/Kr/1973 dan Putusan MA No.1036
K/P/1989 wnggal 31 Agustus 1992 ssbagoimans dimuat dalam Majalsh Hulom “Vorie
FPerodilan® Tahun VI No. 90 Edist Bulen Maret 1993, hal. 46,

¥ Widianarte, Op.cit, hal.184.

9 rbid, hal. 195.
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bulan, maka bank harus segera menutup rekeningnya. Atas laporan penutupan
rekening tersebut maka Bank Indonesia akan menyusun sustu daftar hitam
gabungan penarik cek dan bilyet giro kosong untuk diedarkan ke semua bank
umum  dan melarang bank wmum untok mengadakan perjanjian hubungan
rekening koran dengan orang atan badan hukum tersebut.!*

(2} debitur menggantungkan pembayaran hutangnya dari pembayaran
piutangnya oleh pihak ketiga.

Di sini seolah - olah hubungan hukum antara debitur dengan pihak ketiga
tersebut mempunyal akibat atav pengaruh lengsung yang relevan terhadap
pelaksanaan kewsjiban debitur terbadap kreditur. Padabal scharusnya disadari
bahwa apapun hubungan hukum debitur dengan pihak ketiga tersebut sama sekali
tidak mengikat kreditur. Kalaupun pihak ketipa tersebut mempunyai kewajiban
membayar kepada debitur dan felah melakukan pembayaran beberapa kali kepada
pihak kreditur sebagai pelunasan hutang debitur maka hal tersebut tidak secara
otomatis dapat ditafsirkan babwa telsh terjadi pengalihan kredit dard debitur
kepada pibak ketiga tersebut.'*!

(3) aturan-aturan internal maupun kondisi-kondisi internal perusahaan
debitur. :

Seringkali  hal tersebut dijadikan sebagai alasan pembenar unfuk
memperiambat atau bahkan uptuk meniadakan kewaiiban debitur terhadap
kreditur. Debitur seringkali menyempaikan berbagai macam alasan bahwa
perserpan debitur yang kurang atau memang sudah tidak mempunyai aktivitas lagi
seolah-olah perusahaan itu sudah bubar atau sudah dipajlit, namun alasan-alasan
ttu dibuail semata-matz agar kreditur mauw memahami dan karenanya diharapkan
dapat membebaskan debitur dari kewajibannys membavar hutang dimaksud.
Padahal secara hukum sebenarnys harps dipahami bahwa sustu perusshaan
dikatakan pailit apabila sudah ada putusan pengadilan sebagai bukti akan adanya

peristiwa pailit tersebut.

8 ide Surat Bdaran Bank Indonesia No.4/43/UPPB/PhE tanggal 5 Oktober 1971,

! Yide Putusan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia No.3621 K/Pdt/1987 tanggal 29
Juni 1994 sehagalmoana dimuat dalaes Maialah Huloas *Varia Peradifes’ Tehun X1 No. 138 Edis
Bulan Maret 1997 hal 1%8-19.
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Dengan demikian “kesepakatan internal” perusahaan berapa kebijakan
untuk menghentikan aktivitas perusahaan entah untuk sermentara wakin maupun
untek selamanya, tidak dengan sendivinyas mengurangi apalagi menghilangkan
hak kreditur untuk fotap menagih piutangnya. Jadi, kesepakatan internal itu tidak
mengikat keluar tetapi hanya mengikat ke dalam.

{4) melakukan pembayaran secara mencicil.

Pembayaran ini kadang-kadang dilakukan semata-mata untuk menghindari
ketentuan tindak pidana pengpelapan” sebab dengan telah membayar sekali atan
dua kali cicilan atas hutangnya maka bal tersebut sudah dapat dikualifikasikan dan
sekaligus menjadi bukti bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur
tersebut adalah hubungan hukum perdata biasa, bukan lagi kejahatan penggelapan.

Strategi debitur seperti itn dilandasi oleh suatu pengertian bahwa kalan
kasus itu masib dalam koridor hukum perdata maka upaya hukum yang paling
maksimal dilakukan oleh kreditur adelsh dengan mengajuken gugstan secars
perdata ke pengadilan. Bedangkan patut diketahui bahwa suatu perkara perdata
dapat diselesaikan bertahun-tahun mulai dari tingkal pertama (Pengadilan Negeri),
tingkat banding (Pengadilan Tinggt) sampaj tingkat kasasi (Mahkamah Agung).
Paling tidak selama proses hukum tersebut, kredifur masih bisa “bernapas lega”
unfuk sementara  wakiu sambil mencari jalan kelvar vang lain untuk
menyelesaikan hutangnya itu.

Kenvataan ini memaeng tidak seialan dengan konsep peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan'® dalam peraturan perundang-undangan kita
dan bahkan konsep 1tu masih jauh dari harapan. Sebagai gambaran balowve menurut
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1992 (ketika itu Mahkemsh
Agung Rl dijabat cleh H.R. Purwoto 8. Gandasubrata, SH) ditegasken bahws
semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggl

harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.’** Naemun

"2 yide ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

"3 Vide kelentuan Pasal 4 ayat {(2) UU No.14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
K.ehakiman, :
" Secara lengkap isi SEMA tersebut dapat dilihat pada buki: "dbsirak Suret Edaran
Mahkamak Agung Repubftc indonpsia 1983-19937, erbitan Mahkamah Agung RI tabun 1998 bal,
222,
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kenyataannya banyak sekali perkara yang diselesaikan lebib dari jangka wakiu

rersebut termasuk perkara perdala mengenai kredit macet,

Oleh karena itu schelum menentukan persefujuan atas permohonan
debitur, mengingat kredit adalah kepercayaan maka didalam pemberian kredit
juga harus terkandung beberapa unsur yaitu: '

a. Kepercayaan, yaitu sluatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang
diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar - benar diterima
kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang setelah sebelumnya
sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang debitur baik secara intern
maupun ekstern yang menyangkut penelitian dan penyelidikan tentang
kondizi masa latu dan sekarang.

b. Kesepakaian antara kreditur dan debitur yang ditvangkan dalam suatu
perianfien  dimana masing-masing pibak menandatangani hek dan
kRewajibannya,

¢, Jangka Waktu vang mencakup masa pengembalian dan bisa berbentuk
jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko vang timbul karena adanya suafu tenggang waktu pengembalian
sehingga dapal menyebabkaa svatu risiko fidak teriagihnya / macet. Pada
dasanya semakin panjang suat kredit maka akan semakin besar risikonya
demikian pula sebhaliknya.

Selaip itu, perlu ditetapkan standar pemiliban debitur yang antara lain
dapat dilakukan dengan 5 C, “fo evaluate the credit risk, credit managerial
copsider  the five ¢'s of credil: character, capacily, capital, collaterdl,

condition”, ¢

2} Krisis ekonomi termasuk fingkat suku bunga pasar (SBI), nilai tukar (kurs)

rupiah terhadap mats vang asing dan kondisi perekonomian pasionsl, dan

¥ M. Fitrl Rehmadans, Hafieh Lumbanraja, dnalisis Pemakaion Jasa Kredit Pada
FPerum !’egazfafwz Kantor Wikeyah Medan.
% Weston dan Brigham (1998) dalam Erlina,0p Cit.
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kebijakan Pemerintah yvang merupakan faktor eksternal yang berada di luar
kendali kreditur dan debitur.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak per-tengahan tshun 1997
perckonomian Indonesia dilanda Kkrisis yang dipicn oleh krisis moneter yang
ditandai dengan melemahnya nilal tokar rupigh terhadap dollar Amerika
Serikat Krisis moneter tersebul tidak hanya mengurangi ‘da}fa beli masyarakat
tetapi juga berpengarub terhadap kemampuan perusahaan-perusshasn untuk
membayar hutang-hutangnys, Tidak pernah di-bayanpkan sebehimnya bahwa
akibat nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar Amerika Serikat tersebut
telah menycbabkan hutang-hutang perusahaan bertambah empat kall lipat,
terutama perusahinan-perusahaan yang mempunyal utang dalam mals vang dollar
Amerika Serikat. Lebib parah lagi kelau pinjaman suatu perusshaan dilaskulan
dalam mats uvang dollar AS sedangkan penjualan barang dan jasanya dalam mata
pang rupiah, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami kaisis
kenangan yang sangat parah. Perbedaan kurs tersebut seringkall menjadi bahan
perdebatan antara kreditur dan debitur sebab di satu pibak kreditur menginginkan
agar piutangnya dibayar dalarn mata uang dollar Amerika Serikat (karena
memang pinjaman afau barangnya dijual dalam mata vang tersebut) sedangkan
di pihak lain debitur menginginkan agar dibayar dalam mata uang rupish pada
sast transaksi atau paling tidak kurspya dipatok tetep dan tdak mengikuti
fluktuasi kurs dollar AS.

Masalah yang seringkeli terjadi biasanya terkait dengen tanggung jawab
memikuol risiko akibat naik turonnya nifai mata vang dalam sustu perjanjian kredit.
Menurut ketentuan Pasal 1756 KUHPerdata ditentuken bahwa risiko akibat tusun
naiknya nilai mata vang berada di tangan kreditur. Contoh klasik dari pencrapan
ketentuan Pasal 1756 KUHPerdata tersebut adalah putusan badan peradilan
tertinggi di Belanda pada tahun 193] yang dikenal dengan nama Mark is Murk
Arrest. Tetapt seiring dengan perkembangan hukum dan ckonomi, putusan itu
sulit lagi diterima dan putusan ifu justru menunjukkan bahwa penerapan hukum
secara kaku tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memperhatikan prakiek
bisnis modern.Di negara kita, sudah ada beberapa vurisprudensi tetap MA
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mengenai hal tersebut. Perfoma, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10
Desember 1988 No.3703 K/Pdt/1986'7 vang menyatakan bahwa risiko atas
perubzhan nilai mata vang di-bebankan kepada kedua belah pihak menurut
imbangan yang sama dengan menggunakan harga emas sebagai nkurannya; dan
Kedua, Putosan MA Rl tanggal 20 Agustus 1988 No.4434 K/Pdu1986™" vang
menystakan bahwa para hakim dalam meng-hadapi persoalan merosotnya nilai
rupiak ateu perubahan ailal veng rupiah (tindakan devaluasi atan somering)
hendaknya mengambil sikap bahwa risiko yang timbul akibat merogotnya atau
berubshnya nilai uvang rupiash, ditanggung oleh kedua belsh pihak dengan
imbangan yang sama (fifix/iffv).

Perdebatan tersebut juga sebenarnya merpakan salah satu strategi debitur
untuk mengulur-ulur waktu sebab semakin lama tercapainya titik temu dari suafu
negosiasi maka semakin lama pula debitur melaksanakan kewajibannya terhadap
kreditur. Namun demi ke-pastian hukum maka apabila jual beli barang tersebut
dilakukan dalam mata vang dollar AS maka sehalknya dalam setiap perianjian
kredit selals dicantumkan dengan tegas bahwa segala pembayaran haros dilakukan
dalemt mista vang dollar AS atau mata nang rupiah berdasarkan dan sfau sesuai
kurs yang berlaka pada saat ity,Pada tehun 2005 kilas balik izhun pertama,
pemerintzhan  pasangan  Presiden  Susiio Bambang Yudhovono-Jusuf Kailla
menghadapi gejolak harga minyak dunia. Kebijakan menaikken harga 88BM |
Oktober 2005, dan sebelumnya Marst 2005, ternyata berimbas pada situasi
perekonomian tahun-tahun berikuinya, Pemerintzhan memang herus menaikkan
harga BBM dan mengurang subsidi dalam menghadapi ckenan APBN yang
makin berat karena lonjakan barga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut
telah mendorong tingkat inflasi Okiober 2005 mencapai 8.7% (MoM) yang
merapakan puncak tingkat inflasi bulanan selama fzhun 2005 dan akbimya ditutup
dengan angka 17,1% per Desember 30, 20035 {(YoY). Penyumbang iaflasi terbesar
adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.
Intlasi yang mencapal dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP 11

T VVide Majalsh Hukom “Variz Peradilan” No.51 Edisi Bulan Desember 1989 hal, 89

¥ vide Maialeh Hukum *Varia Peradilan” No.45 Bdisi Bulan Juni 1985 hal. 19,
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tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat
tinggi 17,92%, dibandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7.15% atau Februari
2004 {YoY) yang hanya 4,6%. Namun, keberhasilan menjapa tingkat inflasi 6,6%
dan menurunnya tingkat suku bunga SBI menjadi 9,75% pada Desember 2006
ternyata tidak berhubungan langsung dengan peningkatan investasi, apalagi
pemerataannya. Keadaan ini berimbas pada penjualan PT United Tractor, Tbk
terutama yang berkaitan dengan alat berat sehingga adalah wajar apabila pada

tahun 2006 pendapatan bersih juga mengalami kemerosotan, 49

B. PENGARUH PENGELOLAAN PIUTANG DAGANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP XKREDIT
BERMASALAH DI PT UNITED TRACTORS, TBK

1. Strategi Dan Lanagkah Antisipasi Meogatasi Kredit Macet

Ada beberapa stratemi dan lapgkah anlisipatif unfuk mengatasi terjadinya
kredit macet pada suata perusahaan, yaitw

a. Mengembangkan prinsip kehati-hatian dalam permberian kredit

Ada beberapa indikator standar untuk menentukan apakah suatu kredit

ielah éib:e%ikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian {(prudent) yaily
dengan memperhatikan kriteria 505 of credit analysis yaltu character {watak},
capital {modal), capacity (kemampuan)}, collateral {aspek jaminan), conditional
(situasi perckonomian). Bahkan ada sementara praktisi bisnis lainnya yang masih
menambahkannya dengan syarat 5P yaitu party (the borrowing parly), purpose
{tujvan), pavment (pembayaran Xemball), profitability (aspek  keuniungan),

profection {pengamanan kredit),>?

2 Harry Azhar Azis, Kinerja Pemerintakan SBY-JK di Bidang Perekonomian, Inflasi
2005: Qioritas Monzter versus Otoritay Fiskal, kamis 27 Maret 2008 diskses tanggsl 15 Juni
2608 dayi Setneg.

Wty Arwww setnee oo id/indey sho%optionmeoom content@task=viewd id=1604 & temid=193,

¥® Vide Majaleh Hukum “Varia Peradilar’”, Tahun XIV No.l61 Edisi Bulan Pebruaci
1999 hal. 182,
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b. Pengendalian kredit,

Adz beberapa sistem dalam melaksanakan pengendalian kredit antara lain
adalah:™'

1} Internal Contrel of Credit

2} Audit Control aof Credit

3) External Control of Credi
Sedangkan jenis-jenis pengendalian kredit terdin dari:

1) Preventive Control of Credit, adalah pengendalian kredit
vang dilakukan dengan tindakan pencegabhan sebelum kredit

tersebul macet.

2} Repressive Control of Credif, adalah pengendalian kredit
yang dilakukan melalul tindakan penagihan/penyelesaian
setelah kredit texsebut macet,

Dalam kaitannya dengan pengendalian tersebut maka dalam pemberian
kredit harus dilakakan dengan perfanjian yang dibuat secara tertulis. Setiap
pemberian kredit dalam bentuk apapun senantiasa harus disertat dengan perianjian
terfulis yang jelas dan lengkap agar adz kepastian hukum yang dapat dijadikan
sehagal pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dan
sekaligus jugs sebagai salah satu alat bukti di kemudian hari.'™ Langkah ini
seringkali mengalami hembatan dalam praktek sebab hubungan antara kreditw
dan debitur biasanya didasari oleh dua unsur yang saling terkait satu sama lain

yaitu hukum dan kepercayaan.

1 Hasibuan, (2001:105) dalam Syafruddin Azbar, Masg Depan Perbamkan Nasional
datm Kemelut Kredit Maces, Sinac Harapan 27 Novembey 2001 No, 3975, diakses tanggal 15 Juni

2648 dari Sinar Harapan, http/fwww sinarhiarapan.gg jddberiia/ ) 12 T epi02 himl.

2 Sesual ketentuan Pasal 164 HIR atau Pasal 284 KBg atan Pasal 1866 KUHPerdata,
alat-alat bukti yang ditentukan oleh uadang-undang adatah ala! bukti tertulis, pembuktian dengan
saksl, persangkaan-persanghkaan, pengakuan dan sumpah.
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Jika dizmati secara ieliti maka esensi hubungan antarz kreditur dan
debitur sebenamya adalah hubungan hukum, namun yang tampak keluar sehari-
hari adaleh justru hubungan kepercayaan. Itu sebaboya fondasi hukum hanya
akan digali manakala hubungan kepercaysan itu runtuh. Sehingga ketika dasar
dari kepercayaan itu vakni itikat baik, terkikis habis, maka sekaligus runtuhlah
banpunan kepercavaan yeng berdiri di atasnya yang sudsh dipupuk berfahun-
tahun. Dalam keadaan demikian, para pthak biasanya sama-sama menggali fondasi
hukum dari hubungan mereka.'. Agar tidak terjadi hal-hal seperti itu maka sejak
semula para pihak seyogyanya menuangkan kesepakatan-kesepakatan mereka
vang menyangkut syarat-gyarat kredit dalam suate perjanjian fertulis yvang lengkap

dan jelas.

¢. Adanya jaminan dari debifur bahwa la mampu membayar hutangnya

Dengan adanya jaminen atau garansi dari debitur fersebut maka hal o
dapat meyakinkan kreditur bahwa debiter mampu melunasi hutangnya sesual
dengan ketentuan dalam perjaniian. Dalam praktek, ada dua golongan jaminan
kredit yaitu:

1) jaminan kredit vang dapat menimbulkan hak kebendaan bagi kreditur
seperti: {a) bak tanggungan untek jaminan kredit yang berupa benda-benda tetap
yaitu hak atas tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan denpan
tanah itu;'** dan {b) jaminan kredit berupa jaminan fidusia terutama untuk benda-
henda bergerak dan benda-bends tidak bergerak yang tidak dapat dijkat dengan
hak tanggungan,**

Namun dalam praktek seringkali ada kesulitan dalam mengeksckusi atau
melelangkan jaminan-jaminan yang menimbulkan hak kebendaan tersebut sehab
ada keharusan untuk minta persengiuan pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum

mengeksekusi barang jaminan tersebut. Beberapa puiusan perkara pada tingkat

3 Setiawan, SH, Op.Cit, bal, 221.

%% Ketentoss Pasal 1 ayat {1} ULS No.4/1996 tentang Hok Tanggungan Atfas Tansh
Begeria Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

%% Ketentuan Pasal | ayat {2) VU Noo 4271999 tentang Jaminan Fidusia.
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kagasi telah melarang tindakarn pelelangan barang jaminan tanpa persefujuan
pengadilan negeri. Dengan demikian sejak saat itu Kantor Lelang Negara tidak
bersedia mengadakan lelang tanpa ijin dari pengadilan negeri.'™

Adapun argumentasi yang menjadi dasar pikiran Mahkamsh Agung RI
adalah  karena adanya anggapan bahwa tingkat pengetahuan hukum warga
masyarakat kita masih sangat rendah sehingga seringkali tanpa kesadarannya
menandatangani  pegargian  hipotik. Cleh karena itu untik menghindan
ketimpangan atay ketidakadilan dalam perjanjian serta unhik mencegah perbuatan
main hakim sendiri (eigenrichiing) oleh kreditur maka ada baiknya melalui
yurisprudensi kita batasi berlakunya pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata (yang dulu
hanya berlake bagi golongan Eropa dun yang dipersamakan) dengan tetap mohon
flar atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat sebelum objek hipotik
itu dilelang. "’

2) jaminsn  yang  hanye bessifat  kontraktual  schingga  tidak
mengalibatkan timbulaya hak kebendaan bagi kreditur, Walaupun demikian, hal
tersebut tidak mengurangi hak kreditur untuk mempercieh hak kebendaan dari
debitur di kemudian hari manakals debitur ingkar jacji atau wanprestasi, sebab
berdasarkan telah dinyatakan bahwa seluruh harta benda si pemberi garansi

{garantor} akan menjadi tanggungannya.'”

Ada beberapa bentuk jaminan yang
bersifat kontraktual yang seringkali digunakar dalam prakiek bisnis sehari-hari

adalah jaminan pribadi (personal guaranteg), jaminan perusahasn (corporate
guarantee) dan jaminan bank {(bank gurrantee). Pengertian atau esensi darf ketiga

jaminan tersebut akan dije-laskan sebagai berikut:

a) Jaminan Pribadi atau Garangi Pribadi (Persona! Guarantec)
Jaminan ini diberikan oleh seseorang secars pribadi (bukan badan hukam)

untuk menjamin hutang orang atau badan hukum lain kepada seorang atau

%% yide Putusan Mahkamah Agung BRI No 320 K/PAUBF/1980 tangeal 20 Mel 1984,

BT Purwots 8. Gandasubrata, SH, *Peranan Sarana Hukem Dalom Penyelessian Masalab
Kredit Macot”, sebagaimans dimunt delam Pustakn Peradilan Jilid [ ierbitan Mahkamah Agung Ri
tahun 1997, hal. 1-3.

B Katentuan Pasal 1131 KUHPerdata
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beberapa kreditur, Akibainya apabila debitur tidak melaksanakan kewsjibannya
untuk membayar hutangnya tersebut maka garsntor wajib menggantikan
kedudukan dan kewajiban debitur untuk melsksanakan kewasjiban debitur
tersebut.

Dalam  prakick, seorang penjamin  {garantor) bersedia  menjadi
penanggung atas suatu hutsng  biasanya terjadi karena alasan ada hubungan
kepentingan antara penjamin dan peminjam {debitur), misaloya (a) penanggung
sebagai direktur perusazhaan yang merupakan pemegang saham tferbanyak dari
perusahaan tersebut, yang secara pribadi berkeinginan ikut menanggung hutang-
hutang perusahaan, atan (b) perusahaan induk ikt menanggung hetang dard
perusahaan cabang atan anak cabangnya.

Salah satu contoh menarik dad prakick penggunaan garansi pribadi
(personal guarawtee) adalah kelika William Suryadjaya selaku pemilik dan
pemegang szham PT Astra Internasional membuat dan menandatangani paransi
pribadi terhadap hutang-butang T Bank Summa vang ketika jtu dimiliki dan
dikelola oleh putra tertuanya Edward Suryadjaya, walaupon scbenarnya antara
William Swryadjayz maupun PT Bank Summsa tidak mempunyal hubungas
persabaman sedikitpun dengan PT Astra Internasional, Ternyata kemudian bahwa
hutang PT Bank Summa tersebut sedemikian besar jumlabnya sehingga William
Survadiave Inau tak meu harus menjual selurub sahamnya di PT Astra
Internasional !**

Walaupun dengan adanya jaminan pribadi (personal guarantee) th secara
hukum mewa-jibkan si pemberi garansi (garanfor) untuk me-
nanggung selwruh butang debitur, namun fetaplah harng  ditegakkan asas
“pepjamin selamanyn adalah penjamin® (“guaranior is always guarantor”) ates
pemtbayaran -hutang  debitur ataw prinsipal apabila prinsipal tidak mampu
membayar hutangnya kepada kreditur. Oleh karena ito status keperdataan prinsipal
{debitur) tidak dapat dialihkan begite saja semuanya kepada guarantor di Juar

tuntutan pembayaran hutang prinsipal. Konsekuensi logis dari penerapan asas

1.6, Rai Widjaya, Hukum Perusahaar, {Jakaria: Megapoin, 2000), hal.144.
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tersebut bahwa terhadap diri penjamin (guaranior) tidak dapst dimintakan pailit,
sedangkan yang dapat dituntut adalah hanyalah pelunasan hutang.'®

b) Jaminan Perusahaan atau Garansi Perusahaan (Corporate Guarantee)
lika pada garansi pribadi (personal guaranieey yang menjadi garantormya

adalah crang secara pribadi maka pada garansi perusabaan {corporaie guarantee)
yang menjadi garantornya adalah suatu perusahaan yang dalam hal ind diwakili
oleh direksi dari persercan tersebut. Dialam anggaran perseroan jtu dapat dilihat
bagaimana ketentuan untuk menjaminkan pervsahaan kepada pihak lain, apakah
dalam rangka penandatanganan akta jsminan jtu cukup diwakilkan kepada
direktur utama ataukah harus turut pula ditandatangani oleh salah satu anggota
direksi lainnya. Biasanya dalam rangka menjaminkan perusahaan kepada pihak
fain bilasanya mensyaratkan pula adanya persetujuan komisaris, Persetujuan
dimaksud bisa dalam bentuk sorat atau akfa tersendiri, afaw bisa jugs ikut
menandatangam akia jaminan tersebut.

Perlu diperbatikan juga bahwa kalau debitur {debitur} itu adalah sebuah
CV {Cammanditaire ¥ennootschap) atau perseroan komanditer maka CV i
hanya dapat ditkat dengan personal guaranies saja terhadap para mitianya dan
tidak dapat diikat dengan corporgic guaranree sebsb CV itu bukanlsh badan
hukam yang mempunyai hanta kekayaan yang terpisah antara perseroen (badan
hukum) dengan para pemegang sahars. Namun perfu ditetusuri lebih javh juga
siapakah di antara para milwanya itu yang secara hukum dapat dimintakan jaminan
pribadinya.

Sebagaimana diketahui babiwa dalam suaty CV ada 2 {dua) mitra yaity: (a)
mitra biasa atay mitra aktif atau sering fuga disebut komplementaris yang sehari~
hari merupakan pemimpin atau pengurus dari CV tersebut; dan (b) mitra diam
atau mitra pasif (sleeping partners aiau siilie vennoof) atan mitra koman-diter atau
sering juga disebut komanditaris, Perbedaan antara keduanya terletak pada
tanggung jawabnya ferhadap pihak ketiga (kreditur). Mitra aktif bertanggung

¥ Vide Putusan Mahkarah Agung R No.922 K/4dv1995 tanggal 31 Okiober 1997
sebagaimuna dimuat dalam buka “Furisprudensi Mohkomah Agung RP terbitan Mahkamah
Agunz Rl tahun 1992 bal. 144,
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jawab jawab untuk mengelola CV dan sekaligus secara pribadi bertanggung

Jawab untuk seluruh hutang CV, sedangkan mitra pasif hanya bertanggung jawab

untuk transaksi CV sampai sejumlah kontribusinya. Ini dapat dimengerti sebab

sekutu diam itu sebenarnya hanyz sebagai pelepas atau pembert vang

{gelgschieter) yang mempercayakan uvangnya kepada mitra akiif dalam CV

tersebut. Berdasarkan perbedaan tanggung jawab tersebut maka kreditur hanya
dapat meminta parsona guaraniee dari mitra aktif da-ri suatu OV,

¢} Jaminan Bank atau Garansi Bank (Bank Guarantee).

Garansi Bank (atau sering discbut bank garansi) sebenarnya produk yang
baru muncul dalam prakiek bisnis di Indonesia yang merspakarn salah sato
ketentuan dur Paket Kebijakan 28 Prebruari 1991 (yang lebib sering disingkat
dengan akronim: “Paktri™) sebagatmana ferteang dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No23/72/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 19%1 (disingkat
“SKDBIY dan Surat Edavan Bank Indonesia No.23/5/UKU tanggal 28 Pebruarn
1991 (disingkat: “SEBI"). Dari SKDIBI1 dan SEBI tersebut dijelaskan bahwa
Garansi Bank adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank
yang mengakibatkan kewajiban membayar bagi bank terhadap pihak yang
menerima jaminan apabila pihak vang dijamin wanprestasi atau ingkar janit.

Bank QGaraosi depat puls berbentuk penan-datanpanan kedua den
selerusnys atas suatu surat berharga seperti gvaf dan endossmen dengan hak regres
yang dapal mentmbuitkan kewsjlban membavar bagi bank apabila pikak vaug
dijamin ingkar janji atau wanprestasi. Dapat pula terjadi karena adanya perjanjian
bersyarat sehingga menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Bank Garansi telah dipergunakan secara lvas sebagai sarana untuk
menjamin transaksi komersial dan kewangan internasional, dimana bentuk dan
isinya bampir seragam di berbagal negara, isinya singkat dan bahkan tidak
memuat sedikitpun klausula mengenai yurisdiksi atau arbitrase. '™’

Hal ini tentu dimaksudkan agar pelaksanaan atau realisasi bank garansi

tersebut tidak digantungkan lagi pada syarat atau prosedur cksekusi tertentu. Oleh
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karena itu kreditur berhak untuk menolak bank garansi yang pencairannya

digantungkan pada syarat - syarat tertentn. Hal ini disebabkan karena pelak-

sanaan suatu garansi bank yang masih digan-

tungkan pada syarat-syarat tertentu justru mengueangi arti dari suatu bank

garansi. Di Indonesia, dalam rangka melindungi kepentingan keeditur, ada dua

hail penting vang perlu diperhatikan sehubungan dengan penerbitan garansi bank
tersehut:

Pertama, sustu back harus memuat kiausula-klansula standard yang
minimal, antara lain judul garansi bank atau bank garansi, nama dan alamat bank
pemberi garansi bank, tanggal penerbitan bank garansi, jends transaksi antara
pikak yang dijamin dengan penerima jaminan bank (misalnya untuk pelunasan
harga suaty barang yang dibeli secara kredit, tender, pemennban bea masuk,
pembangunan suatu proyek, perijinan wntuk berdagang valuta asing, cukal
tembakau, shipping guarantee dan sebagainyz), jumish nominal vang yang
dilamin oleh bank, tanggal mulai berlaku dan berakhirnya baok garansi, penegasan
batas waktu pengajuan klaim, pernyataan bahwa bank penjamin akan memenuh:
pembayaran.

Kedua, bank dilarang menerbitkan bank garansi yvang pelaksanaan
prestasinya digan-tungkan pada syarat-syarat tertentu. Oleh karena ifu sebugh bank
garansi fidak boleh memuat: (a) syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi
oleh pihak yang dijamin untuk berlakunya bank paransi, misalnya bank garansi
baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah vang; (v} syarat-syarat
atau ketentuan-ketenfuan yvang menyatakan bahwa bank garansi dapat diubah atau
dibatalkan secara sepihak oleh bank atan oleh pihak vang dijamm; dan (¢ ada
kata-kata atau kalimat-kalimet yang diartiken adanya perababan  tanggal
berakhimya bank garansi.

Larangan-farangan tersebut juga dimak-sudkan agar bank menjunjung
tinggl prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan bank garansi (prudemt banking).
Dengan demikian suatu bank tidak boleh menarik kembali kewajibannya dengan

alasan apapun sebab sebelum mengeluarkan bank garansi fentunya bank harug

15l Norbert tom, Nom-Judicial Dispute Settlement In  Imternctional  Fingneial
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terlebith  dubulo menehfi  dokumen-dokumen yang berhubungen dengan
penerbitan bank paransi tersebut, misalnya peganjian jual bell antara debitur dan
kreditur, berita acara serah terima barang, dan dokumen-dokumen relevan
lainnya,'* Bahkan nntuk meminimalkan risiko, bank mewajibkan pasababnya
-memberikan counter guaraniee sebelum menerbitkan bank garansi, yang tidak
selalu dalam bentuk vang tunai akan tetapi dapat pula berbentuk giro yang
dibekukan, deposito, swrat-surat berharga dan lain-lain bentuk yang dianggap
aman oleh bank,'®

Di samping itu baik kreditur maupun debitur perlu  memahami
karakteristik jaminan-jaminan yang bersifat kontraktual. Hal ini diperlukan
sebagai baban pertimbangan bagi para pihak uatuk memilib bentuk jaminan yang
dikehendaki-nya, Ada  karakteristik darl jaminan-jaminan yang bersifat
kontraktual tersebut vang perly dipahami,'™ vaitu:

Fertamy, perjanjian garansi bersifat assessoir, artinya hanya raenjadi
pelengkap dari perianiian pokok sehingga kalav perjanjian pokoknya (misalnya
perianjlan kredit) sudah
tidak ada atau berskhir maka perianjian garansi jugs berakhir dongan sendirinva.
Sehubungan dengan sifatoya assessoir fersebut maka kreditur baru dapat
melakukan tuntutan atau gugatan terhadap garantor apabila harta debitur tidak
cuknp untuk melunasi hutang-hutangnya.'® Namun ketentuan tersebut dapat
diabaikan oleh para pikak asal dipemjanjikan dalam perjanjian garansi iersebut,
artinya para pibak dapat memperjagjikan untk dapat langsung menggugat

garantor taupa harus menggugat debitar terlebih dulu, '

Transactions (The Hague: Kluwer Law International, 2000), hal.7.
' Ademuni-Odeke, Law of Inernational Trade, (London: Blackslone Press Limited.
19993, hal. 303,

™ Munie Fuady, Pembiayacn Peruschaan Masa Kini, {Bandung: Citea Aditya Bakti,
1997}, hal, 202,

¥ Munic Fuady, Op.cit, hal, 199260,
6 Ritab Undang-undang Hukum Pesdata, Op.Cit, Pasal 1831 KUHPerdata,

8 r5id, Pasal 1832,
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Kedug, perjanjian garansi turun ke ahliwaris, terutame garansi pribadi
{(personal guaraniee) schingga kalau garantor meningpal dunia maka segenap

ahli warisnye wajib memggmgzz‘y&ié?

kecuali para ahliwans sejsk semula
menghindarinya dengan menolak warisan. Sehubungan dengan hal fersebut,
maks unfuk menjamin adanya kepastian hukum dan sekaligus dapat dijadikan
sebagat alat bukii di hadapan para ahli waris maka undang-undang mensyaratkan
bahwa garansi haros dibuat secara tegas {tidak dapat dipersangkakan begitu
saja)'® dan atau tertulis teratama untuk garansi bank,

Ketiga, kedudukan kreditur bersifat kenkuren atau sama dengan kreditur-
kreditur lainnya. Sifat inilah yeng membedakannya dengan jaminan vang
menimbuikan hak kebendaan (hak tanggungan dan jaminan fidusig) yang
memberikan hak preferen atau didahulukan kepada pemegang jaminan tersebut

darl dari kreditur-kreditur lainnya:
C. TAHAPAN PENYELESAIAN KREDIT MACET

1. Penyelesaian )i Luar Pengadilan

Apabila ternyata strategi tersebut di atas belum cukup untuk
mengantisipasi alau mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya kredit
macet, inaka perlu dikembangkan langkah-langkah dan upaya-upaya penyelesaian
kredit macet secara efektif dan efisien. Para pthak yang terlibat dalam kontrak
mavpun fransaksl kevangan berskala internasionzl biasanya lebih suka memiiih
penyelesatan di luar peagadilan ' sebab jangka waktu penyelesaian sengketanya
cepat dan bizyanya juga murah, dibandingkan dengan penyelesaian di pangadiian
yang jangka wakta penyelesaiannya lama dan biayanya pun mahal,

Pengerfian “pepyelesaian masalah di fuar pengadilan™ menupjukkan dua
metode pendekatan, yaitu: {a) penyelesaian melalui arbitrase sebagai alternatif

pengganti penyelesalan melalul pengadilan; dan (b) penyelesaian melalui

%7 1hid  Pasal 1826.
S 1hid., Pasal 1824,

¥ Norbert Horn, Op.Cit, hal, 1.
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musyawargh untuk mufskat dan penyelesaian perdamaian  yang saling
menguntungkan kedva belah pihak."™ Ada beberapa alasan mendasar mengapa
para pihak yang ferlibat dalame suatu sengketa bisnis lebih senang menyelesaikan
masalahnya di luar pengadilan daripada melalui hakim di pengadilan:?!

Pertama, dalam hal salah sata pihak memilih domisili hukum di tempat
keduduken debitur, muncul rasa kurang percaya dari pihak kreditur terhadap
independenst, kualitas putusan maupun prinsip ketidakberpihaken pengadilan di
tempat domisili debitur, demikian pula sebaliknya,

Kedug, para pihak seringkali kurang per-cayz apakah pengadilan yang
akan memeriksa, mengadili dan memutusian masalzh mercka vang spesifik #u
benar-benar menguasai ssensi masa-lahnya sehingga mampu memberikan putusan
vang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebalikmya kalau
diselesaikan melalui arbitrase misalnya, para pibak dapat memilih arbitrator-
arbitrator yang kompetensinya benar-benar diskui oleh para pibak tersebut.
Dengan  adanya arbitrator-arbitrator ysng kompeten Karepa  spe-sialisasi
pengetahuan dan keahlian vang dimilikinya maka suatu kasus dapat segers dise-
lesaikan.'” Dengan demikian putusan arbitrase dapat dapat diprediksi sebelumnya
oleh para pibak.'”

Kefiga, penyelesaian perkara di juar pengadilan dapat menghemat waktu
dibandingkan apabila kalau suatu perkara diselesaikan mela-lui pengadilan yang
biasanya dilakukan dengan sistem berjenjang mulai dari tingkat pertama, tingkat
banding maupun tingkat kagasi dun biasanya memakan wakiy yang cukup lama.

Sebagai gambaran, di negara-negara yang ckomominya cenderung mengalami

O fbid, hab 1

P thid, hal. 1-3. Lakat pula: Claus von Wobeser, "Won-Judicial Settlement of Financial
Disputes tn Latin America” dalam “Nea-Judicial Setifement in Internarional Transactions”, {The
Fague: Klnwer Law haternational, 2000), hat, £5.

"2 Ademuni-Odeke, Op.ciz, 1al.398; Lihat pula: Roherto G, MacLean, “The Growing
Importence  of Arbitretipn in Inmternatipnal Figarneg” dalem “Nom-Judicial Bettlerment in
intarnationst Transactions”, {The Hague: Kluwer Law Internationst, 20003, hal. 20.

" George Walker, Bank Remedies: Judicial and Arkitral Recovery, dalam Non-Judicial
Settlement in Internationnt Transactions, (The Hague: Khinver Law International, 20003, hal. 27.
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inflasi tinggi, seperti Venezuela atau Ecuador pada tshun 1970-an ataw 1980-an,
kreditur baro dapat memperoleh kembali piutangnya dari para debiturnya setalah
dua atan bahkan tiga tahun perkara itu diproses di pengadilan.m

Di samping itu, waktu yang lama itu juga terkait dengan masalah case-
overload yaitu meningkatnya jumiah perkara yang berakibat pada masalah
funggakan perkara. Banyaknya jumliah perkara vang masuk serta keterlambatan
penvelesaian perkara bisa menghalangl terca-painya keadilan {(chstructing the

course of justice). Menurut Prof V Gimeno Sendra'”

dart Spanyol, masalah case
over-load tersebut tidak terkait dengan minimpya jumiah hakim sebab jumlah
hakim yang banyak tidak dengan sendirinya mencerminkan adanya jaminan
“access to justice”. Masalah utama di sini adalah bagaimana cara agar supaya para
pencari keadilan dapat lebih menikmati keadilan {fo make justice more availabie
t people} dan tentu tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara meningkatkan
mutu dan  menialiias para hakim (how fo promote change in the mentolity of
Judges).'

Keempat, penyelesaian di fuar pengadilan biasanya sangat efisien
dibandingkan dengan penyelesaian melalni pengadilan yang biasanya identik
dengan biaya tinggi sebab seringkali melibatkan jasa pengacara profesional
dengan bayaran tinggi. Bahkan di Indonesiz hanya dalam peisentase kecil saja
hutang-hutang vang dapat ditagih melalui pengadilan'”  Tidak demildan dalam
arbitrase, sifat putusan arbiter adalah bersifat mengikat para pibak melahui suate
prosedur atau tata cara yang amat sederhann kavena dapat dilaksanakan dengan
segera.

Kelima, penyelesalan melalui pengadilan  seringkali biasa merusak

hubungan bisnis dari para pihak yang terlibat sengketa sehingga memperkecil

" Roberto G. Maclean, The Growing Importance of Arbitration in huernational

Fingnee dalam NopJudicial Setflenment in nferaational Transactions, {The Hague Kluwer Law
International, 2000}, hal. 18

™ Setiewen, Op.Cit, hal. 472-473

e Ibid.

"7 Roberto G. MacLean, Op.cit., Wal. 18; Lihat pula: George Walker, Op.<it,, hal. 28.
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kemungkinan untuk mengadakan kerjasama lagi df masa vang akan datang.
Sebaly dengan menyelesaikan masalah di pengadilan akan terbuka semua
kerahasizan dan hal-hal pribadi dari bisnis dan penanggung jawab perseroan yang
terlibat dalam perkara tersebut. Sebaliknya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan memungkinkan tetjaganya konfidensialitas dan privacy para pihak
yang terlibat dalam sengketa tersebut. !’

Ada tipa tahapan proses penyelesaian sengketa bisnis di huar pengadilan,
tentu deng-an berbagai macam variasi,!”? yaitu:

Pertama, negosiasi langsung antara para pihak. Negosiasi langsung antara
para pihak ini dapat didahului dengan beberapa tindakan pen-dahuiuan oleh
karvawan masing-masing pihak, misalnya para manager keuangan atau general
manager. Tindakan pendahulpan itu dapat meliputi dua cara, vaitw (&)
mengitimkan surat konfirmasi hutang oleh bagian kevangan dari kreditur kepada
debitur dengan mencantumkan perincian hutang pokok, bunga, denda atav penaity
(jika ada) serta permohonan untuk sepera membayar hutang tersebut dalam swatu
batas waktu tertentu, misalnya twjoh har atan empat belas harl. Debiiur
seyogyanya segera membertkan tanggapan atas surat konfirmasi tersebut baik
menyangkut kebenaran jumlah hutang maupun konfirmasi mengenai kepastian
membayar, dan (b)Y melakukan penapihan oleh tim penagiban atau debf collector
vang berasal dari intern perusahaan. '

Jika surat konfinmasi hulang dan tagihan tidak mendapat tanggapan dari
debitur maka langkah berikutnya {¢) kreditur dapat mengi-rimkan sumt undangan
guna mengadaken pertemuen untuk membahas masalah hutang-pivtang tersebut
secara langsung dengan debitur. Darl perfemuan tersebut dapat diharapkan bahwa
debitur dapat menceritakan semua persoalan perusahasnnya serta gambaran cara
penyelesaian  kewajibannya terhadap kreditur. Di sinilahh proses negosiast
dilakukan. Negosiasi adalah hal penting sebab kredit atau hutang piulang it

178 Ademuni-Odeke, Op.cit, hal. 395; Lihat pula: Roberto MacLean, Op.cit., hal, 20
atau Jeswald W. Salacuse, “Direct Negotiation and Mediation in International Financial and
Business Conflizts”, dalam “Non-Judizial Seitlement in International Transactions”, (The Hague:
Kluwer Law International, 20009, hal, 54,

" fegwald W. Salacuse, Op.cit, hal, 53.
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sendiri sebe-narnya merupakan produk dari sebuah negosiasi antara pihak
kreditur dan debitur sebelumnya.'®®

Kedua, pertemuan antara direksi atau top management. Apabila negosiasi
antara karyawan tingkatan manager maupun general manager dari masing-
masing pihak tersebut mengalami jalan buntu, maka perlu dilanjutkan dengan
pertemuan dan neposiasi antara direksi atau fop mana-gement dari kreditur dan
debitur. Dengan diada-kannya pertemuan ini diharapkan muncul dorongan moral
yang terwujud dalam “perasaan malu” dari masing-masing pihak sehingga mereka
akan saling mengalah dalam merumuskan hasil negosiasi atau penyelesaian
sengketa vang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Ketiga, mediasi (mediation). Mediasi meru-pakan sebuah proses organis
dengan mana para pihak menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang
netral yang dapat membantu mereka dalam menemukan suatu penyelesaian secara
da-mai atas konflik yang mereka hadapi.m Posisi sebagai pihak ketiga yang netral
ini biasanya diperankan oleh para pengacara ({awyer) yang masing-masing mereka
tunjuk. Hal ini sesuai dengan peran dan etika profesi /awyer yang selalu dan
senantiasa berpegang teguh kepada rasa keadilan dalam rangka menegakkan dan

82

menjamin  kepastian hukum'®  bagi klien mereka serta mengutamakan

penyelesajan sengketa dengan jalan damai.'®?

Dalam proses mediasi pada tingkat lmeyer biasénya didahului dengan
mengirim surat undangan /awyer kreditur yang meminta debitur ataupun kuasanya
untuk memoerikan klarifikasi terhadap masalah hutang piotang yang
disengketakan. Hal ini dimaksudkan agar lowyer kreditur memperoleh gambaran

yang jelas dan seimbang mengenai sengketa tersebut. Dengan demikian lawyer

"¢ 1bid., hal. 54.

'*! J.D.Berchild, Jr. and J. J. Norton, “The Evolving United States Experience With
Alternative Dispute Resolution Respecting Financial Institution Disputes”, dalam “Non-Judicial
Setrlement in International Transactions”, (The Hague: Kluwer Law International, 2000), hal.
183.

' C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, “Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum",
(Jakarta; Pradnya Paramita, 1997), hal. 48.

' Ibid, hal. 56.
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dapat memberikan nasshat yang tepat kepada kliennya ite. Berdasarkan infor-
masi yang diberikan debitur atau kuasanya maka Iwyer kredir dapat dengan
segera meng-kualifikasi sengketa tersebut sebagai wanpres-tagi atau ingkar janii,
dan dapat membahas cara penyelesaiannya secara bersama-sama,

Iika debitur menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kewajtbannya
itu, entah secara tunai ataupun secara mencicil, maka kedua belah pihak akan
menandatangani perjanjian perdamaian yang bentuknya dapat berupa perjaniian
penga-kuan hutang. Namun schaliknya apabila dalam rapat itu tidak ads itikad
baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya secara damai maka kreditur
atauptin kuasanya dapai melakukan somasi atau teguran secara tertulis kepada
debitur.

Jike somaesi pertama tidak ditanggapi dalam jangkas wakty tertentu
sebagaimana batas wakiu yang ditentukan dalam somasi tersebut maka dapat -
dikirimkan lagi somasi kedua ataupun somasi ketiga. Adapon fungst surat somasi
itu adalah sebagai salah satu alat bulkiti  bahwa debitur teiak beritikat buruk

terhadap kreditur sebab debitur terbukii mengabaikan tagiban dari keeditur.

| Langkah vang skan diambil oleh kreditur setelah mengirimban somast
ketiga adalah menggugat debitur ke pengadilan. Sedangkan di pihisk lain, kredinu
juga menyadari babwa pugatan dan putusan perkara perdata di penga-dilan akan
memakan wakts yang loma Oleh karena itu, pada tahep ini biasapya ada
kemungkinan terjadi hal-hal sebagai berikut:'®

(a} debitur akan proaktif uatuk mengajak kreditur bermusyawarah dengan
harapan agar masalah kredit macet tersebut diselesatkan melalui perundingan atau
negosiasi. Hasil yang diharapkan oleh debitur dalam negosiasi int dapat berupa
rescheduiing {penjadwalan kembald), reconditioning (pensyarsian kembali) atau
restructuring (penataan kembaliy,

{b} penagihan oleh dedr collector (birc jasa penagihan), Cara ini sering
dianggap efekiif karena penyelesaiannya cepat, Secara hukum pepagihan melshi

debt collector dapat dimungkinkan melahil pemberian kuasa dan sejauh tindakan

' Bambang Setijoprodjo, Penyelesaiun Kradit Bank Pemerinteh Dalom Koitarmya
Dengorn Rakasiz Bunk, sehagaimana dimuat dalam Pustake Peradilan Jilid 1, terbitan Mahkamah
Agung Republik Indonesia tshun 1997, hal. 176178,
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penerima kuasa tersebut tidak melampui kekuasaan yang diberikan kepadanya.'®
Namun dalam prakteknya tindakan para debt coliector itu seringkali disertai
kekerasan berupa merampas barang milik debitur. Bila hal ini terjadi maka
debitur dapat melaporkannya ke polisi dan tentunya kreditur selaku pemberi
kuassa harus berlanggung jawab atas tindakan tidak menvenangkan dari bire
penagihan ter-sebut;

f¢; memasang iklan panggilan terhadap debitur di media massa. Ini dimaksud-
kan agar debitur merasa malu dan bersedia mendatangi kreditur untuk menyelesai-
kan hutangnya secara baik. Namun hal ind perlu dipertimbangkan dengan matang
sebab secara hukum tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena secara pidana
dianggap mencemarkan nama baik debitur'™ dan secara perdata juga kreditur
dapat digugat atas dasar perbustan melawan hukum yang disertsi tuntutan gant
kerngion. '  Atas dasar itulsh maka kreditur sangat berhati-hati dalamn
menggunakan jasa ded’ collecior maupun pemasangan iklan pangpilen 81 media

massa kopada debitur vang melalaikan pelunasan hutangnya.

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Apabila ketiga tahapan proses penvelesaian di lvar Pengadilan tidak dapat
menyelesaikan masalash maka akan ditempuh penyelesaian melalel jalur
Pengadilan dengan mengajukan gugaian seoara perdata ke pengadilan, Altematif
mi merupakan jalan keluar terakhir jika tahapan proses sebelummnya udak
memberikan hasil. Ada dua alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan adalah perbuatan wanprestasi ataw
ingkar janji'*® dan atau perbuatan melawan hukum.'® Berdasarkan ketentuan

hukum maka pada hari sidang pestama atas gugatan tersebut, majelis hakim akan

W2 K itab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cir., Pasal 1807,
18 1 etentuan Pasal 310 KUHPidans,

¥ On.Cir., Pasal 1365,

158 K etentuan Pasal 1238 KUHPerdata.

' K etentuan Pasal 1365 KIJHPerdata,
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proaktif untuk mendamaikan penggugat dan tergugat’™® dan memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada kreditur maupun debitur untuk berdamai
dan merundingkan syarat-syarat perdamaian yvang saling menguntungkan kedua
belah pihak.

Pada kesempatan persidangan berikutnys apabila para pthak berhasil
mengadakan per-damaian maka hal ity harus disampaikan kepada majclis hakim,
Perdamaian antara kreditur dan debitur tersebut lazimmya berupa surat perjanjian
di bawsah tangan yang ditulis i atas kertas bermeterai cukup. Berdasarkan adanya
perdamaian antara kedua belah pihak tersebut maka hakim akan menjatubkan
putusannya (zcte van vergelifk) yang isinya menghukum keduva belah pihek untuk
memenuhi isi perdamaian yang felah dibuat di antara mercka. Adapun kekuatan
putusan perdamaian tersebut sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanskan
(eksekusi) seperti putusan-putusan Jainnya, hanya saja dalam hal ind banding tidak
dimungkinkan lagi.'”’

Penyelesaian sengkefa melalul perdsmaian merupakan fenomena wnum di
selurnh dunia yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem beracara dan
peradilan (improvement the legal system) melalui perdamaian (seitlement). Hasil
penglitian Dr. Punt, Wakil Ketua Rechtbank di Denhaag mengemukakan balwa
angka rata-rata penyelesaian perkara deﬁgan perdamaian adalah mencapail jumlah
40% sehingga dengan demikian upaya penyelesaian perkara dengan “settlement”
merupakan salah sata jalan untuk mengatasi “legal efficiency”.'”*

Apabila para pihak tidak dapar didamaikan maka selanjutnya adalah melanjutkan
pemeriksaan  gu-gatan, jawaban  tergugat, replik  penggugat, dup-lik
tergugat,pengajuan alat buktl, kesimpulan dan putusan.

Dialam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri sampai

adanya putusan vang berkekuatan hukum yang tetap (in kraclt van gewisjde),

" Ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg,

M Sudikne Mertokusumo, Hukwm Acara Perdata Indonesia {Yogyakarta: Liberty,

1993}, hal. 86-37. Lihot puls: M. Yahya Herahap, Ruang Lingkup Permasalahon Elsekusi Bidang
FPerdate (Jakarty: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hal. 279-289.

1% Setiawan, Op.cit, hal 474,
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biasanya melalui 3 (tiga) tingkstan peradilan yaity Pengadilan Negeni selaku
peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tingkat banding
dan Mahkamah Agung.'™

% Frans Hendra Winata, “leknisi Peryelesaion Kredit Bermasalah Melalu Pesdekaton

Hukwn™, 15 Desember
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BABYV
PENUTUP

Herdasarkan uraian di atas maka ada beherapa kesimpulan dan saran

dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang dagang bermasalah:

A. KESIMPULAN

I. Tujuan utama pengelolazn piutang dagang di PT United Tractors, Thk
adalah menambah nilai pada perusahaan dengan cara memberikan
kontribusi optimal terhadap penjualar yang menguntungkan schingga
dalam mengelola piutang dagang selalu ada 2 (dua) hal yang harus
dianalisis yaitu kebijaksanaan kredit dan pengumpulan piotang sesrts
analisis untuk debitur. Xedua hal tersebut saling berkaitan ¢i mana
kebijaksanaan kredit menyangkut “irade off” antara laba vang diperoleh
dengan penjualan yang menimbulkan piutang di satu  pihak, dan
biaya yang ditanggung karena memiliki piutang tersebut ditambah lagi
adanya kemungkinan piutang itu tidak bisa dikumpulkan, sedangkan
analisa kredit terhadap para debitur menentukan tingkat risiko yang
bersedia ditanpgung oleh perusahaan dan mempengamuhi  pula
kebijaksanaan kredit yang akan diambil oleh perusahaan,
Besar lkecilnya kebijaksanaan kredit yang dimiliki PT United
TRactors, Tbk di samping dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada
umumnya, juga dipengaruhi cleh kebijaksanaan kredit yang ditentukan
oleh perusahaan yang harus terlebih dahuly membandingkan antara
ristko dan profitabilitas yaitu harus membandingkan antara besarnya
tambahan risiko dengan besarnya tambaban laba jika kebijaksanaan
kredit diubah menjadi lebih unak / ringan.

2. Penyebab pivtang dagang bermasalah atau kredit macet di PT United
Tractors,Tbk dapat dikategorikan menjadi faktor internal vang masih
berada di bawah kendali perusahsan vang berkaifan dengan kebijakan
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pengeloiaan  piutang dagang yang kurang memperhitungkan aspek
hukum seperti adanya kisusula pedanjian vang tidak lengkap,
mekanisme penagihan yang kurang hati-hati, klausuls invoice/tanda
terima yang kurang jelas, penagiban lisan, penagihan yang fidak
disertai bukti-bukti piutang, serta orientasi sales department yang
kelira dan faktor-fakior yang berada di luar kendali perusahaan yaitu
perflake debitur, krisis ekonomi fermasuk tingka! suku bunga pasar
{SBI), nilar tukar {kurs) rupiah terhadap mata vang asing dan kondisi
perekonomian nasional, seriz kebijakan Pemerintah,
&kibatnya,walanpun penjualan mengalami peningkatan namun ada

kecenderungan piutang dagang bermasalah juga meningkat.

Penyebab terjadinya platang dagang benmasalah ind akan sangat
berpengaruh dalam cara penanganannya. Namun pada dasarnya, seperti
yang juga dilakukan oleh PT United Tractors, Thk, perusahaan biasanya
akan lebih memilih penyelesaian di Luar Pengadilan. Alasan mendasar
mengapa PT United Tractors,Tbk lebih senang menyelesaikan
masalabnya di luar pengadilan yaitu karena kalsu diselesaikan melalui
arbitrase misalnya, meka para pihak dapat memilih arbitvator-arbitrator
vang kompetensinya bepar-bepar diskul oleh pars pibak tersebut,
putusan arbitrase dapat diprediksi sebelumnya oleh pars pibak dan
dapat menghemat wakiu dan biays serta bilasanya akan tetap menjamin
berlangsungnya hubungan bisnis dibandingkan apabila kalau suatu
perkara diselesaikar melalui pengadilan.

Pengadilan hanya merupakan jalan keluar terakhir jiks tahapan proses
di luar pengadilan tidak memberikan hasil, dengan mengajukan
gugatan perdata ke pengadilan karena perbuatan wanprestasi atau

ingkar janji dan atau perbuatan melawan hakuans.
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B. SARAN-SARAN
1. Bahwa agar piutang dagang PT United Tractors, Tbhk benar-benzr
sesuai dengan kebijakan dan strategi solusi bagi debitur maka
disarankan agar perfu semakin ditingkatkan lagi kehati-hatian dalam
pemberian  kredit yang didasarkan pads analisis kredit yang
komprehensif dari berbagai aspek antara lzin aspek keuangan, aspek
hukum maupun  kemungkinan menjalin hubungan bisnis yang

berkelanputan dengan debitur dan sebagainya.

2. Babwa dalam memberikan penjualan secara kradit kepada debitur,
Perusahaan harus tetap menyusun prosedur untuk menganalisis keedit
yaitu dengan mengadakan evaluasi terhadap konsumen dan
menentukan line of credit yaku jumlah maksimum pemberian kredit

kepada debitur pada satu wakty.
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SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawgh ini:

Namsa : Danie] Hermawan
Jabatan : Departemen Head
Alamat : PT United Tractors Thk
JI Raya Bekasi Km 22, Cakung

Jakarta Timur 13910

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : FJOSEFINA AGATHA SYUKUR
Program : Magister Hukum — Universitas Indonesia
NFM : 0606006280

Telah melakukan penelitian di PT United Tractors pada Divisi Kenangan sejak tanggal 12
{dwa belas) Juni 2008 sampat dengan tanggal 20 (dua pulub) Juri 2008 dalam rangka
penulisan thesisnya yang berjudul: * PENGARUH PENGELOLAAN PIUTANG
DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KREDIT BERMASALAH
DI PT UNITED TRACTORS, Thk”

Demikian surat keterangan ini dibuat uniuk dapat dipergunakan seperfunya.
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Pombel @ PT MODERN WIDYA TEHRICAL

PERJANJIAN NPWE © 01.114.828.5.352.001
1 Alamat @ PUBAT  BISNIE  JAYAPURA BIODK  CHB
JUAL"BEL' BAYANGKARA . JAYAPURA UTARA

Nomor o 25227 JAYAPURA N
Tanggat 1 72.04,2008 -

Pada hari i Seless tanggal Dua Puluh Dua budan Aprll tahun Dyg Bibe Delepen (22.04.2008), Hadakan p&t}aﬁ;:m jual bali
slat-alat barst antars °

1. PT UNITED TRAGTORS Tbk, beratamat i Forestry Depsrpmeat J. Raya Bekasi Km. 2% Oskung 8 Jakarts dalam hal ws
diveakili plah Ferrl ¥Yante Schardi jobatan Saies Manager yang be{m:iak untuk dan ataz nama FT UNITED TRACTORS Yok,
gelaniutnye dimebur PERJUAL, dan

2. PT REOLERH WIDYA TEBNICAL | beralamat ¢f PUSAT RBISNIS JAYAPURA BLOK T8 BAYANGKARA - JAYAPURA
UTARA o JAYAPURA dalam hel i diwakili oleh ir. Ricky Rabatan Direksr Lhama yang bertindak umuk dan stss nama PT
MODERN WIDYA TEMMICAL | selenjutnys digabut PENMBELL

dengan zyaral dan ketestuan sebagsi berdket ¢

ST 4, PERUUAL dangan st mmeajust Kepoda PEMBELD sebagaimans PEMBEL] mermbsl kepada PEMJUAL stat-plat berst yvang
tergind dan o
: : s s AR | Vg nerunte WISOYL N X
2 Un:t KO\&ATS{} H‘{{EHAUUC EX{:AW&TOR Mcdsl PORGG-T a7 G600, 64 144 000,00
HEIEH
PR IO% 18.400,80
Tozak N 215.400,.060

iDua Bets Tige Helss Biby Impat Hatys U800 selanjutnys disebut BABANG, dengan spesiiikasi terdamplr vang merupskan
Lagizn gari dan tdak terpisahkan gengan perjaniian ind

th Caca pembayarsn o Tuasi {Cash)
Lang musks ¢ UBED 42.880,00
{Empat Puivh Dua Ribu Enam: Rotus Uslagan Pl GBI
Sibwyar tongga: T 24.04.2008
Sisunys sobesar : UBD V220,00
{Seratug Tujuh Pulub Ribe Tuih Raws Dus Pulah USD)
o [ibayar Tanggal 1 05083008 -
. Cara panyershan . Franoe

Wwakte penverahan @ 30.04.2008
Teonpal panyerakan - Falb, Tanjung Priok, Jekarla

W, Kewentan lnin

V. Maga berisku . Perjanfias i herlaka geisk tanpoa! ditandaisagsni dan akan berskhis 30.07.2008.

¥l. Ketua baish gihsk telah sapakat untuk runduk den paich kapads gyeret-syarad poianiun ssbagaimond yang ik wrhs
pada halaman sabetah  perjaniian int yang merdpaksn satw ksgawen des gec ndex terpsebkan dengan  poriongisn R
bel i,

PENJUAL
FT UNITED TRACTORS Thk

\Emri Yanty Suhard
xales Manager
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LAMPIRAN
SPESIFIKAS! BARANG

143 HPA1HEQ RPM
Kormatsy Diesel Enging BAABDIQZE-2
Alternotor 38A 24V, Awo Decel
Haftarigs 100 AR x 12 ¥
Caiin, Baardew o RH,
Counturaeight
Dy wpl sir clesrwr, doubls sltment,
Fyet rofil pump
Sid Hoom $P0G0 MM, St Amm 2300
MM Buacgthasad

= Engina ovarheat prevention systamn
Fan guerd strustre, Bucket Std 0.93
M3 SAE
Hydraulie track adiusters leach sida}
Monitar  pansl,  PPL hedraulic  coniret
ayatam
Stargng smior 4.5 KWi24 ¥V ox i,
Suction fan
Track guiging gumd, genter section
Track roller: PO 7 gach side
Track shes @ 800 MM wiple grousher
shoe
Working light, Z(Beom angd R}
Working maods selection system
AM/IFM Radio, Coap & Owverall, General
Taol Kit
Sparg Fartys for First Seevige
Paris Book, Operatierr & Mainlanance
Manual

- PPN 10% 12.400.00

Fot g 213,400,800

PEMBELI PENJUAL
PFMODERN WIDYA TEHNICAL PT UNITED TRACTORS Tbk

At

s P Farsi Yanats Subndi
Dirgktur Utarpa aigs Manager
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SYARAT-SYARAT PERJANJIAN JUAL BELI

Harga yang disetups didasackan aas haoga
bk zrat ind, dizembak ssusansi, ranspont
dan paiak yang diwajibksn cleh undang-
undang pads ssat perjsniisn ini dHapda
tangani.

Apebils terjadi perubahan/kenaiken harga
bahkay bakar, pelumss, asuransi dse
pengangkutan yang dapal mempeegarnihi
barga Barang sampai di Jobsite PEMBELL
serin terjadi kenaikan tard pajek, bea
masuk danfatsa tindakan mopeisr
Pemeriniab, kedua pihyk sepakat nnink
meizkukan venyesuaizn harga di kemudian
Gan.

Pembayaran sang muoke wajik ditenas
sebelum penyershan Barang dilakekas,

Pembayaran dalam mats veng asing harus
diiakukas dempgan cars Telegraphis
Fransfer Funds ke Rekening Bask PT United
Tiawtors Tok vang ditumiuk oleh PENEIAL.

Pembayaren dalom mets wang Rupizh
sefaiu didugarkan atas silgd tukar jual
Telegraphic Traasfer Fuady vang bertaku
dan ditetspken oleh Bank indoresis, antara
mamta wang asing dengan Rupiak pads
barifsnal pembayarss direcimaldipindsh
bukakan ke Rekeafuy Bank PY Uniled
Tiactors Thk.

Apobils  ttriadi  selisibh  kurs, maks
PEMBEL] wajib membayar kekurangan
seiisib kurs fin kepads PEMNIUAL,
sebalikeya bils ferjadi kelahiBan hurs,
maka PERJUAL wajib mesgembalican
kelebiban kurs iin kepads PEMBELL

Setiep pembayassa deagan Cheque/Biivet
GirpfLauer of Crodi/Bask Ceronsl afay
alat pombayaran Juin, hares dibuat atas
nams BT Ualted Tractors Thi dun kata-
kata 'Pembawa” ager dicoret, Pombsyaran
diunggap junas seielah clckiif diterima &
Rekeaing Bank 8T United Traviors Thk
vapg dtunjuk.

Pembaysean secara tupaifcash wulib
disotor/ditransfer langsung ke Rekening
Bonk PT United Traciors Thk, dan walib
dilunasi selurpbnys sebelum Barsngf
Dokumen diserah terimeken kepads
PEMRELL

Untuk pembsliaa secera CIF, hsrza
pembelian belum termasuk kandling
rapartis, OPP/OPT, dan biays panyimpanaz.

. Apzbils prmbayeran belum ditachna oleh

PENJUAL 1epal pada wektunya atun
Cheque/Bilyet Tirafignar of CreditBank
Ciaransi tersebut $idak bechasit dicsiriay
digindsh bukuken ke Rekesning Bank
BT United Temotors Tok, maka ynigk setiap
hagi tezjadi ketsrlambatan pembayscan,
PEMBEL] bersedia dikenskss denda
sehesar 1940 (setu parmil) dori jurnish vang
yanyg seharusnys dibayarken kepads
PEMAIAL. -

fl.

13.

id

i5.

PENJUAL iidsk berlangguag jawab stas
katerlambetae pesgapalan/penyershan
Bamrg, bila rerjaddi ;

2 Forse Majeure separsi; kebakaran,
sabpisse, hiru-harz, peperangan,
revolusi, pemogokan, kerussken/
tenggelumoys kaps! pengangkut, benoana
sham dan laisnya.

b, Peasisken melskukan expart dari negars
pabrik prmbust Barang, peoambaben ijin
tmport, ateu ponshanah oleh pihak
berwajibiberkussepamerintzh/rakyst.

¢ Penuadaan skibat persbahan; alokasi
import 4 lasr neger, pelabuksn ayjuan
atau jonis Basang yang dibel,

4. Pervbmhan Peentursn Perundangas,
sehinges  lorjadi kelhal ¢ luas
kemarnpuan pihak PENJGAL.

Agpabils psnysrabaa Barang teriambat
kargna keadsss delam pasal 11 di alas, maks
kedga pihak sepaksr bahwas wakty
peayerahan diperpanjang sesusi dengan
Jangka wakts mdail terjad samps? dengan
barakhireya penyebab keterimmbatss
tersebul, dan PEMBELL tidok dapat
mnemuntul genti nepl dast PENTUAL.

Apataie 2Rentukan balewa Barang akan
dinmbil szadirl oleh PEMBELIL maks
PEMBELI wajih stgers meagombil Barang
poling lambat 7 (Jujuh) beri darl jadwal
pengambilan, bila Basaag cefay belem
diambi, maka PEMBELI 4 kenitkan biaya
sewa gedang, keamanen don lain-lais secani
ketetopas PENJUAL, -

PERIUAL 1idak bertsngguag jawab
fuhadap kehilonganfkerusakan Barnp baik
secars Jangsung sten tidak fangsung akibst
kesalabkan/koistaianftindakon/penyin-
pangen yang difeklan PEMBELL

Sebagal pelayansn purma jsst, PENJUAL
dapat membanin PEMBELI dalaw hal;
Perpobzan Peralatan, Laiiban Dasar
Mekanike/Operaior, Pelunjuk Care Peme-
kaiaa dan Pemelharagn, Pemerikszas
Berkady dalam masa Wecrsaty/Toming,
yang aksn dilakukea di Lokasiiobsite

- PEMBELL

16

-1

Apabila diperiukan PENIUGAL dapat
meapadakan program bemian tenaga abli
vBng menunjang PEMBELY seperti;
Program Konirok Mekenik, Program
Pemsliiaraas & Porbaikan, Perepuiasn
Undercarriage, Program Analisa Pelumas,
den Program Taker Alst.

PENJUAL memberikas Werrsaiy/Jarninan
atas pewihelisn Bareng kepada PEMBEL]
sesual dengen ketentvan dari masing-

Pemgring Perdemiadmsiyasefina Agatha Syu

18,

1%,

it

i

22

23.

24,

3.

28,

Perbatkan Barang dalam mesa Warranty/
Jomizan, sshingaa mengakibatkan Barang
tidnk dapst dioperasikan, PEMBEL] tidak
dapal menzptzt PENJUAL antuk
membaynr gan regh.

Semus pajek dan redribusi vaag timbul
akibiat adenys perjanjinn ini sepesubinya
ditspgzung sleh PEMBELL Dalam hal
PEMBELI adalsh Badea vang ditaniuk
oleh Pemerinfub uatuk memungut pajak,
maka PRMBELL tiamsg meayerabhkan
Faktur Paisk dan Surat Scioran Pajak
kepads PENIUAL.

Burang yang dibgli rerbams unmtuk
digunakan di Wilaysh Negars Repebiik
indonesia, pongpunaan Barang dif luar
Wilayah Hpgara Republik Indesesia
sepenshnys menindi langguag jawad
PEMBELL

Apsbila terjadi pembateian pegianjis—
kedua pibsk yepukal bahwe uan,
muka yang telal diterima PENIUAL dadd
PEMBEL! skas diperbitungksn dengan
bzsarnyn ganti Rerugiun danfatau bisye
vasg ieioh dikeluarkss oleh PENJUAL
prtok mempersinpkan Barang. Apabila
jumlakrya magih  kereng, meska
PEMBEL] walib menambal kepads
PENTUAL, sebaliknys bila masth ads
kzlebihun akpa dikembalikan kepads
PEMBELL

Linink pembatalan perjaniian kedus pdhak
sepakat mergezaapingkan ketentuns yang
diatar dafars Passl 1266 dan 1267 Kitad
Undsng-Undosg Hubem Perdaie,

Besus pombicarann antars PENFUAL dan
PEMBELT baik seuura lisan atau sertulis
yang mendabuini  pecinmjion  ind,
dhayatakan fdak berlehs lagd, -
Apabita tinsh! perselisian sebupul akibat
dar: adanys peelanfian ini, pertama-tama
akan diselesaikan sscara musyawsreh
anlara kedua pihak, fotapi bila musyawarsh
tidak tercapai, kedua pihak sepukat sgar
sengketa yang limbsl dizelessikan di
Pengadian,

Ustuk perisnjian Ini pevjanjian ini dan
segala akibaiays kedus pihak memililh
sempat kedudukan bukum yang umuim sdan
sidak bersbah di Kanter Kepapiternan
Pengadiian Magerl Jokaria Timuy, dengan
tidak mengurangi hak PENJUAL uneck
wengajkas gugsian At luntutas kepsda
pihak lninnys di peogadilen manspun ¢
dalmy Wilayah Negas Republik Indonesia,

Setizp perubshas dan / atau pensmbaban
atas pesjaniien ini ekan diboet terseadid
dalam suatu sddendum slay smandeman
yang dHandy 1angani oleh kedua pihak,
yang morapakan saty kegatuan dan hagian
yauyg tidak rerpisakkas dengan

ur, FHAM RS i
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PT UNITED TRACTORS Thic © . R
Jalan Faya Sekasi Km. 22, Cskung: Jakarta 13910 - indonesla
Tol, @ (G221} 4605949 450 5958 460 5979 - '
Fax ; (B2-21) 460 0657 480 0577

www.unitediractors.com
B - L;' %%{“‘&'g’ ;W;rwj,';fbgtﬂé w*'m"’l\(’* '_' 4 - “‘??l‘h)“ a R i PR “'::; G
L i ?¥-«., & "h 3 t‘» ,.,.. [ _ E" } .
4 5' s _; h4 .

: rga,;ég;mme smme% PR .
EA , BERITJQ ﬁCARA
R ¥ ‘S‘E‘_RQH TERIMA

Patte bar ini, Selass zamggal Tigs Belas bulan Mei tahun Due Hubu [}aispan 413;’05!2&08& dindakan serah terima
afat-ylar berat 2ngaes @ . .

T Nazm Fem Yamu Suhiardi
PT UNITED FRACTERSITBE o v o S0 o5 s
3% Rﬁyﬁ %kam Km. 22 Cakung Jakarta p : g G

DE !siy GAN
2. Nema s . Bloky
Jabaian « Dirmkigr thama  PT Moidern Widya Tehnical
Afamat 2 PUBAY SISNIS JAYAPURS BLOK C/18 BAYANGKARA - JAYAPURA UTARA  JAYARURA

Uutuk poralatan sebagal berlkuse

U Gunile IR IR Mode T N ralanitestription
o Sarfel Number .
‘2 ’ £0200-7 KOMATSY HYDRAULIC EXCAVATOR
{Dua) . EeT720, CYTR0

dangan perlengkapanrvas
spasifikasi terlampir _

yang segus éangan Peq&r}zzaﬁ Jzzs! Beli ng, 28227 tertangpal 22 Aged 2008 yang 16iah dzlaksanakan cloh Rerhua
. Ewlah %rhak‘ B R - o g s [l - ; i
. 2 ilha) ur;_i't Zi&z%ﬁiﬁut diatas, teish digerahkan den difsrima dalam  Readasn beik, iengkap dengen oefuruh
perlengkaphnnys, dan siap untuk  dipakel, sasusi dengan (eogiving inspeclion report darl unt tessabut, vang toiah
diadaken parmeriksasn bessama dengun seksama aleh kedus belsh pihak, i

Darniiisn Berta Acars Sersh Terdma i dibugt & Jakarts pada fangasl, han, Sulan den tahun separti disebut
muka, dibuat dalam 2 {ifua} rangRap yanp masing-masing bermateral cukup dan mempunyal kekuatan hukum yang

sarng.

: 'S—_’{i’ﬁ@-‘%"vn-; I A . B L & coLAE

, Yang suenérima : Yany menyerahkm

TPY Maoderss Widya Tehrios P UNITED TRADTDRS bk

Aﬁmﬁ Yante Sudord

Siett e e a e g
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LAMPIRAN .
SPESIFIKAS] BARANG
BERITA ACARA SERAH TERIMA NO. 80021099

FFEM_HEADER

Unit Modat Serial Number

. SpesifikestfSpacification
2 iGua PLAOO.7 KOMATEU HYDRAULIC EXCAVATOR

LTI 79208

145 HP/IB80 BP

Komatsuy Dhesel Bngine SAABDINIERZ

Alternstor 394 4V, Autc Decsl

Battacies 100 ARZ & 12 ¥

Cabies, Rearview mircor RH, Countipwsight

Dry tyor air cleaner, doubio oloment, Fuel vefil pump
St Boomn $700 MM, Std A 2800 MM Btrengthened
Engine pvereat prevention sysiam

Fanr pusrd strucwirs, Bucka! Sty 0,83 MI BAE
Mydraulic frook adiusters faech zidsl

Maonitor panel, PPU hydrauvlic control svaiem

Starting oo 4.5 KWI23 ¥ x 1, Buntien fan

Trevk guiding quord, center seclion

Track roller: PC2G0-7 7 cach side

Track shoer : BA0 MM uiple grouzsher shoo

Warking light, 2(Boom and AH)

Working roode selpction systam

AREM Badio, Cap & Overall, Genaral Tao! Kit

Spuate Pasts for First Service
Paris Bogk, Opsrstion & Maimenange Manual /

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008
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FY GRITERTRACTORE Thk
Jalgn Raya Bokasl Km, 22, Gakung, Jakenia 13970 - ndonesia
Tel, : (62-21 460 5949 460 3333 480 5970
Fax : (6221} 480 DBS? 460 0677
Wmﬂemors O

No. Bokumen [Dogumens noi
Tanggal oo : 30042008
No.Parjsniiss montamn Nop : 21548

Tanggal Parjanjiae Comreet smey 1 BE.08,2007

No, PO jpurchsss Srder : 3.08.04.601062
Mo, Dokumern Penagifian Ref, @9teg Doc. pa. i

.

s Ml018440.1.1

; 90019440

UQ- \ Bu RECINA

PT SURYA ARTHA NUSANTARA FNANCE

4G PT GASWARA INTERNATIONAL

Perkantoron Hijsu Arkedis Tower B it. 1.4 T, B,
Shastupang Kev, 8B :

Jakarie Seiatzn 17630

indongala

NPWE : 02.474.611.0-056.000

Page : 1 7 1

No. Penjelasan/Ng Sers!
FrspcaiptloniBoclal Myerbon

Harga
Drursmantd

Banyeknya
$Cnniiryd

] KOMATSEL BULLDOZER
n165A-2
BN 1 72041
J320 HPI20D0 APM
Kometsu dirant injection  $ASD140E-2
Turbocherged after soolar diesel engine
Samid) tilt dozer
Torafow ranumission
BB0 sy singls grouser shos
50 A altangtor
24 YN KW elgeuic stanting motor
Engine hnod, angine side caver
Lighving system
Giant Rippae
Canopy Haps
Cal steel
Al LConditioner "
Tasls kit andd ordinery spire pans

1 USD A80.006,60

PPN vap 18 % -
Total :

: URL J8.000,00
Ush 418,000,086

PY UMITED TRACTORS Tk

PT UNITED TRACTORS Tbk
A PRARARTA

Manager ¢ L‘?ar%ei Hszmml,an

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



D
e

-
=
0
6

1 6
o
£
-
W
E
Z
5
&

Fux, © {E2-21) ABDOESE
vrwwnfledfiracion com

Toi. : {B2.21) 480564, 48505959, 4605879

e
£
;
:
8
qﬂf
g
£
:
&
£

ALl

-----------

(MW m T SLJR?& ARTFM NUSAN}'ARA F}WANCE QQ F'?" GASW&RA IN’F'ERNA??GNAL T s

‘‘‘‘‘‘‘ LR RN R FEEXPFRRAENERE I AP AN rENsEE [RELE R T A NNLE NS Py

Peszanm:? nga Arkadia Tower 8 Lt 11 Ji T, B, S;mawm;;g Kav &8 Jakaﬁa Se!afan ?2&20

7 -:- | - PEMBELIAN Sﬁ?"f.é‘ UNf?' KOMA’?EU SUL;{.{}OZE& ?“YPE 815&%«-}? ’
Utk promdbogparan PEMBELI TR R i
— W o % gz W R o

Y"""'fi‘!..r.’"‘iﬁtiilﬂi"»ll EFEN L) lliDE;{ONW’WJ »ﬁ‘{ﬁjb?lgde b?l%ﬁge"ﬂi 06 Sﬁﬁ:@m‘@ggﬂ?{@giifi¢»Itl LES ¢|%llt b * ..

: : ' ) 23 ME! 2008
dpmmamn mga?q C:Wﬂﬁl&fg;r}fﬂ Gl Barce loruiis San % L R R P F Y N Py P ~,

nama Y Unfiied Teattoes Tok, )
= Pambaysas dungan ChsuaiSiye: Gin dlanggep eab solais
Chagua/Bitynt (e taraskns dagar (Rutngknnidpingel Bokukan,

R b e A T — Sk M, — . — A . L S

Pengaruh Pengelolaan..., Josefina Agatha Syukur, FH Ul, 2008



ary Tt
.y.wvx..ot pvie g

- E

AR A PEEE AR, v.-_-.x.,sz Fompre s 2 lu.rum ?_.:._:. wg!ﬁ..w..vﬁ.k !‘.tf.!l«_‘_i

667 558 e éww

3

BYESCEE

p {1
]

e SE900%%
VivRugptt - LERL VRN 22

.;;a‘y«x»vma;».

HozgieaL .
Jun peRHea oy

ToTATIL b TTHE HEE T s e e THTIITL hpirhdr 4OHAT Y W ey —r i WA SN O el e e ke b AMHHE, B P ARl T i Py SRR O w:

| = -4

Pengaruh P‘engelola@,

: -
e 1
st

JosefinasAgatha Syukur, FH UI, 2008

.

oy

o 4

C



M
JNITED TRACTORS V- o TE5

PT UNITED THACTOAS Thk

falan Aaya Bekas! K 22, Cakung, Jakeria 13810 » indonesla
Tel. 1 {8221} 460 54T 4805059 46058

Fax : {82-21} 460 0857 48G 0877

www unltadiracion. com

No.: LUT/275/9963/V/{2008 _ Jakarta, 23 Meil 2008

Kepada Yith.

PT.SURYA ARTHA ﬁﬁsm ARA FINANCE
11" Fioor Tower B, Perkantoran Hijau Arkadia

Ji. TB. Simatpang Kav. 88

.- Jakarta 12520 .
Hal : Transfer Via Bank Permata
Dengan hormat,

Sehubungen dengan  pembiayaan oleh PT. SURYA ARTHA NUSANTARA
FINANCE  dengan  PO. No. : 3.08.04.001052 vawk PT. GASWARA
INTERNATIONAL atas pe:mbelzan 1 Gatw) wnit KOMATSU BULLDOZER type
D1554-2, maka dengan ini kami mgohon pmbayaxmya dapat ditransfer ke rekening
PT United Tractors Thk. dengan sccount no.

PT Bank Permata Thk.

Plaza D’Best Kelapa Gading Branch
Lobby Utama, Komp. Plaza Kelapa Gading Inkopal
J1. Raya Betaiward Bazat I 1 BlokBNo, A-17B

jading - Jakarte 14240

Ace. No. : 0/200330/021 (IDR)
Demikianlah pemberitzhuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ueapkan terima
kasih.

Hormat kani,
Credit & Sales Adm. De;zarimmt
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